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PENGANTAR PENULIS 
Pal 


Baiklah, peras otak anda untuk bisa memahami apa yang akan saya utarakan pada 
pengantar buku panduan ini! Sepanjang beberapa dekade imperialisme telah menjadi 
bahan perdebatan serius diantara kalangan pemikir dan para pegiat gerakan revolusioner. 
Beberapa pemikir seperti Hannah Arendt, Eric J. Hobsbawm dan Vladimir Lenin adalah 
diantara orang-orang yang tercatat sebagai pemikir-pemikir yang meneorisasikan 
imperialisme. Seorang penggerak revolusi Rusia, Vladimir Ilyich mengaitkan antara 
imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Lenin, imperialisme adalah tahapan 
terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme. 


Tentu dari pemarapan diatas seharusnya kita menjadi berfikir bahwa mata pisau 
imperealisme akan terus menancap dan menggoreskan luka sejarah revolusi sosial, dimana 
akan tertumpah darah dari masyarakat tertindas. Adalah sebuah keniscayaan bahwa 
kapitalisme-imperealisme yang menancap dibanyak otak kaum borjuis akan terus 
mewabah menjadi penyakit sosial, dimana keuntungan individu dengan menegaskan 
kepentingan masyarakat selalu menjadi kepentingan utama. Akibat dari pergulatan 
sosialisme dan kapitalisme timbullah masyarakat miskin yang membutuhkan peranan 
manusia yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan sosial. 


Apa yang hendak kita lakukan adalah melawan kelas penindas! banyak para pencibir tolol 
yang tidak faham: kata mereka tidak mungkin menghilangkan kdas! ini adalah statement 
tanpa dasar dan penalaran ilmiah. Dalam perspektif filsafat sosial yang harus dihilangkan 
adalah hakekat penindasan itu, spirit revolusi sosialis adalah bagaimana sebuah gerakan 
sosial mampu mengembalikan tatanan sosial masyarakat pada posisi egalitarianisme. 


Aksi dan gerakan sosial sebagai sebuah pilihan gerak akan menghasilkan nilai yang berarti 
jika diiringi dengan kebulatan tekad bahwa sejauh mana manusia bisa memberi manfaat 
pada orang lain. 


Cilacap, PP Al-M adaniyyah As-Salafiyyah 
Januari 2016 


Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A. 


H and-O ut 01 
TEORI REVOLUSI SOSIAL & REVOLUSI POLITIK 


(1) H akekat Revolusi! 


Didalam Manifeto Komunis Marx menguraikan tahapan revolusi seperti yang 


dicita-citakannya: 
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Perlawanan individu dari kaum buruh yang sudah tidak tahan ditindas oleh 
majikannya. Individu-individu yang berani inilah yang memulai seluruh tahapan 
peruangan kaum buruh: 
Pemogokan yang dilakukan di pabrik oleh mayoritas pekerja. Perjuangan individu ini 
akan segara memecah dinding kebekuan dan semangat perlawanan akan seketika 
meluap. Pada awal tahapan ini, kaum buruh masih bertindak destruktif dimana pola 
perlawanan adalah dengan merusak pabrik yang dianggapnya sebagai sumber 
kesengsaraan. Ini adalah tahapan spontanisme dari gerakan buruh: 
Dengan semakin berkembangnya industri, kaum buruh pun berkembang baik dalam 
pengalaman organisasi kerjanya maupun dalam perspektifnya tentang pergerakan. 
Disinilah kaum buruh mulai berfikir tentang perlunya satu serikat sekerja (union). 
Tahapan ini disebut sebagai tahapan ekonomisme. Pemogokan dengan serikat sekerja 
lebih efekstif dan menghasilkan banyak kemenagan disana-sini bagi kaum buruh 
seperti jam kerja yang lebih pendek maupun upah yang lebih tinggi. M enyadari bahwa 
serikat sekerja ini sangat efektif dalam memperjuangkan tuntutannya, kaum majikan 
pun menghadapi pemogokan dengan kekerasan. Salah satu contoh yang amat baik 
menjelaskan hal ini adalah sejarah serikar buruh di Amerika Serikat dimana pawai 
menuntut 8 jam kerja sehari di Haymarket Sguare (1 Mei 1886) berubah menjadi 
ajang pembantaian oleh polisi terhadap buruh. Sebuah bom yang tidak perah 
terungkap dari mana datangnya tiba-tiba meledak dan polisi seketika itu juga 
membuka tembakan. Peristiwa ini menjadi alasan untuk sebuah crackdown terhadap 
semua serikat buruh di Amerika Serikat dan gerakan menuntut 8 jam kerja sehari 
terbungkam selama beberapa tahun. Peristiwa inilah yang kelak akan terus diperingati 
oleh kaum buruh sedunia sebagai M ay D ay. 
Kemajuan tehnologi komunikasi adalah jembatan yang akan menghubungkan serikat- 
serikat sekerja inidan menempanya menjadi satu partai proletariat. Partai proletariat 
inilah yang akan membawa kaum buruh menuju puncak perlawanannya, berhadapan 
dengan kaum kapitalis sebagai kelas, bukan sebagai individu atau organisasi. 
Setelah itu, kaum proletar sebagai kelas penguasa yang baru harus, 
Mengambil alih, secara bertahap seluruh kapital dari tangan borjuasi, 
memusatkan seluruh alat produksi di tangan Negara, yaitu di tangan proletariat 
sebagai kelas penguasa: dan untuk meningkatkan produktifitas total selekas 
mungkin. 


1 Ken Budha Kusumandaru, Karl Marx, Revolug dan Sosialisme: Sanggahan terhadap Franz M agnis 


Suseno (Yogyakarta: Resist Book, Cet. Il., 2004) h. 138-139. 


5 


Bagi Marx, peralihan kekuasaan politik merupakan langkah awal, syarat perlu 
bagi revolusi yang sesungguhnya. Marx mencermati mutlak pentingnya peralihan 
kekuasaan politik ketangan kaum borjuiasi dalam rangka penegakan sistem ekonomi 
kapitalisme. Bahkan, tanpa peralihan kekuasaan politik ini, sistem ekonomi kapitalisme 
tidak akan tumbuh subur, bahkan bisa saja tidak tumbuh sama sekali karena terhalang 
oleh keseluruhan sistem ekonomi-politik kaum feodal. Hanya setelah kekuasaan ada 
ditangan kelas yang berbeda, pola produksi masyarakat akan dapat diubah sesuai dengan 
pola produksi yang memberikan keuntungan bagi kelas yang berkuasa tersebut.? 
Demikian M arx merumuskan: 


Langkah pertama dalam revolusi oleh klas pekerja adalah menaikkan kaum 
proletariat ke tampuk kekuasaan untuk memenagka pertempuran demi 
demokrasi. 


(21 Revolusi Sosial & Revolusi Politik? 

Semakin stabil masyarakat berkelas, maka dominasi kelas berkuasa semakin 
kurang ditantang, dan semakin pula perjuangan keas terserap dalam konflik terbatas yang 
tidak mempertanyakan struktur masyarakat tersebut, yang disebut oleh kaum Marxis 
sebagai dasar hubungan produksi atau modus produksi. Tetapi semakin stabilitas ekonomi 
dan sosial dari sebuah modus produksi tergoncang, semakin dominasi kelas berkuasa 
ditantang, dan semakin pula perjuangan kelas akan berkembang pada suatu titik untuk 
mengajukan pertanyaan penggulingan donimasi tersebut— pertanyaan mengenai revolusi 
sosial. 

Sebuah revolusi sosial terjadi ketika kelas yang dieksploitasi dan tertindas tidak 
lagi menerima dominasi tersebut sebagai tidak dapat dihindari, permanen dan pantas, 
revolusi sosial terjadi ketika mereka tidak lagi membiarkan dirinya diintimidasi dan 
ditindas pemaksaan dengan kekerasan oleh penguasa, ketika mereka tidak lagi menerima 
ideologi yang membenarkan tatanan tersebut, ketika mereka mengumpulkan kekuatan 
material dan moral yang dibutuhkan untuk menggulingkan kelas yang berkuasa. 

Perubahan ekonomi yang sangat besarlah yang mengolah kondisi bagi terjadinya 
revolusi sosial. Organisasi sosial yang ada dan modus produksinya yang memungkinkan 
tenaga produktif dan kekayaan material masyarakat berkembang selama periode tertentu, 
telah menjadi rem bagi berkembangnya dominasi. Ekspansi produksi mengalami benturan 
dengan organisasi sosialnya, dengan hubungan sosial dalam produksi. Disanalah terdapat 
sumber utama revolusi sosial dalam sejarah. 

Sebuah revolusi sosial menggantikan tatanan satu kelas dengan kelas yang lainnya. 
Revolusi sosial mensyaratkan penyingkiran kelas berkuasa sebelumnya dari kekuasaan 
negara. Setiap revolusi sosial diiringi oleh revolusi politik Revolusi borjuis dicirikan oleh 
penyingkiran monarki absolut dan menggantikan dengan kekuasaan politik ditangan 


2 Ibid., h. 141 
3 Ernes Mendel, Teisteis Pokok Marxisme, Penerjemah: Ing. M ahendra K., (Yogyakarta: Resist 
Book, Cet. I., 2006) h. 21-23. 


majdis-majelis yang dipimpin oleh borjuasi. Estates-G eneral menekan kekuasaan Philip I 
dari Spanyol pada Revolusi Belanda. Parlemen Inggris mengancurkan absolutisme 
Charkes I pada Revolusi Inggris 1649. Kongres Amerika menghancurkan dominasi 
George III atas tiga belas koloni. Berbagai majelis saat Revolusi Perancis menghancurkan 
monarki Bourbon. 

Jika setiap revolusi sosial pada saat yang bersamaan juga berujud reolusi politik, 
tetapi setiap revolusi politik belum tentu berujud revolusi sosial. Sebuah revolus yang 
hanya politik menunjukkan perubahan, dengan cara-cara revolusioner, dari satu bentuk 
dominasi, satu bentuk negara sebuah kelas, dengan bentuk negara yang lain dari kelas yang 
sama. 

Demikian juga Revolusi Perancis 1830, 1848 dan 1870 adalah revolusi politik 
yang berturut-turut menempatkan M onarki Juli, Republik Kedua, Kerajaan Kedua dan 
Republik Ketiga, semua bentuk politik pemerintahan yang berbeda dari kelas sosial yang 
sama— borjuasi. Secara umum, revolusi politik menggulingkan bentuk negara dari kelas 
sosial yang sama sebagai fungsi kepentingan utama dari berbagai lapisan, dan fraksi kelas 
yang sama, lain dalam kekuasaan. Tetapi modus produksi pokok tidak akan digulingkan 
oleh revolusi-revolusi tersebut. 


(3) Revolusi dalam Perspektif Sosialisme' 

Sebagaimana termuat dalam tesis ke XI-nya kepada Feuerbach?, bahwa tugas 
filsafat bukan sekedar menginterpretasikan dunia, tapi justru yang pokok adalah 
mendobraknya. Endapan pemikiran ini mencuat dua tahun kemudian ketika Marx 
menulis M anifesto Komunis yang diakhiri kalimat-kalimat agitatif yang ditunjukkan 
kepada kaum buruh, yakni anggota dan simpatisan Partai Komunis yang didirikannya. 
Disini M arx tidak menyembunyikan nada revolusioner dan dari ajarannya. Bahwa kaum 
komunis tidak perlu lagi menyembunyikan pendapat dan tujuan-tujuannya. H endaknya 
kaum komunis mengumumkan niat mereka untuk merobohkan segenap susunan 
masyarakat dengan cara kekerasan. Sebab “the proletarians' begitu tulis Marx “have 
nothing to lose but their chains They have a world to win. Working man of all countries, 
unit!” 

Dalam upaya merealisir cita-cita masyarakat tanpa kelas, Marx memberikan 
rumusan bahwa masyarakat yang ingin dicapai adalah bentuk sosialis, yakni dari tiap 
orang diminta menurut kecakapannya dan kepada tiap-tiap orang diberikan menurut 


4 Andi Muawiyah Ramly, Peta Pemikiran Marx: M aterialisme D ialektis dan M aterialisme Higoris, 
(Yogyakarta: LKiS, Cet. IV., 2004) h. 157-161. Khususnya pada BAB. III. 

3 “T he philosopher have only interpreted the wolrd, in various ways the point, however, isto change it”. 
Tesis XI Tentang Feuerbach Karl Marx (1845). Ditulis oleh M arx dalam musim semi 1845. M ula-mula 
diterbitkan oleh Engels dalam 1888 sebagai Lampiran pada edisi yang tersendiri dari karyanya Ludwig 
Feuerbach. Dicetak menurut naskah edisi tersendiri pada tahun 1888 dan diperiksa dengan manuskrip 
Karl Marx. Diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. 

6 Karl Marx and Frederick Engels, M anifesto The Communig Party (1948) h. 65. 


kebutuhannya, “from each according to his ability, to each according to his needs". 
M asyarakat semacam ini tidak dapat ditunggu tapi harus dibuat, untuk itu kaum proletar 
yang kini tergabung dalam partai komunis memainkan peranan pentingnya. Yaitu 
merebut kekuasaan dari tangan kapitalis dengan cara merebut segala alat produksi dan 
melalui tahap transisi yang disebut dengan diktatur proletariat. Jadi barisan proletar 
dengan partai komunislah sebagai barisan pelopor dalam usaha mencapai kekuasaan.? 
Marx, meskipun sedikit menulis tentang diktatur proletariat ini, namun ketua Partai 
Komunis ini pernah merumuskan bahwa: 


Between capitalist and communist society lies the period of the revolutionary 
transformation of the one into the other. There corresponds to this also of 
political transtition period individu which the state can be nothing but the 
revolutionary dictatorship of the proletariat.” 


Revolusi yang dijabarkan oleh Karl Marx dapat dijabarkan dalam dua tahap. 
Pertama, revolusi-revolusi yang dipelopori oleh golongan borjuis yang hendak 
menghancurkan golongan feodal. Kedua, adalah revolusi yang dilakukan oleh kelas 
pekerja dalam upaya meruntuhkan keas borjuis. Sewaktu revolusi pertama berlangsung 
kelas buruh modern sebenarnya sudah eksis membantu borjuis meruntuhkan golongan 
feodal. Bantuan yang diberikan oleh kelas pekerja dalam revolusi tahap awal semata-mata 
dimaksudkan sebagai ajang latihan dan pematangan tekad mengantisipasi kekuasaan, 
melatih diri berorganisasi serta memahami cara-cara mengatur negara. 

Setelah mencapai kekuasaan, kaum komunis sebagai juru bicara kelas buruh 
mempunyai tugas untuk mempergunakan kekuasaannya di zaman peralihan sampai tiba 
di suatu zaman sisa-sisa persoalan kelas tidak menjadi beban pikiran. Persis pada tempat 
inilah masyarakat tanpa keas (das les society) terbangun bersamaan dengan hilangnya 
negara. 

Persoalan hilangnya negara—the withering away of the sate— sesudah 
kemenangan kelas buruh ini bertitik tolah dari ajaran bahwa negara bagi komunis adalah 
bersifat internasional, dan sesungguhnya komunis yang asli seperti yang disinyalir M arx 
tidak memiliki negara. N egara modern hanyalah suatu panitia belaka yang menjalankan 


' Karl Marx, “Critigue of T he Gotha Programma, termuat dalam Selected Work Vol. I., (Moskow: 
Foreign Languages Publishing H ouse, 1962). h. 24. 

8 Karl Marx and Frederick Engels, Manifeto The Communist Party, Op. Cit, h. 46. Kepeloporan 
kaum komunis ini menurut M arx didasarkan pada kenyataan bahwa: The Communist, practically, the 
most advanced and resolutesection of the working parties of every country, that section which pushes 
forward all other, on other hand, theoritically, they have over the great mass of the proletariat the 
advantage of clearly understanding the line of march, the conditions, and the ultimate general result of the 
proletariat movement. (Kaum Komunis, praktisnya adalah bagian yang termaju dan teguh dari partai- 
partai kelas pekerja di negeri mana saja, bagian yang memberikan dorongan bagi lain-lain, sebaiknya secara 
teoretis juga mereka itu dibanding dengan massa besar dari proletariat mempunyai kelebihan dalam 
memahami dengan jelas garis perjuangan, kondisi serta hasil-hasil umum terakhir dari gerakan proletar). 

? Karl Marx, Op. Cit., h. 32-33. 


urusan bersama dari seluruh kelas borjuis. Bahkan dalam M anifesto Komunis dinyatakan 
bahwa, negara modern apapun bentuknya pada hakekatnya adalah suatu mesin 
kapitalisme, negara dari kelas kapitalis. D engan demikian negara tidak mempunyai fungsi 
selain sebagai alat penindas, “and themodern representative tate Idam an instrument of the 
exploitation of wage labour by capital”. 

Dalam pemerintahan proletariat setelah runtuhnya kaum kapitalis, kelas-kelas 
dalam masyarakat dengan sendirinya turut hilang. Alienasi juga akan hilang sebab alat 
produksi— selalu dipahami sebagai penentu hubungan sosial— tidak lagi menjadi milik 
pribadi, tapi kini menjadi milik kolektif dan dikelola secara kolektif pula. Marx 
menggambarkan masyarakat macam ini terdiri dari orang-orang yang mudah pindah 
kerja, segalanya akan gampang dilakukan, tidak ada pembedaan antara kerja otak dengan 
kerja mesin dam karenanya “pembagian ini” diberikan tidak didasarkan atas jenis kerja 
sebagaimana dalam masyarakat kapitalis, tetapi kepada keperluan hidup atau dengan kata 
lain dalam masyarakat ini pengelolaan kebutuhan masing-masing orang menjadi dasar 
tujuannya. 


(41 M aterialisme H istoris T eori M ultidimensional!! 

Piotr Sztompka menjeaskan tentang materialisme historis dalam perpektif 
perubahan sosial: bahwa asumsi utama materialisme historis adalah sebuah teori 
mutidimensional tentang sejarah yang diuraikan di tiga tahap bahasan yang berbeda: 
sejarah dunia, struktur sosial, dan tindakan individual. D engan kata lain, sebenarnya ada 
tiga bagian teori materialisme historis yang saling berkaitan: (1) teori formasi sosial- 
ekonomi ditingkat puncak: (2) teori perjuangan kelas ditingkat menengah: dan (3) teori 
tindakan individual (disebut Marx 'secies-being) ditingkat bawah. M asing-masing 
menerangkan masalah pokok yang berbeda, terletak didalam pikiran M arx yang berbeda 
dan dirumuskannya dalam bahasa yang berbeda pula. Beberapa teori kelas dan teori 
tindakan individual dalam bahasa empiris kongkret yang digunakan Marx dalam 
melukiskan fenomena, segera akan terlihat: individu dengan tindakan mereka, kelompok 
dengan bentuknya, produk dengan tenaga kerjanya, dan seterusnya. Contoh bahasan 
empiris kongkret itu terdapat dalam The Clas Struggle in France (1850), The Eighteenth 
Brumaire of Louis Bonaparte (1852), The Civil War in France (1871) dan ada kalanya 
sebagai ilustrasi dalam karya yang lain. 

T etapi jelas perhatian M arx tidak pada tingkat realitas empiris itu. M asalah yang 
menantangnya ketika menganalisis realitas empiris itu adalah justru untuk menemukan 
“mekanismenya” atau “hukum perubahannya”. Bahasa empiris dibuangnya dan kita 
berhadapan dengan pemikiran teoretis abstraknya. Sebagian besar karyanya (misalnya, 
teori formasi sosial-ekonomi, sebagian besar teori keas dan beberapa bagian teori tindakan 
individual dan alienasi individual) dibahas menurut pemikiran teoritis-abstrak itu. 


10 Frederick Engds, “The Origin of The Family, Private Property and The State termuat dalam 
Selected Work Vol. I., (M oskow: Foreign Languages Publishing H ouse, 1962). h. 320. 

M Pjotr Sztompka, Sosologi Perubahan Sosal, Judul Asli: The Sociology of Social Change 
Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 181-209. 
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Konsep-konsep utama yang digunakan Marx tak segera dapat kita hubungkan dengan 
fenomena empiris karena memang merupakan kongruk, model atau idealisas yang 
berguna untuk menata pengalaman empiris yang sangat kompleks itu. D itingkat teoretis 
abstrak ini tak ada lagi pembicaraan mengenai individu atau kelompok, tetapi bicara 
tentang nilai surplus, hubungan sosial-produksi: basis ekonomi: superstruktur: kesadaran 
kelas, kepentingan kelas objektif, kelas untuk dirinya sendiri: keterasingan: dan 
sebagainya. T he German Ideologi (1859) dan The Capital (1867) mnerupakan dua contoh 
yang bagus mengenai gaya pemikir M arx yang unik itu. 

Tiga teori yang dibedakan diatas saling berkaitan logis dan merupakan satu 
bangunan teori bertingkat. Ketiganya dikaitkan oleh hubungan interpretasi (dari atas ke 
bawah) dan oleh hubungan agregat (dari bawah ke atas). Teori yang berada di ditingkat 
yang lebih rendah, menjelaskan mekanisme proses yang ditetapkan ditingkat yang lebih 
tinggi, memberikan interpretasi yang kongkret atas pernyataan teoretis yang dikemukakan 
di tingkat lebih tinggi itu. Teori ditingkat lebih tinggi, melukiskan efek gabungan dari 
proses yang terjadi ditingkat lebih rendah, menggenalisir kemungkinan hasil gabungan 
yang sering tak diharapkan dan tak disadari. 

M ekanisme perubahan formasi sosial-ekonomi disediakan oleh teori kelas sosial. 
Contoh, pernyataan umum mengenai kehancuran sendiri kapitalisme yang tak terelakkan 
itu diberi “daging empiris” melalui mekanisme pemiskinan relatif dan mobilisasi kelas 
buruh yang akhirnya meledak dalam bentuk revolusi antikapitalis. M eminjam komentar 
Raymod Aron: Mekanisme kehancuran sendiri kapitalisme adalah sebuah mekanisme 
sosologisdan bekerja mdalui perilaku kdompok sosial. 

Tetapi alasan mengapa kelas-kelas muncul dan mengapa terjadi perjuangan kelas, 
hanya dapat ditemukan dalam teori yang lebih rendah, yakni dalam teori individu dan 
tindakan mereka. Manusia mewarisi kecenderungan khusus, “kekuasaan”, dan aspirasi 
mereka. 

Teori individual inipun menerangkan mengapa individu yang mengalami 
keterasingan menyebabkan mereka mempunyai kepentingan ekonomi serupa dan 
mengakibatkan munculnya kelas sosial. Perkembangan perjuangan antar kelas mencapai 
titik puncaknya dalam revolusi dan menghasilkan perubahan keseluruhan formasi sosial- 
ekonomi. 

Pertama, kita akan menelusuri implikasi ketiga kerangka teoretis itu bagi semua 
masalah utama dinamika sosial. Jelas ada tiga pandangan tentang masa depan yang akan 
dituju oleh gerakan masyarakat, tiga keadaan akhir yang akan dipakai sebagai kriteria 
kemajuan. Pada tingkat sejarah dunia, Marx membayangkan kemunculan sosialisme, 
yakni terutama melimpahnya komoditi ekonomi yang dipedihara oleh ledakan 
perkembangan kekuatan produktif (tehnologi), lenyapnya sistem pemilikan pribadi dan 
lenyapnya negara. Pada tingkat struktur sosial, ia meramalkan akan terciptanya 
masyarakat yang adil dan merata, terwujudnya prinsip “setiap orang akan terpenuhi 


2 Raymod Aron, Main Currensin Sociological T hought, Vol I., (Gardem City: D oubleday Anchor, 
1968) h. 174. 


10 


kebutuhannya”. Pada tingkat tindakan individual, ia berharap keterasingan anggota 
masyarakat akan lenyap sama sekali, dalam arti tercapainya kebebasan penuh: secara 
negatif bebas dari semua hambatan struktural dan secara positif bebas untuk membentuk 
lembaga dan organisasi sosial menurut keinginan orang. 

Kedua, ada tiga jalan yang dilalui oleh perubahan sosial, tiga tempat pola 
perubahan spiral mewujudkan dirinya sendiri dalam sejarah. Pada tingkat sejarah dunia, 
terjadi pergeseran dari pemilikan bersama dan pengaturan diri sendiri masa primitif, 
melalui pemilikan pribadi dan kekuasaan politik, ke perekonomian komunis dan 
persamaan politik, “kebebasan berserikat dan kebebasan berproduksi”. Pada tingkat 
struktur sosial, terjadi gerakan dari komunitas yang sebelumnya tidak mengenal 
kehidupan kelas, melalui masyarakat yang terbagi-bagi atas kelas-kelas, ke masyarakat 
tanpa kelas dimasa mendatang. Pada tingkat tindakan individual, terjadi pergeseran dari 
spontanitas primitif, melalui keterasingan dan kongkretisasi individu, menuju lenyapnya 
keterasingan dan timbulnya emansipasi dan kebebasan. 

Ketiga, adatingkat gagasan tentang revolusi yang menandai permulaan perubahan 
kualitatif dalam perjalanan sejarah. Pada tingkat sejarah dunia, revolusi menandai 
transformasi fundamental keseluruhan formasi sosial ekonomi. Pada tingkat struktur 
sosial, revolusi berarti pergantian kelas penguasa oleh kelas penentangnya. Pada tingkat 
individual, revolusi mengacu pada tindakan kolektif raksasa dimana kepentingan 
(terutama ekonomi) orang tertentu mengungguli kepentingan orang lain. 

Keempat, gagasan tentang kepentingan pun mempunyai tiga makna. Pada tingkat 
sejarah dunia, vested-interet yang sistematif adalah objektif, diperjuangkan mealui posisi 
didalam formasi sosial-ekonomi, yakni di dalam sistem produksi. Pada tingkat struktur 
sosial, kepentingan kelas dipandang sebagai kepentingan subjektif dan kesadaran mereka 
berubah menjadi kesadaran kelas. Pada tingkat tindakan individual, kepentingan berarti 
pamrih, motivasi dan tujuan pribadi. Diantara berbagai pamrih, motivasi dan tujuan 
pribadi, kepentingan ekonomi dianggap menempati posisi tertinggi. 

Kelima, ada tiga urutan mekanisme dialektika perubahan sejarah. Pada tingkat 
sejarah dunia, terdapat kontradiksi objektif antara segmen-segmen formasi sosial-ekonomi 
dan ada urutan standar (rantai) pemecahan masalahnya, mulai dari basis ekonomi menuju 
superstruktur politik dan hukum, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial. Pada tingkat 
struktur sosial, terdapat konflik kelas yang berkembang dari kontradiksi kelas objektif, 
melalui antagonisme kelas dan permusuhan, ke perjuangan kelas sesungguhnya dan 
pecahnya revolusi. Pada tingkat tindakan individual, terdapat dorongan kreatif yang 
dihambat oleh kondisi alam atau sosial, adanya upaya terus-menerus untuk mengatasi 
hambatan itu, yang menghasilkan peningkatan kontrol manusia terhadap alam dan 
lingkungan sosial. 

Kemam, ada tiga jenis faktor penyebab perubahan yang bekerja ditingkat yang 
berbeda. Jawaban untuk pertanyaan mendasar, yakni apakah perubahan sosial itu suatu 
keharusan atau tergantung, ataukah ditentukan oleh sebagian fakultatif, ataukah ada 
akhirnya atau tak terbatas, semuanya akan tergantung ditingkat teoretis mana perubahan 
itu dilihat. Ditingkat sejarah dunia, M arx menegaskan determinisme yang kuat. Proses 
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sejarah menyeluruh dilihat sebagai sesuatu yang pasti, tak dapat ditawar-tawar, 
berlangsung melalui tahapan yang seragam dan tanpa terelakkan menuju terciptanya 
komunisme. Ditingkat struktur sosial, pengaruh faktor penentu jauh lebih lemah. Kelas 
yang menetukan tindakan kolektif akhirnya dipandu oleh kepentingan ekonomi mereka 
dan bertujuan untuk menguatkan atau mempertahankannya. Mereka mungkin 
kekurangan kesadaran, telah keliru atau mempunyai kesadaran palsu mengenai 
kepantingan mereka. Adakalanya mereka mungkin disesatkan dan ditipu untuk bertindak 
oleh pemimpin yang tak bertanggungjawab, demagog, atau oleh agen provokasi. D alam 
semua kasus itu mungkin kelas bertindak bertentangan dengan kepentingan ekonomi 
mereka. Ditingkat tindakan individual, terdapat unsur terkuat kesukarelaan, pilihan 
bebas, keputusan spontan, kemungkinan, atau peluang. Pada dasarnya setiap individu 
dapat bertindak bertentangan dengan kepentingan ekonominya. Banyak orang yang 
mengutamakan pertimbangan lain diluar pertimbangan ekonomi (misalnya, emosi, tradisi 
dan ideologi). Tetapi secara keseluruhan, manusia adalah rasional dan kepentingan 
ekonomi memberikan alasan mendasar bagi pamrih, motivasi dan tujuan mereka. Jadi, 
meskipun tindakan secara individual tak ditentukan oleh pertimbangan ekonomi tetapi 
secara kolektif faktor ekonomi menentukan tindakan massa. Setiap orang bebas memilih 
tetapi juga dapat diramalkan pilihan apa yang diambil orang banyak. 

Marx melukiskan perubahan sejarah mealui tiga tahap. Proses perubahannya 
bermula ditingkat tindakan individual. Tindakan individualah yang menjadi kekuatan 
penggerak perubahan sosial dan sejarah. Individu adalah agen perubahan terakhir. T etapi 
dalam tindakannya, individu harus menyadari kondisi struktural disekitar mereka. 
Kesamaan kepentingan ekonomi (dan pertentangan kepentingan ekonomi dengan orang 
lain) mempersatukan orang menjadi sebuah kelas sosial dan sekaligus mempertentangkan 
mereka, kelas sosial memasuki perjuangan kelas dengan kelas yang berlawanan. Kelas yang 
progressif, yakni yang berkepentingan mengembangkan “kekuatan produktif” (tehnologi 
modern), akan lebih unggul. Mereka menciptakan produksi baru. Kelas lain sisanya 
terpaksa menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi yang baru ini. Lengkaplah 
transformasi fundamental seluruh masyarakat, yakni revolusi sosial. Kemudian cerita ini 
akan terulang dengan sendirinya. 


(51 Revolusi Sosial 

Revolusi adalah wujud perubahan sosial paling spektakuler, sebagai tanda 
perpecahan mendasar dalam proses historis, pembentukan ulang masyarakat dari dalam 
dan pembentukan ulang manusia. Revolusi tak menyisakan apapun seperti keadaan 
sebelumnya. Revolusi menutup epos lama dan membuka epos baru. Di saat revolusi, 
masyarakat mengalami puncak agennya, meledakkan transformasi dirinya sendiri. Segera 
sesudah revolusi, masyarakat dan anggota seperti dihidupkan kembali, hampir menyerupai 
kelahiran kembali. D alam artian ini revolusi adalah tanda kesejahteraan sosial. 


8 Pjotr Sztompka, Sosologi Perubahan Sosial, Judul Asli: The Sociology of Social Change 


Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 357-379. 
4 Ibid., h. 357. 
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Dibandingkan dengan bentuk perubahan sosial lain, revolusi berbeda dalam lima 
hal: (1) menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan 
dimensi masyarakat: ekonomi, politik, kultur, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan 
kepribadian manusia, (2) dalam semua bidang tersebut, perubahan radikal, fundamental, 
menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial, (3) perubahan yang terjadi sangat cepat, tiba- 
tiba, seperti ledakan dinamit ditengah aliran lambat proses historis, (4) dengan semua 
alasan itu, revolusi adalah pertunjukkan perubahan paling menonjol: waktunya luar biasa 
cepat dan karena itu sangat mudah diingat. Revolusi membangkitkan emosi khusus dan 
reaksi intelektual pelakunya dan mengalami ledakan mobilisasi massa, antusiasme, 
kegemparan, kegirangan, kegembiraan, optimisme dan harapan: perasaan hebat dan 
perkasa: keriangan aktivisme, dan menggapa kembali makna kehidupan: melambungkan 
aspirasi dan pandangan utopia masa depan." 

Konsep revolusi modern berasal dari dua tradisi intelektual: filsafat sejarah dan 
sosiologi. Konsep filsafat sejarah tentang revolusi berarti terobosan radikal terhadap 
kontinuitas jalannya sejarah (Brinton 1965: 237). Perhatian ditujukan pada pola umum 
proses sejarah dan revolusi menandai terobosan kualitatif pola umum ini. Tokoh teori 
perkembangan sangat sering berasumsi demikian. Contoh khususnya adalah pandangan 
Marx tentang rentetan formasi sosial-ekonomi dimana “revolusi sosial” menandai 
lompatan kualitatif ke fase perkembangan lebih tinggi.” 

Konsep sosial tentang revolusi mengacu pada penggunaan gerakan massa atau 
acaman paksaan dan kekerasan terhadap penguasa untuk melaksanakan perubahan 
mendasar dan terus-menerus dalam masyarakat mereka. Pusat perhatian bergeser dari pola 
menyeluruh, dari arah dan hasil akhir yang dipentingkan, ke agen penyebab, mekanisme, 
dan skenario alternatif dari proses sosial yang berarti bahwa orang digunakan untuk 
membentuk dan membentuk ulang sejarah. Revolusi dipandang sebagai perwujudan 
terkuat kreativitas manusia yang dinyatakan dalam tindakan kolektif disaat proses historis 
berada di titik kritis. Ini berarti pandangan yang lebih bebas, yang menekankan pada agen 
dan peluang. Konsep ini lebih khas digunakan dalam teori perubahan-sosial tokoh post- 
perkembangan kini. Tokoh ini membuang gagasan “hukum besi” sejarah." 

Cerminan kedua tradisi itu (filsafat sejarah dan sosiologi) terdapat dalam devibisi 
revolusi sekarang. Definisi revolusi dapat digolongkan menjadi tiga kelompok!8: (1) 
revolusi mengacu pada perubahan fundamental, menyeduruh dan multidimensional, 
menyentuh inti tatanan sosial. M enurut pengertian ini, perombakan sebagian dari hukum 
dan administrasi, penggantian pemerintahan dan sebagainya tak terhitung sebagai 
revolusi, (2) revolusi melibatkan massa rakyat yang besar jumlahnya yang dimobilisasi dan 
bertindak dalam satu gerakan revolusione. Dalam banyak kasus melibatkan 
pemberontakan petani (Jenkins 1982) dan pemberontakan urban. M enurut pengertian 
ini, meski suatu gerakan dapat menimbulkan perubahan paling dalam dan fundamental, 


5 (bid. 

16 (bid., h. 360. 

M Ibid. 

1 (bid., h. 360-362. 
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tetapi jika dipaksakan oleh penguasa dari atas (misalnya, restorasi M eiji di Jepang, revolusi 
Attaturk di Turki, reformasi Nasser di Mesir, perestroika Ghorbachev) maka ia tak 
terhitung sebagai revolusi. Begitu pula, meski terjadi perubahan fundamental, jika 
ditimbulkan oleh kecenderungan sosial spontan, tak termasuk pengertian revolusi (kecuali 
dalam kata kiasan ketika kita berbicara tentang revolusi tehnologi atau ilmu pengetahuan, 
(3) Kebanyakan pakar yakin bahwa revolusi memerlukan keterlibatan kekerasan dan 
penggunaan kekerasan. 


(61 T eori U tama Revolusi?” 

Berikut ini dibahas empat aliran utama teori revolusi. M asing-masing adalah 
aliran: tindakan, psikologi, struktural, dan politik. 

Pertama, teori revolusi tindakan. Teori revolusi modern pertama diajukan oleh 
Sorokin tahun 1925 (1967). Kesimpulannya terutama didasarkan pada pengalaman 
revolusi Rusia 1917, tempat ia berpartisipasi dan memerakan peran politik tertentu. 
Teorinya dapat dianggap sebagai contoh pendekatan tindakan karena ia memusatkan 
perhatian pada tindakan individu yang menandai revolusi (1967: 367). Penyebab 
tindakan menyeleweng itu dicarinya dalam bidang kebutuhan dasar (naluri) individu. 
Pertunjukan tragedi besar, drama dan tragedi revolusi di panggung sejarah, terutama 
dibawa oleh naluri menindas bawaan (Ibid., h. 372). Revolusi ditandai oleh perubahan 
mendasar ciri perilaku manusia. Perilaku beradab cepat dibuang dan digantikan oleh 
perilaku seperti binatang buas yang hendak saling memangsa (Ibid., h. 372). Sorokin 
meneliti dan mencatat perubahan seperti itu di enam bidang: (1) transformasi reaksi 
terhadap ucapan, (2) penyelewengan reaksi terhadap pemilikan, (3) penyelewengan reaksi 
seksual, (4) penyelewengan reaksi terhadap tugas, (5) penyelewengan reaksi terhadap 
kekuasaan dan bawahan, (6) reaksi terhadap agama, moral, estetika dan berbagai bentuk 
perilaku yang dipelajari lainnya (Ibid., h. 41-169). Berbagai bentuk penyelewengan ini 
menghancurkan kepekaan naluriah. Orang bertindak tanpa menghiraukan kepatuhan, 
disiplin, aturan, dan berbagai kriteria perilaku beradap lainnya. M anusia berubah menjadi 
gerombolan buas manusia gila (Ibid., h. 367). 

Kedua, teori revolusi psikologi. Aliran psikologi mengabaikan bidang tindakan 
reflek atau nalurian dasar dan beralih ke bidang orientasi sikap dan motivasi. Teori ini 
paling erat kaitannya dengan pemikiran akal sehat (common sense). Karena itu tak heran, 
teori itu paling populer dan paling rinci dari semua pendekatan yang ada. Teori paling 
berpengaruh diajukan oleh James Davis (1962) dan Ted Gurr (1970) dengan teori 
kerugian relatif. Revolusi disebabkan sindrom mental yang menyakitkan yang tersebar di 
kalangan rakyat, diperburuk karena menjangkiti banyak orang sehingga memotivasi 
perjuangan kolektif untuk meredakannya. 

Ketiga, teori revolusi struktural. Teori struktural memusatkan perhatian pada 
tingkat struktur makro dengan mengabaikan faktor psikologi. M enurut teori ini revolusi 


1 Pjotr Sztompka, Sosologi Perubahan Sosal, Judul Asli: The Sociology of Social Change 
Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 366-373. 
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adalah hambatan dan ketegangan struktural dan terutama bentuk hubungan khusus 
tertentu antara rakyat dan pemerintah. Penyebab revolusi lebih dicari ditingkat hubungan 
sosial khusus, yakni dalam kondisi hubungan antar kelas dan antar kelompok (nasioal dan 
internasional) ketimbang di kepala rakyat, dalam arti mentalitas atau sikap mereka. Tokoh 
terkenal teori ini, T heda Skocpol, menyebutknya “perspektif struktural” dengan maksud 
untuk lebih menekankan pada hubungan dan konflik obyektif yang terjadi antar 
kelompok dan antar bangsa dalam revolusi tertentu (1979: 291). D engan mengutip Eric 
H ibsbawm, ia menyatakan: Pentingnya bukti peran aktor dalam revolus tak berarti bahwa 
mereka juga adalah pdaku, pencipta dan perencananya. (Ibid., h. 18). 

Dengan membandingkan bukti historis revolusi Perancis, Rusia dan Cina, 
Skockpol mengahasilkan analisis struktural umum tentang penyebab, proses dan hasil 
ketiga revolusi itu. Revolusi itu ternyata mengikuti pola tiga tahap: (1) terjadi kehancuran 
struktural dan krisis politik dan ekonomi dalam rezim lama. Mereka terjepit dalam 
tekanan bersilang antara struktur kedas dometik dan kepentingan hubungan 
internasional, penguasa otokrasi, administrasi sentral dan kekuatan militernya tercerai- 
berai. Keadaan ini membuka jalan bagi transformasi revolusioner yang dimulai dengan 
pemberontakan di bawah (Ibid., h. 47), (2) krisis rezim membuka peluang 
pemberontakan petani dan atau buruh perkotaan. Kehancuran rezim lama adalah perlu 
(necessary), tetapi tak cukup (Jufficient) untuk menyulut revolusi. Pemberontakan petani 
telah menjadi unsur huru-hara penting dalam revolusi sosial hingga kini (Ibid., h. 112- 
13), tetapi revolusi hanya dapat terjadi dalam kondisi kehancuran politik seoedumnya. 
Melemahnya kemampuan menindas dari pemerintah yang sebelumya bersatu dan 
terpusatlah yang akhirnya menciptakan kondisi yang secara langsung menyebabkan, atau 
yang pada akhirnya menguntungkan bagi, meluasnya pemberontakan petani menentang 
tuan tanah (Ibid., h. 117), (3) tema revolusi utama selama tahap ketiga ini adalah bidang 
politik yakni, konsolidasi ulang, penataan ulang, dan penyatuan ulang pemerintah dan 
administrasinya oleh elit politik baru yang mulai berkuasa setelah berhasil menyingkirkan 
rezim lama. Revolusi hanya dapat diwujudkan dengan sempurna segera setelah organisasi 
negara yang baru (administrasi dan militer) dikoordinasikan oleh eksekutif yang 
memerintah atas nama simbol revolusi yang dibentuk ditengah-tengah konflik situasi 
revolusioner (Ibid., h. 163). Keunikan teori Skockpol adalah penekanannya pada faktor 
politik dan hubungan internasional. Baik itu terciptanya situasi revolusioner maupun 
wujud rezim baru yang muncul dari konflik revolusioner itu, keduanya pada dasarnya 
tergatung pada struktur organisasi negara, derajat otonominya dan hubungan dinamis 
dengan kelas-kelas dan kekuatan politik dalam negeri serta posisinya dalam hubungan 
dengan negara lain (Ibid., h. 284). Ia memprediksi: Dalam revolus dimasa mendatang, 
seperti di masa lalu, bidang kehidupan negara tetapi akan menjadi pusat perhatian (Ibid., h. 
293). 

T eor struktural pun dituduh berat sebelah dan mengabaikan psikologi individual. 
Teori jelas memusatkan perhatian pada kondisi dan dampak struktural, mengabaikan 
keseluruhan proses kompleks yang terjadi diantara keduanya. Ketika massa rakyat 
diorganisir dan dimobilisasi oleh pemimpin yang melakukan revolusi. Skockpol lupa 
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bahwa manusia yang berfikir dan bertindak itu (meski dengan sembrono) merupakan 
mata rantai yang menghubungkan antara kondisi struktural dan hasil sosialnya. Kondisi 
struktural tak bisa menentukan secara mutlak tentang apa yang akan dilakukan manusia. 
Kondisi struktural semata meletakkan batas tertentu terhadap tindakan manusia atau 
menetapkan sederetan peluang (Kommel, et. al., 1981: 1153). Pesan kritik yang diperoleh 
dari analisis struktural, sama dengan yang dikemukakan sebelumnya: memerlukan 
pendekatan sistesis atau multidimensional. Skockpol lebih melihat analisis struktural dan 
voluntaris sebagai saling bertentangan ketimbang sebagai dua unsur penting dari penjdasan 
sos ologis yang lengkap (Ibid., h. 1154). 

Keempat, teori revolusi pendekatan politik. Pendekatan ini meihat revolusi 
sebagai sifat fenomena politik yang muncul dari proses yang khusus terjadi dibidang 
politik. Revolusi dilihat sebagai akibat pergeseran keseimbangan kekuatan dan perjuangan 
memperebutkan hegemoni antara pesaing untuk mengendalikan negara (Aya, 1979: 49). 
Contoh yang baik dari pemikiran serupa itu dikemukakan oleh Tilly (1978). Ia yakin 
revolusi bukanlah fenomena luar biasa, kekecualian atau penyimpangan tetapi justru 
kelanjutan proses politik dengan cara lain. Artinya, berbagai proses politik normal dimana 
berbagai kelompok berupaya mewujudkan tujuannya dengan merebut kekuasaan. 
Revolusi adalah bentuk ekstrim pertikaian untuk mengontrol politik. Revolusi hanya akan 
terjadi bila pesaing mampu memobilisasi sumber daya secara besar-besaran yang 
diperlukan untuk merebut kekuasaan dari rezim lama (Goldstone 1982: 193). Kondisi 
lebih luas untuk menempatkan revolusi secara konseptual, disebut “mode negara”. Ini 
adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan, diantaranya: “pemerintah” yakni 
organisasi yang mengontrol cara utama penggunaan paksaan terhadap rakyat. “Pesaing” 
yakni kelompok yang selama periode tertentu menghimpun sumber daya untuk 
mempegaruhi pemerintah. Pesaing ini mencakup penantang dan anggota (aparatur) 
negara. Anggota adalah pesaing yang memiliki akses murah untuk mendapatkan sumber 
daya yang dikendalikan pemerintah. Penantang adalah pesaing lainnya (T illy, 1978: 52). 
M emobilisasi kekuatan revolusioner terjadi dikalangan penantang yang tak mempunyai 
cara lembaga dan yang sah untuk mewujudkan kepentingan mereka. M obilisasi berarti 
peningkatan sumber daya yang berada dibawah kontrol kolektif penantang atau 
peningkatan derajat kontrol kolektif (Ibid., h. 5). Mobilisasi adalah syarat tindakan 
kolektif untuk mencapai tujuan akhir besama. Revolusi adalah bentuk tindakan kolektif 
khusus yang dibedakan oleh kondisi khusus (situasi revolusioner). Ciri terpenting situasi 
revolusioner adalah “kedaulatan ganda” atau dengan kata lain pdipatgandaan pemerintah 
yang sebelumnya dibawah kotrol tunggal kemudian menjadi sasaran persaingan antara 
dua atau lebih kekuatan yang berbeda. Situasi ini akan berakhir bila kontrol atas 
pemerintahan diraih kembali oleh kekuasaan tunggal (Ibid., h. 191). Rakyat dihadapkan 
sekurangnya pada dua pusat kekuasaan dengan kepentingan yang bertentangan: 
pememrintah terdahulu dan yang menentang. Dalam hal ini ada empat jenis situasi 
politik: (1) sebagai taklukan, jika suatu negara berdaulat menaklukan negara berdaulat 
yang lain, (2) ketika sebuah negara taklukan menyatakan kemerdekaannya (misalnya, 
sebuah koloni yang tunduk kepada kekuasaan asing). Pola dasar situasi ini adalah 
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pemberontakan anti kolonial atau pemberontakan nasional, (3) ketika penantang 
memobilisasi dan mendapatkan kontrol atas sebagian aparatur negara, (4) ketika negara 
terpecah menjadi dua blok atau lebih, masing-masing blok mendapat sebagian kontrol 
atas pemerintahan (Ibid., h. 191-2). Revolusi meedak jika sebagian besar rakyat 
mengalihkan kesetiaan mereka ke pusat kekuasaan tandingan. Revolusi menang bila 
pengalihan kekuasaan benar-benar terjadi dan perangkat pemegang kekuasaan digantikan 
oleh yang lain. Revolusi besar bersifat ekstrim dalam dua hal: kekuasaan terbelah dua dan 
terjadi pergantian besar-besaran aparatur negara.IJ 
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H and-O ut 02 
STRATEGI GERAKAN SOSIAL 


Il) Protes Sosial, Reformasi Politik & Strategi Gerakan Sosial 
Protes Sosial dan Reformasi Politik 

Reformasi adalah sebuah jargon politik yang sangat populer dalam corpus besar 
politik Indonesia selama beberapa tahun terakhir, menyusul gelombang krisis ekonomi 
yang dimulai pada pertengahan Juli 1997. Pada awal 1998 sejumlah intelektual 
terkemuka mempunyai ortodoksi baru bahwa krisis ekonomi tidak semata disebabkan 
oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor politik. Spesialis Indonesia 
kenamaan, Andrew M acintyre (1999) misalnya, memperlihatkan bahwa krisis ekonomi 
Indonesia disebabkan oleh penyakit institusional yang kronis seperti merosotnya 
kredibilitas pemerintah di mata publik, sistem politiknya yang tidak demokratis dan 
mekanisme pembuatan keputusan yang terpusat di tangan Presiden Soeharto. Tidak ada 
kekuatan institusional pada lembaga kepresidenan yang efektif, dan juga tidak ada 
lembaga-lembaga maupun aktor-aktor politik yang mampu mempengaruhi -- apalagi 
memveto -- pelaksanaan kebijakan yang ditempuh presiden dan memprakarsasi kebijakan 
alternatif yang lebih fundamental. Oleh karena itu, reformasi politik waktu itu diyakini 
sebagai kata kunci untuk penyelesaian krisis ekonomi. 

Sejumlah intelektual terkemuka waktu itu secara lantang menyuarakan reformasi 
politik yang secara luas dimaknai sebagai demokratisasi sistem politik. W acana reformasi 
semakin meluas di ruang publik, tetapi tidak ada kesepakatan bersama dalam 
merumuskan agenda reformasi. Elemen-elemen pendukung status guo cenderung bersikap 
defensif dan tidak mau menerima konsep reformasi yang disuarakan publik. Oleh karena 
itu yang lebih banyak berbicara adalah parlemen jalanan, sebuah aksi protes sosial di 
bawah pimpinan mahasiswa dan didukung oleh serpihan oposisi kelas menengah kota. 
Target utama parlemen jalanan adalah mundurnya Soeharto dari singgasananya, yang 
diyakini sebagai titik awal reformasi politik yang lebih luas. Karena Soeharto sudah 
kehabisan legitimasi, maka dia tidak bisa membabi buta menghabisi kekuatan parlemen 
jalanan dengan tangan-tangan baja militer. Puncak dari protes sosial di tingkat nasional 
adalah kejatuhan Soeharto di bulan Mei 1998, yang kemudian membawa Indonesia 
memasuki masa transisi menuju demokrasi. 

Ciri khas utama transisi adalah ketidakpastian karena mandulnya lembaga- 
lembaga politik dan berlanjutnya mobilisasi massa (Guillermo O'D onnel dan Philippe 
Schmitter, 1986). Jika sebelum Soeharto jatuh, reformasi yang berkobar di seluruh 
penjuru kota diarahkan pada reformasi politik nasional, maka mobilisasi massa yang 
menyuarakan reformasi setelah jatuhnya Soeharto mengalami penyebaran ke seluruh 
pelosok Indonesia. Reformasi politik menjadi komoditas publik sehari-hari. Isu yang 
disuarakan tidak lagi berskala nasional tetapi berskala lokal. Seperti reformasi awal yang 
mendesak mundur Soeharto, reformasi politik lokal adalah diawali oleh protes sosial 
dengan mobilisasi massa. 
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Yang menuntut mundur para pejabat lokal, dari Bupati sampai Kepala D esa. 
Fenomena ini, menurut reportase Kompas (24/12/1998), merupakan bentuk kebangkitan 
rakyat pedesaan yang mendadak memperoleh kedaulatan setelah sekian lama hidup 
mereka sangat tertekan. Seperti halnya gerakan reformasi nasional lewat protes sosial yang 
dipimpin mahasiswa, semangat reformasi yang berkobar di tingkat lokal tampaknya 
hendak merombak tatanan politik lama yang tidak adil, dan yang lebih khusus adalah 
menjatuhkan para pemimpin lokal yang bermasalah atau mengidap penyakit “KKN” 
(korupsi, kolusi dan nepotisme). 

Aksi reformasi yang mengangkat isu “KKN” di tingkat lokal berkobar di berbagai 
daerah di seluruh Indonesia. Bupati Bantul, yang terkait dengan pembunuhan seorang 
wartawan H arian Bernas, U din, dan juga disangka terlibat KKN dalam proses pemilihan 
sampai dengan penggunaan dana Inpres Desa Tertinggal (IDT), akhirnya harus lengser 
berkat aksi reformasi. Di Jawa Tengah, aksi reformasi dilancarkan pada para pejabat yang 
diduga KKN seperti Sekwilda Jateng, Bupati Klaten, Bupati Magelang, Bupati dan 
Walikota T egal, dan sebagainya. Di Jawa Timur, aksi serupa terjadi di M adiun, M alang, 
Tuban, Lamongan, dan sebagainya. M emang tidak setiap aksi berhasil “mengkudeta” para 
pejabat seperti Bupati/Walikota, tetapi aksi reformasi yang digelar oleh elemen-elemen 
masyaralat lokal memperlihatkan semakin menguatnya masyarakat, dan paling tidak 
mempunyai pengaruh psikologis yang kuat di kalangan elite lokal maupun masyarakat 
luas. Aksi reformasi telah mempengaruhi wacana publik dan membuat elite-eite lokal 
dihantui “ketakutan” akan bahaya tindak KKN. 

Fenomena protes sosial pada tingkat lokal di Indonesia memang bukan fenomena 
baru. Jauh sebelum isu reformasi politik berkobar, di banyak daerah telah terjadi protes 
kaum tani atas penggusuran tanah atau demonstrasi buruh yang menuntut perbaikan 
hidup mereka. Kasus Kedungombo, N ipah, Cimacan, N itneo (NTT ), M artoba (Sumatera 
Utara), Jenggawah, dan lain-lain merupakan rangkaian bukti meluasnya protes sosial 
(petani) atas penggusuran tanah, eksploitasi, dan kesewenang-wenangan rezim O rde Baru. 
Protes sosial mereka hadir di setiap hari tetapi selalu dapat dipadamkan oleh tangan- 
tangan baja militer. 

Yang relatif baru pada era pasca-Soeharto adalah gelombang protes sosial yang 
menyebar di hampir daerah, dan setiap protes sosial tidak lagi mengangkat isu-isu 
kebijakan pemerintah atau penggusuran tanah, tetapi berkobar relatif seragam sebagai 
gerakan sehari-hari untuk menjatuhkan para pemimpin lokal. Protes sosial rupanya 
menjadi senjata utama bagi elemen-demen masyarakat lokal untuk menyuarakan 
aspirasinya ketika saluran-saluran konvensional seperti partai dan parlemen tidak 
legitimate di mata publik. Mulai sekarang protes sosial tetap saja menjadi saluran 
partisipasi yang penting ketika locus politik mengalami pergeseran dari level nasional ke 
level lokal. Di satu sisi meluasnya protes sosial merupakan elemen penting gerakan sosial 
masyarakat sipil untuk memperkuat demokrasi lokal, yakni untuk mengontrol kinerja 
masyarakat politik dan negara, tetapi di sisi lain protes sosial pada level empirik selalu 
mengandung kerawanan yang serius seperti terjadinya kekerasan dan kerusuhan sosial. 
Kekerasan yang muncul dari masyarakat bagaimanapun merupakan bahaya bagi 
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demokrasi, sebagaimana telah dibayangkan oleh para filsuf Yunani Kuno ketika mereka 
mengkritisi praktik demokrasi pada waktu itu. 
Reformasi Politik 

Reformasi dipahami secara mendasar sebagai bentuk perubahan. Demikian juga 
dengan revolusi. Tetapi seorang jenderal di Indonesia mengatakan bahwa reformasi dan 
revolusi tidak berbeda, yakni sebagai perubahan politik secara total. Ia kedihatan phobi 
dengan istilah reformasi maupun revolusi, dan lebih suka menggunakan istilah 
pembaharuan secara gradual. Sang jenderal itu tentu saja sangat dihantui oleh ketakutan 
akan perubahan yang mengancam posisinya. Tetapi orang yang tidak dihantui oleh 
ketakutan akan perubahan biasa memahami secara berbeda antara reformasi dan revolusi. 

Revolusi sering dipahami sebagai perubahan total dan cepat. Revolusi sosial, 
demikian Theda Skocpol (1979, 1994), adalah perubahan yang cepat dan mendasar 
dalam masyarakat dan struktur kelas suatu negara, dan revolusi tersebut dibarengi bahkan 
menyebabkan terjadinya pemberontakan kelas bawah. Revolusi sosial harus dipisahkan 
dari berbagai jenis konflik dan proses perubahan lainnya, terutama yang disebabkan oleh 
kombinasi dua kejadian yang timbul secara kebetulan bersamaan: yaitu terjadinya 
perubahan struktur masyarakat dan pergolakan kelas, serta terjadinya perubahan politik 
dan perubahan sosial. Pemberontakan misalnya, sekalipun bisa berhasil dengan baik, 
mungkin saja melibatkan pemberontakan kelas bawah, tetapi tidak menyebabkan 
timbulnya perubahan struktural. Transformasi sosial— yang hadir dalam bentuk 
industrialisasi, urbanisasi, moneterisasi, komersialisasi, sekularisasi dan sebagainya— dapat 
mengubah struktur sosial tanpa harus menimbulkan, atau diakibatkan oleh, pergolakan 
politik yang tiba-tiba atau perubahan politik yang mendasar. Sedangkan revolusi politik 
adalah perubahan struktur negara tetapi tidak mengubah struktur sosial, dan revolusi 
politik tersebut tidak perlu dilakukan melalui konflik kelas. 

Berbeda dengan revolusi, makna dan cakupan reformasi hampir tidak pernah 
dirumuskan secara tegas. Tetapi pembicaraan tentang reformasi biasa merujuk pada 
gerakan protes Martin Luther dan kawan-kawan terhadap Gereja Katholik pada 
pertengahan abad ke-16, yang membuahkan pemisahan antara Katholik Ortodoks dan 
Kristen Protestan. Reformasi yang awalnya digerakkan oleh Luther dimaksukan sebagai 
perlawanan untuk kebebasan, yaitu kebebasan umat dari peraturan ketat gereja Katholik, 
kebebasan dari kontrol kependetaan, kebebasan pejabat politik dari campur tangan gereja, 
kebebasan pendeta lokal dari Paus di Roma. Kaum Protestan membawa teologi reformasi 
ke dalam teori demokrasi. Karena semua orang berkedudukan sama di hadapan Tuhan, 
mereka harus berdiri sama di hadapan agen-agen politik Tuhan dalam sebuah negara. 
Karena Tuhan menjamin kebebasan hakiki manusia untuk hidup, maka negara harus 
menjamin kebebasan sipil. N egara harus menjamin kebebasan individu untuk berbicara, 
berkarya, berkumpul dan menjadi penguasa di masyarakat. Negara juga harus 
mempromosikan dan melindungi kemajekemukan institusi-institusi sosial, khususnya 
gereja, sekolah dan keluarga. N egara dan masyarakat harus dibangun atas dasar kontrak 
sosial dan konstitusi: yang keduanya mencerminkan gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang 
tumbuh dalam masyarakat, melindungi hak-hak sipil, dan membatasi kekuasaan 
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penguasa. Kekuasaan harus dibagi dan saling kontrol antara eksekutif, legislatis dan 
yudikatif. Pejabat politik harus dipilih oleh rakyat dan dibatasi oleh hukum. Jika pejabat 
politik melakukan penyelewenangan mereka pantas diabaikan: jika mereka tetap 
menyeleweng maka mereka harus dilawan dan diganti dengan kekuatan massa (John 
W itte Jr., 1996). 

Teologi reformasi Lutherian bagaimanapun telah memberi inspirasi tumbuhnya 
komunitas gereja yang demokratis pada abad ke-16 sampai ke-17. Gereja Calvin di 
Inggris dan Amerika misalnya, telah diciptakan sebagai komunitas yang demokratis. 
Kekuasaan gereja dipilih secara demokratis dan memegang kekuasaan secara terbatas. 
H ukum-hukum gereja mengalami kodifikasi mealui badan perwakilan publik. Umat 
gereka sering menggelar pertemuan umum untuk menilai kinerja pejabat (pengurus) 
gereja dan dengan sengaja merubah doktrin, tata peribadatan dan pemerintahan. 

Teologi reformasi Lutherian juga memberi inspirasi bagi reformasi politik yang 
demokrasi di zaman modern. Para pengikut Luther misalnya mendorong kota-kota di 
kawasan Skandinavia dan Jerman untuk membentuk undang-undang baru untuk 
melawan kaum feodal maupun kontrol gereja, menjamin warga sipil dari kejahatan, 
mendorong toleransi beragama, memperluas program pendidikan publik dan 
kesejahteraan sosial dan sebagainya. Kaum Calvinis membawa tujuh provinsi bagian utara 
Belanda ke dalam revolusi melawan raja Spanyol pada tahun 1567. Mereka juga 
membantu merancang deklarasi kemerdekaan 1581, konfederasi republik Belanda dan 
kerangka kerja bagi hak-hak sipil dan politik warga negara. 

Di zaman modern, teologi reformasi memberi inspirasi bagi studi demokratisasi. 
Dalam studi demokratisasi, reformasi sering dimaknai sebagai liberalisasi politik yang 
dikendalikan oleh rezim atau transisi yang diawali oleh insiatif dari atas. Juan Linz (1978) 
misalnya, memperkenalkan konsep reforma (reformasi) yang dibedakan dengan ruptura 
(penggulingan). Menurut Linz, reforma adalah jalur transisi dari atas, yaitu ketika 
penguasa mengambil insiatif untuk memulai transisi antara lain dengan menggelar 
liberalisasi politik, mengurangi kontrol represifnya, merombak aturan main politik, serta 
menggelar pemilihan umum yang demokratis untuk mengakhiri rezim otoritarian. 
Sebaliknya ruptura, menurut Linz, adalah jalur transisi dari bawah yang diawali oleh 
gelombang aksi massa atau oposisi yang berhasil menggulingkan penguasa. 

Reformasi sebagai jalur transisi menuju demokrasi banyak terjadi di sejumlah 
negara. Kasus paling populer terjadi di Uni Soviet, ketika M ikhail Gorbachev pada tahun 
1986 melancarkan perestroika dan glasnots, yang mengakhiri totalitarianisme dan sekaligus 
mengawali demokratisasi di negeri itu. Di Korea Selatan, Roh Tae Woo - seorang 
jenderal yang sebelumnya merupakan pendukung otoritarianisme -- memulai reformasi 
setelah berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1987. Di Brazil, reformasi 
politik tanpa gelombang protes sosial telah diawali oleh liberalisasi politik presiden 
Ernesto Geisel (seorang jenderal berhaluan moderat) pada tahun 1973. Reformasi yang 
dirintis oleh Geisel dan penerusnya membuahkan transisi menuju demokrasi setelah 
digelar pemilihan umum secara demokratis pada tahun 1985. 
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Keputusan rezim memulai reformasi menuju demokrasi biasanya terjadi karena 
didasari pertimbangan kelompok elite bahwa kepentingan-kepentingan mereka jangka 
panjang akan lebih bisa terjamin bila diperjuangkan dalam lingkungan yang demokrttis. 
Tetapi jalur reformasi dari atas umumnya menghasilkan beberapa kecenderungan. 
Pertama, proses demokratisasi bisa saja dihentikan oleh pemegang kekuasaan karena 
situasi yang muncul pada masa liberalisasi itu dianggap terlalu mahal biayanya ketimbang 
biaya represi. Kedua, karena redemokratisasi dari atas itu dikaitkan dengan pemeliharaan 
kepentingan eite maka kecenderungan yang terjadi adalah munculnya demokrasi 
terbatas. Ketiga, kekuatan militer akan terus meakukan usaha-usaha untuk 
mempertahankan hak-haknya tetap ada dan hal ini sangat menganggu proses 
redemokratisasi (Alfred Stepan, 1986). 

Reformasi tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan yang disengaja oleh penguasa, 
tetapi juga mencakup perubahan dalam konteks kepemerintahan (governance). M enurut 
M ichael Bratton dan Nicholas van de Walle (1994), reformasi politik adalah reformasi 
atau perubahan kepemerintahan (governance), yang mencakup tiga aspek utama: (1) 
perubahan sistem kerpartaian dan pemilihan umum yakni amandemen terhadap 
perangkat peraturan yang menjamin kompetisi aktor-aktor atau partai politik dan 
partisipasi publik secara bebas: (2) perubahan konstitusional yaitu amandemen terhadap 
konstitusi yang menghasilkan pembatasan kekuasaan penguasa atau negara: dan (3) 
perubahan administratif yang menciptakan birokrasi lebih rasional, efisien, fleksibel, dan 
bertanggung jawab. Rumusan M ichae Bratton dan Nicholas van de W alle itu barangkali 
bisa dimaknai sebagai reformasi total bidang politik, yang menghasilkan perubahan 
struktur politik (pemerintahan) secara total. Lebih gampangnya, konsepsi itu bisa disebut 
sebagai “reformasi total”. 

Konsep “reformasi total” itu berbeda dalam soal derajat dengan konsep 
“reformasi parsial”. Yang terakhir ini hanya mencakup pergantian pemimpin atau 
pemerintahan tanpa disertai dengan perubahan politik secara menyeluruh. M erujuk pada 
Donald Share (1987), konsep “reformasi parsial” itu identik dengan ekstriksi, yakni 
kejatuhan penguasa (pemimpin) yang diikuti dengan eforia politik. Tentu saja ekstriksi 
dan eforia ini bukan semata karena kehendak penguasa atau karena konflik elite, tetapi 
muncul karena kebangkitan rakyat. D engan kalimat lain, ekstriksi atau “reformasi parsial” 
adalah kejatuhan penguasa yang diikuti dengan liberalisasi politik. Sedangkan “reformasi 
total” tidak hanya mencakup kejatuhan penguasa, pergantuan pemerintahan, dan 
liberalisasi politik, melainkan mencakup perubahan politik secara menyeluruh. 

Di Indonesia, istilah “reformasi total” terkait dengan demokratisasi yang mulai 
populer sejak tahun 1998. Dalam wacana publik, reformasi rupayanya mempunyai dua 
target: (1) target maksimal yang mencakup pencabutan UU politik, amandemen UUD 
1945, penghapusan Dwifungsi ABRI, penghapusan KKN dan penguatan otonomi daerah: 
dan (2) target minimal yaitu mundurnya Soeharto dari jabatannya. T arget maksimal itu 
secara teoretis identik dengan “reformasi total” atau reformasi sedangkan target minimal 
identik dengan “reformasi parsial” atau ekstriksi. Yang terjadi ternyata bukanlah reformasi 
total, melainkan hanya ekstriksi (reformasi parsial), yakni kejatuhan Soeharto yang diikuti 
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dengan pergantian pemerintahan dan liberalisasi politik. Setelah Soeharto jatuh, publik 
menikmati eforia politik yang luar biasa: mereka bisa meluapkan aspirasi politiknya secara 
bebas tanpa restriksi dari penguasa. 

Dalam arena eforia itu, liberalisasi politik mengalami penyebaran ke seluruh 
penjuru Indonesia. Elemen-elemen masyarakat lokal langsung meluapkan aspirasinya 
dengan menggdar protes sosial untuk reformasi politik. M asyarakat bawah tidak begitu 
peduli dengan konsep reformasi total seperti dibayangkan oleh kaum kelas menengah 
kota, apalagi reformasi total ini gagal diwujudkan. Dalam wacana lokal di era liberalisasi 
politik, reformasi sangat populer dimaknai sebagai upaya menjatuhkan pemimpin yang 
bermasalah. Seorang petani di desa misalnya bisa mengatakan: “Kepala D esa jatuh terkena 
reformasi”. Apa yang dimaksud dengan reformasi di mata masyarakat lokal sebenarnya 
hanya terbatas pada reformasi parsial atau ekstriksi. Pemaknaan ini merupakan sesuatu 
yang menarik, yang perlu dikaji lebih mendalam. 


Protes Sosial 

Definisi “protes sosial” sangat bervarisasi, tergantung pada tempat, waktu dan 
siapa yang melakukan observasi terhadap fakta. Konsep protes sosial sering tumpang 
tindih dengan konsep-konsep lainnya seperti pembangkangan, pemberontakan, perilaku 
kolektif, aksi kolektif, demonstrasi, unjuk rasa, kekerasan sipil, gerakan sosial dan lain- 
lain. Ahli gerakan sosial terkemuka, Charles Tilly (1981), rupanya lebih suka memakai 
istilah aksi kolektif ketimbang protes sosial, pembangkangan atau pemberontakan. 
Beberapa konsep yang terakhir itu, menurut Tilly, mencerminkan pendakwaan terhadap 
maksud dan posisi politik para aktor dari kacamata pemegang kekuasaan. 

Secara substansial aksi kolektif sebenarnya tidak berbeda dengan protes sosial. 
Keduanya merupakan bentuk tindakan bersama massa untuk menantang (meawan) 
pemegang kekuasaan. Sydney Tarrow (1994) misalnya, mendefinisikan aksi kolektif 
sebagai perlawanan bersama oleh rakyat (people) dengan upaya bersama dan solidaritas 
dalam interaksi yang berlanjut dengan dite, musuh-musuhnya dan pemegang kekuasaan. 
Aksi kolektif bisa hadir dalam bentuk asosiasi kepentingan, gerakan protes sosial, 
pemberontakan, pembangkangan, atau revolusi. 

Tetapi studi ini lebih menyukai konsep protes sosial ketimbang aksi kolektif, 
meskipun keduanya bisa saling dipertukarkan. Mengapa? Pertama, dalam masyarakat 
selalu hadir penguasa dan rakyat yang dikuasai. Represi adalah sumberdaya yang dimiliki 
oleh penguasa, dan protes atau perlawanan adalah sumberdaya atau senjata milik rakyat 
(James Scott, 1985). Kedua, dibanding dengan aksi kolektif, protes sosial tampaknya jauh 
lebih eksplisit, provokatif dan lebih membumi dalam konteks masyarakat lokal di 
Indonesia. Aksi kolektif barangkali bisa hadir sebagai perlawanan pasif, sedangkan protes 
sosial adalah perlawanan secara aktif dan terbuka. Ketiga, protes adalah gerakan massa 
yang lebih jelas, yang tidak semata-mata karena tidak puas atau emosi untuk merusak 
tatanan sosial-politik, melainkan gerakan yang rasional dan disengaja untuk mengawali 
perubahan politik. 
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Di sisi lain, dalam berbagai literatur ditemukan sebuah pemahaman bahwa 
gerakan sosial tampil tidak sekadar protes, pembangkangan, pemberontakan dan 
sebagainya. Tetapi teori gerakan sosial “lama” yang sangat reduksionis dan dipengaruhi 
oleh fungsionalisme struktural sama sekali tidak membedakan dengan tegas perbedaan 
antara protes sosial dan gerakan sosial. Protes sosial adalah strategi yang inheren dalam 
gerakan sosial. Gerakan sosial sering dipahami sebagai aksi bersama nonkelembagaan yang 
memiliki komponen-komponen pasti seperti ideologi, program atau seperangkat tujuan, 
taktik-taktik untuk mencapai tujuan, dan aktor sebagai pemimpin, serta menawarkan 
perubahan atau perlawanan terhadap suatu perubahan dalam masyarakat (Ralph Turner 
dan Lewis Killian, 1972). Bahkan H erberle (1951) melihat gerakan sosial sebagai bentuk 
perilaku politik kolektif nonkelembagaan yang secara potensial berbahaya karena 
mengancam stabilitas cara hidup yang mapan. 

Cara pandang yang reduksionis itu dikritisi oleh pendukung “teori baru” gerakan 
sosial. Para teoritisi baru teeah merumuskan kerangka kerja yang memandang gerakan 
sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kelompok atau kepentingan sosial dalam konteks 
kemasyarakatan yang lebih luas. Touraine (1971), misalnya mencatat bahwa dalam 
masyarakat pascaindustri, gerakan kelas buruh atau gerakan serikat buruh tidak berada 
lagi di pusat konflik masyarakat. Keas buruh, demikian tulis T ouraine (1971), bukan lagi 
pelaku sejarah yang istimewa, bukan karena gerakan buruh lemah atau tunduk kepada 
strategi partai politik tertentu, ataupun karena pemimpin yang buruk: tetapi lebih 
dikarenakan penggunaan kekuasaan di dalam perusahaan kapitalis tidak lagi 
menempatkan seseorang pada pusat sistem ekonomi dan konflik sosialnya. 

Teori-teori baru gerakan sosial justru melihat gerakan sosial sebagai usaha untuk 
menghasilkan transformasi mendasar dalam hakikat praktek politik maupun teori tentang 
gerakan sosial itu sendiri. M ereka juga menjelaskan bahwa salah satu ciri gerakan sosial 
baru adalah penolakannya atas analisis sosial yang didasarkan kepada pembagian ruang 
politik menjadi dua kubu yang saling bertentangan secara tegas (borjuis dan proletar). 
Dalam situasi baru, keberagaman aktor sosial memapankan kehadiran ruang autonomi 
mereka dalam lingkungan sosial dan politk yang terfragmentasi. Berdasarkan analisis dan 
pengamatan mereka, dipahami bahwa untuk menilai dampak gerakan sosial maka gerakan 
sosial harus dipahami dan ditempatkan dalam konteks proses demokratisasi yang sangat 
luas Proses demokratisasi ini merupakan proses transformasi sosial atas aspek-aspek 
kultural, sosial, ekonomi, dan politik maupun aspek kehidupan lainnya. 

Baik mengikuti “teori lama” maupun “teori baru” gerakan sosial, protes sosial 
tetap merupakan strategi dan taktik yang inheren dalam gerakan sosial. Protes sosial bisa 
dikatakan sebagai gerakan sosial berskala rendah atau sebagai embrio dari gerakan sosial 
yang menyeluruh untuk mendorong transformasi (perubahan) sosial. Ini bukan karena 
setiap gerakan selalu tampil dengan wajah yang keras dan ekstrem, tetapi karena protes 
sosial merupakan sumberdaya yang utama sebagian besar orang untuk melawan musuh- 
musuhnya yang mempunyai perlengkapan lebih komplet. Setiap protes sosial pasti 
mempunyai jaringan sosial rakyat, punya wacana ideologi, dan perjuangan politik. 
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Lingkaran protes sosial tentu tidak muncul begitu saja sebagai bentuk ekspresi 
spontan ketidakpuasan atau emosi yang meluap, melainkan mempunyai tahap-tahapan 
yang sistematis untuk mencapai sasarannya. Smeser menyatakan terdapat enam tahap 
dalam perkembangan suatu gerakan sosial. 

Pertama, stuctural conducivenes menunjukkan pada suatu kondisi atau keadaan 
yang memungkinkan munculnya suatu gerakan sosial, sebagai suatu contoh, masyarakat 
yang didomonasi oleh kaum pria dimana kaum wanita dieksploitasi dan dijadikan warga 
kelas dua merupakan suatu kondisi awal bagi munculnya suatu gerakan perempuan. 

Kedua, Sructural strain terjadi apabila di dalam masyarakat yang secara struktural 
telah terkondusife bagi munculnya suatu gerakan, berlangsung perasaan tidak puas 
dikalangan anggota-anggotanya. Warga masyarakat dalam hal ini merasakan 
ketidakpuasannya terhadap kondisi yang ada di sekdilingnya. 

Ketiga, growth an spread of generalized bei. Pada tahap ini dikalangan anggota 
masyarakat ditumbuhkan dan disebarkan keyakinan atau kepercayaan yang sifatnya 
umum. Adapun artinya, kepada anggota masyarakat diyakinkan bahwa kondisi yang ada 
di sekelilingnya tidak memuaskan dan perlu diadakan perubahan. 

Keempat, precipitating factors Tahap ini menunjukkan adanya suatu peristiwa 
tertentu yang dapat mempercepat dan mengobarkan munculnya suatu gerakan sosial. 
Tahap ini dapat dinyatakan tahap yang memacu kemunculan suatu gerakan sosial. 

Kdima, mobilization of particpants for adion. Tahap ini terjadi setelah 
berlangsungnya suatu peristiwa yang menyulut sentimen dan rasa solidaritas massa. 
Dengan adanya peristiwa tersebut maka massa atau anggota masyarakat dibujuk untuk 
terlibat dalam suatu gerakan. Dalam hal ini peran yang dipunyai pemimpin untuk 
memobilisir dan mengorganisir massa sangatlah penting. Tanpa adanya pengaruh dari 
pemimpin terhadap anggota masyarakat untuk bergerak, maka akan mudah sekali rintisan 
munculnya suatu gerakan sosial dapat digagalkan. 

Keenam, application of social control. Kontrol sosial pada umumnya dilakukan 
oleh mereka yang memegang kekuasaan terhadap gerakan. Persoalannya adalah apakah 
yang ada pada tangan penguasa digunakan untuk menghancurkan gerakan ataukah justru 
kontrol sosial tadi menjadikan gerakan sosial tersebut semakin berkembang dimana 
solidaritas pengikut gerakan semakin tinggi. 

M erujuk beberapa studi, mulai dari Smelser hingga Charle Tilly (1975) maupun 
Robert Ted Gurr (1970), setiap protes sosial melawati beberapa tahapan strategis. Tahap 
pertama, pernyataan spontan tentang ketidakpuasan bersama. Suatu gerakan sosial 
berawal ketika orang merasa tidak puas terhadap struktur sosial yang ada di sekelilingnya. 
Sebagian dari mereka kemudian mengelompokkan diri dan menyatakan pandangan 
tentang ketidak-puasannya. Dalam tahap ini suatu gerakan sosial menampakkan diri 
sebagai tindakan bersama yang sifatnya spontan. Fungsi yang penting dari tahap pertama 
ini adalah untuk menarik perhatian massa (publik) yang diharapkan dapat memberikan 
dukungan untuk berlangsungnya suatu gerakan sosial. Tahap kedua, pemilihan pimpinan 
gerakan. Tahap ini berawal ketika beberapa individu menyatakan bahwa perubahan sosial 
yang diusulkan mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil. Individu-individu ini 
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biasanya akan berperan sebagai pimpinan dan sebagai pimpinan mereka mulai 
memberikan arah bagi berlangsungnya gerakan. Fungsi yang penting dari tahap ini adalah 
diterimanya beberapa individu sebagai pimpinan gerakan. 

Tahap ketiga, transformasi tindakan tidak berstruktur menjadi tindakan yang 
terorganisir. Tahap ini sering disebut sebagai periode pengorganisasian dan perencanaan. 
Pada tahap ini tindakan yang tidak berstruktur yang terjadi pada tahap pertama 
ditransformasikan menjadi suatu tindakan yang terorganisir. Sehubungan dengan hal 
tersebut maka peranan pimpinan gerakan menjadi sangat penting. Pimpinan harus 
mampu merumuskan tujuan-tujuan antara yang membimbing tercapainya tujuan akhir 
dari gerakan. Dalam hal ini memang pimpinan gerakan harus melakukan banyak 
pekerjaan sebelum tindakan yang bersifat spontan dan tidak terorganisir berubah menjadi 
suatu gerakan sosial yang teratur dan terarah dengan baik. Salah satu tugas para pimpinan 
gerakan yang penting adalah menjeaskan tujuan yang dicanangkan kepada para 
pengikutnya sehingga mereka dapar mengetahui dengan jelas ke arah mana mereka 
bergerak. 

Tahap keempat, konfrontasi dengan “musuh” gerakan. Pada tahap ini suatu 
gerakan sosial benar-benar dalam puncak keseriusan dan mengajukan tuntutannya dan 
berusaha sekuat mungkin demi diterimanya tuntutan tadi. Pada periode ini gerakan 
berada dalam posisi berhadapan dengan “musuhnya”, yaitu fihak-fihak yang mengalami 
kerugian apabila kondisi “status guo” yang ada diguncang oleh gerakan. Tahap ini dapat 
merupakan tahap yang relatif singkat apabila gerakan dan “musuhnya” dapat dengan 
segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi dimungkinkan pula tahap 
ini merupakan periode yang relatif lama dan hal ini dapat berlangsung apabila gerakan 
dan “musuhnya” sama-sama mempunyai kekuatan yang seimbang dan tidak bersedia 
menyerah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini kedua-belah 
fihak, gerakan dan musuhnya, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan negosiasi dan 
pemecahan masalah yang dihadapi demi keuntungan masing-masing pihak. Esensi dari 
tahap ini adalah dapat dinyatakan sebagai periode dimana gerakan berkonfrontasi dengan 
“musuhnya” dan memaksa “musuhnya” tadi untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya. 

Tahap kelima, pencapaian hasil. Tahap ini merupakan dimana orang 
menyaksikan apakah gerakan yang sudah dan tengah berlangsung mampu atau tidak 
mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. D engan berakhirnya suatu 
gerakan, masyarakat akan mengadaptasi pola tindakan yang baru yang muncul dari 
persaingan antara gerakan dan “musuhnya”. Jika gerakan sukses biasanya diperlukan 
waktu yang cukup untuk menyebarluaskan pola tindakan yang baru tadi ke seluruh 
lapisan masyarakat. Jika gerakan gagal, para partisipan membubarkan diri atau mungkin 
merumuskan kembali tujuan yang telah ditetapkan dan mencoba meraihnya mealui 
gerakan yang baru. 

Protes Sosial dan Reformasi Politik 

Reformasi politik dan protes sosial adalah dua isu penting yang sudah lama 
menjadi perhatian ilmuwan sosial. Studi ini mengajukan argumen bahwa protes sosial dan 
reformasi politik adalah dua isu yang tidak bisa dipisahkan. Reformasi hampir tidak 
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mungkin dihasilkan oleh tindakan voluntaristik dari penguasa, meainkan selalu diawali 
dengan protes sosial. 

Protes sosial merupakan sebuah aksi kolektif berbasis massa yang berjuang 
mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi politik. Aksi kolektif, demikian tulis 
Sydney Tarrow (1994), adalah bentuk perjuangan untuk reformasi. M ichael Bratton dan 
Nicolas van de Walle (1992) bahkan menemukan bukti-bukti empirik bahwa reformasi 
politik di sebagian besar negara di kawasan Afrika hampir tidak diawali oleh insiatif 
negara, melainkan merupakan bentuk respons negara terhadap gelombang protes massa. 
Di Indonesia, gelombang reformasi yang meruntuhkan Soeharto dan mengakhiri Orde 
Baru jugatidak semata karena perubahan politik yang diawali oleh liberalisasi politik atau 
inisiatif oleh penguasa, melainkan diawali dengan gelombang protes sosial yang berkobar 
di berbagai kota. 

Bagaimana memahami secara konseptual keterkaitan antara protes sosial dan 
reformasi politik itu? Pemahaman tentang relevansi antara protes sosial dan reformasi 
politik sering merujuk pada dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang pertama 
adalah fungsionalisme struktural. Fungsionalisme cenderung melihat masyarakat dan 
pranata sosial sebagai sistem dimana seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain 
dan bekerjasama guna menciptakan keseimbangan. Salah satu proposisi penting 
fungsionalisme adalah akan selalu ada reorganisasi internal karena kebutuhan 
memperbaiki keseimbangan. Fungsionalisme menekankan kesatuan masyarakat dan apa 
yang dimiliki bersama oleh anggotanya. Karena itu, fungsionalisme memandang bahwa 
konflik adalah sesuatu yang harus dihindari karena bisa merusak keseimbangan relasi 
sosial dan harmoni dalam masyarakat. Protes sosial, sebagai sebuah konflik sosial, bagi 
fungsionalisme dipandang sebagai perilaku menyimpang, sporadis, spontan, tidak 
terorganisir, dan untuk merusak tatanan sosial yang sudah terpelihara secara mapan. 

Ilmuwan politik terkemuka berhaluan struktural-fungsional, Gabriel Almond 
(1965), misalnya, memandang bahwa protes atau aksi kolektif adalah perwujudan saluran 
partisipasi nonkonvensional sporadis, yang dilakukan oleh kelompok kepentingan 
anomik. Sebagai penganut aliran struktural fungsional, Gabriel Almond menganjurkan 
bahwa sistem politik yang demokratis bisa dibangun berdasarkan interaksi secara 
seimbang di antara struktur-struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, dan partisipasi 
secara konvensional melalui pemilihan umum, partai dan parlemen. Apabila struktur- 
struktur dan fungsi-fungsi ini berinteraksi secara “seimbang” maka tidak bakal muncul 
protes sosial jalanan yang sebenarnya akan merusak sistem yang sudah terlembaga. 

Tetapi pandangan struktural-fungsional telah kehilangan pengaruh di hadapan 
teoretisi politik kontemporer karena perspektif yang menekankan keseimbangan itu 
ternyata tidak bisa menjelaskan mengapa partisipasi politik nonkonvensional merajalela di 
setiap tempat, termasuk di negara-negara demokrasi yang mapan. D alam studinya di 21 
negara-negara demokrasi maju, D alton (1995) memperlihatkan bahwa publik mengalami 
kejenuhan berpartisipasi politik lewat saluran konvensional. Ia misalnya menunjukkan 
rata-rata perilaku memilih sebesar 8296 pada tahun 1960-an, yang kemudian mengalami 
penurunan menjadi 76Y6 pada tahun 1990-an. Di Amerika Serikat, merosotnya perilaku 
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memilih (turnout voting) dalam pemilihan umum terkait dengan sikap publik yang sinis 
dan tidak percaya pada sistem politik yang terlembaga. (Pippa Norris, 1999). Aktivisme 
politik publik telah lama bergeser dari partisipasi konvensional menjadi partisipasi 
nonkonvensional dalam bentuk protes sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah 
yang kontroversial. 

Karena gagal memahami meuasnya protes sosial di berbagai negara, pendekatan 
struktural-fungsional dikritik habis oleh pendekatan konflik. Sebut saja ini pendekatan 
yang kedua. Pendekatan konflik ini lahir sebagai reaksi keras terhadap fungsionalisme. 
Teori konflik pada dasarnya mempunyai tiga asumsi dasar. 

Pertama, rakyat dianggap memiliki sejumlah kepentingan dasar dimana mereka 
akan berusaha secara keras untuk mememuhinya. 

Kedua, kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan ini melahirkan perjuangan 
untuk mendapatkannya. 

Ketiga, nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai 
kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, ketimbang sebagai alat 
mempertahankan indentitas dan menyatukan tujuan masyarakat. 

T eori konflik berakar pada M arxisme tradisional yang didasarkan pada pendapat 
mereka bahwa revolusi adalah suatu kebutuhan yang disebabkan oleh memburuknya 
hubungan produksi yang memunculkan masa krisis ekonomi, depresi dan kehancuran. 
Berbeda dengan struktural-fungsional, pendekatan konflik melihat bahwa aksi kolektif 
bukanlah aksi yang spontan, emosional, menyimpang dan merusak sistem, melainkan aksi 
yang rasional dan dilakukan secara sadar untuk perubahan politik baik melalui reformasi 
politik maupun revolusi sosial. 

Pemahaman tentang reformasi politik sebagai ekstriksi sangat paralel dengan 
pemahaman tentang protes sosial. Artinya protes sosial yang digerakkan oleh elemen- 
elemen masyarakat lokal adalah senjata yang menyebabkan ekstriksi. Tetapi sebagai 
bentuk-bentuk aksi kolektif, antara protes sosial, gerakan sosial dan bahkan revolusi sangat 
berbeda dalam hal strategi, durasi, sasaran dan hasil perubahan. Perbedaan ini 
digambarkan secara gamblang dalam tabel 2. Dalam tabel itu ditegaskan bahwa protes 
sosial adalah bentuk aksi kolektif yang paralel dengan reformasi politik, gerakan sosial 
paralel dengan transformasi sosial, dan revolusi sosial adalah bentuk aksi kolektif besar 
yang menghendaki perubahan mendasar struktur sosial dan politik. Protes sosial adalah 
perlawanan kolektif terhadap pemerintah yang berjangka pendek dan spontan untuk 
mencapai sasaran reformasi, yang bisa menghasilkan perubahan kebijakan pemerintah, 
runtuhnya pemerintahan dan perubahan struktur politik. 
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Perlawanan kolektif Penyadaran dan Radikalisasi, 
massa terhadap penguatan masyarakat, | pengorganisasian 
pemerintah pengorganisasian dan | yang matang, dan 
perlawanan kolekrif pemberontakan 
kelas bawah 
Durasi Pendek dan spontan Jangka panjang, Spontan dan frontal 
berkelanjutan ketika kondisi 
obyektifnya sedang 
matang 
Transformasi sosial Revolusi 
Hasil perubahan | Perubahan kebijakan, | Perubahan gradual dan | Perubahan 
runtuhnya penguasa, | mendasar terhadap mendasar struktur 
perubahan struktur struktur sosial, budaya | sosial dan politik. 


politik dan politik. 


Memahami protes sosial bukan sekadar perilaku menyimpang yang dilakukan 
secara kolektif oleh kumpulan orang-orang jalanan yang punya mental kerumunan 
(crowded mental), melainkan sebagai bentuk konflik yang tumbuh dalam konteks sosial 
masyarakat. Argumen yang pertama ini menampik pandangan fungsionalisme struktural 
yang selalu menilai protes sebagai perilaku kolektif yang merusak tatanan social yang 
mapan, dan sebaliknya lebih banyak merujuk pada tradisi M arxis. Akan tetapi konflik 
dalam protes sosial itu tidak dipahami dalam kerangka teori konflik “lama” yang berpusat 
pada konflik kelas, melainkan dipahami dalam kerangka teori konflik “baru” yang 
difokuskan pada konteks konflik antara masyarakat dan negara. Konflik sosial ini tidak 
dimaksudkan untuk menghancurkan negara seperti dibayangkan oleh M arxisme ortodoks, 
melainkan sebagai upaya untuk reformasi politik, serta sebgaai embrio gerakan sosial 
untuk mendorong demokratisasi, mengurangi hegemoni negara di hadapan masyarakat, 
dan penguatan elemen-elemen masyarakat sipil. Aktor-aktor strategis dalam masyarakat 
yang terlibat dalam konflik (protes sosial) tidak lagi berpusat pada buruh dan tani, 
melainkan berpusat pada elemen-elemen kedas menengah perkotaan. 

Dalam kontekskonflik antara negara dan masyarakat itu pula, Vincent Boudreau 
(1996) secara menarik membuat dua tipe gerakan sosial. Pertama, adalah tipe “gerakan 
utara” (di kawasan negara-negara kapitalis-demokratis yang sudah mapan), yang ditandai 
dengan gerakan menekan dan merubah kebijakan pemerintah. Kedua, adalah tipe 
“gerakan selatan” (di negara-negara otoriter-kapitalis atau negara-negara kapitalis 
demokrasi yang masih bayi) yang umumnya diarahkan untuk mengurangi kontrol negara, 
memperbesar sumberdaya masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dominasi negara. 

Di Indonesia, gdombang gerakan sosial dan protes sosial tampaknya bisa 
dikategorikan sebagai tipe yang kedua ketimbang yang pertama. Tampilnya berbagai 
organisasi sosial dan meluasnya protes sosial selama dua tahun terakhir merupakan upaya 
elemen-elemen masyarakat menekan negara (pemerintah) untuk mengawali reformasi, 
demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil. Di negeri ini, sama tiga dasawarsa 
terakhir, hampir tidak pernah muncul gerakan pemberontakan atau kudeta yang hendak 
menggantikan penguasa. Gdombang protes sosial yang menjatuhkan penguasa adalah 
awal dari reformasi politik menuju demokratisasi. 


29 


Strategi Gerakan Sosial 

Konsep gerakan sosial dimunculkan tahun 1842 oleh Lorenz von Stein, seorang 
sarjana Jerman, untuk menggambarkan gerakan sosial proletarian sosialis. Gerakan sosial 
dikategorikan sebagai gerakan yang dilakukan kelas pekerja atau buruh yang menuntut 
pembagian kesejahteraan ekonomi yang adil dalam konteks hubungan pekerja dan 
pemilik modal. Dalam istilah yang lebih strukturalis, gerakan sosial menuntut perubahan 
sosial yang lebih fundamental tatanan social masyarakat yang dianggap timpang dan tidak 
adil. Dalam perspektif Marxian, gerakan social diawali dari adanya proses alienasi dan 
marginalisasi buruh yang terjadi selama proses industrialisasi. Bagaimana alienasi dan 
marginalisasi terjadi, dikaitkan dengan proses pemiskinan kerja atau buruh akibat sistem 
pengupahan yang murah dan cenderung eksploitatif terhadap diri pekerja. Pekerja adalah 
bagian dari mesin ekonomi atau komoditas produksi sama seperti bahan-baku yang harus 
ditekan sekecil mungkin cost nya untuk menghasilkan benefits yang sebesar-besarnya bagi 
pemilik kapaital. Persepsi pemilik modal terhadap pekerja ( force of production) adalah 
identik dengan mesin produksi (means of production) sehingga menempatkan posisi 
pekerja secara ekonomi, sosial dan politik sebagai pihak yang dapat dieksploitasi secara 
fisik untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar. Posi si pekerja yang secara 
ekonomi dan sosial sebagai sub-ordinat pemodal ini mengawali terjadi proses alienasi 
sosial, ekonomi dan politik diri pekerja dari dunia sekitarnya. 

Dalam perspektif strukturalis, mesinisasi pekerja sebagai mesin produksi tidak seb 
anding dengan upah yang mereka terima namun mereka tidak mampu meningkatkan 
posisi tawar ekonomi karena pekerja sudah sedemikian tergantung dengan upah yang 
rendah guna menjamin eksistensi kehidupan mereka. Upah rendah dan kemiskinan 
menjadi keseharian pekerja dan mereka menerima marginalisasi sebagai hal yang biasa, 
sehingga muncul istilah a klassse an sich (class in itself) yaitu suatu bentuk penerimaan 
atas realitas sosial yang mengarah pada terjadinya proses pemiskinan pekerja sebagai 
bagian dari kehid upan sehari-hari. Konsep yang tepat untuk menggambarkan keadaan 
demikian adalah kesadaran palsu ( false consciousness) yang melingkupi kesadaran pekerja 
atas realitas sosial dan ekonomi yang eksploitatif. Dalam konteks teori gerakan sosial, 
pengubahan kesa daran palsu menuju kesadaran yang sebenarnya ( class for it self) 
membutuhkan proses penyadaran politik dan mobilisasi politik melalui pembentukan 
organisasi pekerja yang kuat. Fungsi utama penyadaran dan mobilisasi politik adalah 
untuk membongkar (unmask) realitas semu (palsu) yang ada dalam konstruksi pemikiran 
pekerja atas dunia sosial mereka yang tereksplotasi. Fase unmask atas realitas semu (palsu) 
guna menghasilkan kesadaran yang sebenarnya adalah awal dari terbentuknya suatu 
gerakan sosial, yang selanjutnya dapat ditahapkan sebagai berikut (D awson, Gettys 1934): 

1. Unreg, (muncul kekacauan, sikap frustrasi, merasakan ketidakadilan) 

2. Excitement, ( menuju pada sublimasi, keinginan yeng mengebu untuk bertindak 
menentang) 

3. Formalization, (perumusan konsep dan ideologi perjuangan) 

4. Institutionalization, (pelembagaan / organisasi pergerakan) 

5, Dissolution (akhir dari tujuan) 
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M enurut perspektif strukturalis, ide tentang gerakan sosial dihubungkan dengan 
struktur sosial yang ada seperti adanya ketimpangan dan ketidakadilan seeta perasaan 
alienasi. Adanya faktor yang saling mengkait dengan struktur sosial diungkapkan H eberly 
seperti adanya kaitan dengan: 

1. Ideologi, keyakinan dan kohesi sosial kdompok 
Faktor kepentingan psikologi sosial, sen timen dan kebencian/ dendam 
. Struktur internal gerakan sosial, distribusi kekuasaan dan pengaruh intern 
. Strstegi gerakan 
. Fungsi gerakan dalam konteks perubahan sosial yang lebih besar 


URYUN 


Sementara itu, Baldridge menghubungkan gerakan sosial dengan perilaku kolektif 
yaitu aksi yang dilakukan kelompok terorganisasi untuk memformulasikan adanya 
perubahan social atau memperjuangkan ide-ide perubahan (Baldridge, 1980:509). 
Dengan aspek perilaku kolektif, maka gerakan sosial dilihat sebagai reaksi psiko logi atas 
situasi lingkungan sosial yang dianggap tidak adil oleh kelompok yang melakukan aksi 
protes dengan tujuan perubahan sosial. Faktor-faktor sosial yang menjadi sebab gerakan 
adalah aspek diskrepansi atau kesenjangan antara cita-cita/ harapan yang ingin dicapai 
dengan kenyataan sosial yang ada. Akumulasi diskrepansi menyebabkan frustrasi sosial 
dan kekecewaan sosial sehingga menumpuk menjadi bentuk kesadaran massa (kolektif) 
menentang struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil. Selanjutnya ia merumuskan ciri- 
ciri gerakan sosial yaitu: 

1. Berorientasi pada kekuasaan, yaitu perjuangan untuk mempengaruhi dan 
mengontrol sumber-sumber kekuasaan dalam masyarakat 

2. Berorientasi pada nilai, yaitu adanya sistem nilai dan menyakinkan publik tentang 
nilai yang diperjuangkan mealui persuasi dan aksi -aksi protes misalnya yang 
terjadi di USA gerakan kebebasan perembuan dan gerakan penentangan 
diskriminasi ras 

3. Adanya ekspresif personal, yaitu penemuan jati diri gerakan melalui figur personal 
yang kuat dan karismatis serta menjadi sentra ide-ide gerakan 

4. Resistensi yaitu perlawanan dengan mempromosikan perubahan sosial atau bahkan 
menentang perubahan yang dipromosikan kelompok lain. 


Gerakan sosial dapat diukur dari sejauhmana daya tahan gerakan dalam meng 
hadapi tekanan-tekanan kelompok luar. Gerakan sosial yang memiliki karakter kuat 
dalam kepemimpinan, sosialiasasi ide-ide yang mengakar dan strategi merumuskan isu 
sebagai tema - tema krisis akan mampu bertahan reatif lama. Terkait dengan masalah 
tersebut suatu gerakan sosial ibarat embrio yang mengalami evolusi dan menghadapi 
tekanan -tekanan bahkan mendekati kehancuran kalau tidak mampu mengembangkan 
beberapa tahapan yaitu: 

1. Pengembangan gerakan: 
2. Agitasi dan kesadaran ideologi gerakan: 
3. Adanya ideologi atau keyakinan umum sebagai pemersatu gerakan: 
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4, Kebutuhan adanya kepemimpinan yang sentral sebagai figur pusat gerakan: 

5. Interpretasi akan situasi sosial yang menyulut gerakan seperti kemiskinan, 
ketidakadilan, 

6. Konflik akut dalam tubuh kekuasaan dan kondisi-kondisi sosial yang dianggap 
opresi dan diskriminasi rasial. 


Sementara itu, dalam kaitan sebagai aksi massa kolektivitas, gerakan sosial 
berbeda dengan misalnya bentuk-bentuk protes sosial walaupun keduanya merupakan 
perilaku kolektif massa. H al ini digambarkan oleh Lofland yang mengindentifkaskan tipe 
-tipe protes sosial sebagai bentuk aksi massa yang terjadi karena munculnya faktor -faktor 
krisis dalam kehidupan kelompok sosial. Protes sosial dikaitan dengan bentuk penyataan 
pendapat yang disa mpaikan beramai-ramai yang umumnya berupa pembangkangan, 
keluhan, keberatan, boikot, pemogokan atau keengganan melakukan sesuatu terhadap 
kekuasaan dan mengeuarkan deklarasi yang menolak gagasan di muka umum (Lofland, 
2003 :2-3). Reaksi protes sosial terhadap keadaan yang dipersepsikan sebagai krisis oleh 
kelompok protes lebih spontan dan tidak terstruktur sebagaimana sebuah gerakan sosial. 
Namun demikian, sebuah aksi protes sosial dapat berubah menjadi bentuk aksi gerakan 
sosial manakala terdapat kondisi-kondisi objektif seperti kondisi makro politik berubah 
tidak menguntungkan kedompok protes, adanya struktur organsiasi yang permanen 
(grasroot) serta ideologi gerakan (Lofland, 2003:27). Menurutnya, ada beberapa varian 
gerakan protes: 

1) Crowd dengan emosi dominan pada aspek kecemasan, ketidakutan, panik, teror, 
perasaan terancam: 
M as dengan emosi dominan pada ekspresi kerusuhan kolektif, frustrasi mendalam, 
ketidakberdayaan, terdapatnya perasaan kepuasan emosi (( ektas) yang meuap- 
luap, menuju pada kerusuhan (riot) dan hysteria, 
Public dengan emosi pada pemahaman sentimen umum yang rdatif sama: 
Social movement dengan emosi dominan pada tuntutan perubahan yang didahului 
pemahaman kolektif akan situasi politik yang tidak normal, krisis, ke mandegan 
yang merusak tatanan kelompok protes atau gerakan. Berbagai ketidaknormalan 
tersebut digambarkan sebagai masa-masa sulit dalam politik rasialisme di USA, aksi 
kaum gettho, gerakan kebebasan peremuan dan separatisme 


»3) 
— 


8 &YW 
— — 


(21 Gerakan Sosial: Membedah Relasi N egara, M asyarakat & Kapitalisme 
Pengantar 

Peran rakyat dalam arena publik tidak dapat dihindarkan dari konfrontasinya 
dengan peran negara. Konfrontasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari siklus politik- 
ekonomi (dan ideologi) yang berkembang. Pentingnya mendiskusikan isu ini, terutama 
pada dekade terakhir, erat terkait dengan wacana demokrasi yang bersifat dinamis. Paling 
tidak, ada empat kategori wacana demokrasi di Indonesia, yaitu wacana radikal, liberal, 
konservatif dan Islam. Setiap wacana tersebut pun terdiri dari variannya lagi, seperti 
M arxisme, Populisme Kiri, Feminisme dan Demokrasi Sosial mewakili wacana radikal: 
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Liberalisme Politik dan Liberalisme Ekonomi, wacana Liberal, serta M odemisme Islam, 
N oe-M odernisme Islam dan Transformasi Islam, wacana Islam. 

Di Indonesia, wacana tersebut acap berhenti pada tataran konseptual atau jargon 
saja, oleh karena tradisi yang berkembang adalah tradisi antidemokrasi, di mana 
kekuasaan ditegakkan di atas kekerasan politik. Pembatasan terhadap pluralisme politik, 
kompetisi yang tidak fair untuk kepentingan penguasa, dan juga absennya kesetaraan 
dalam politik telah berlangsung lama sehingga melahirkan budaya otoritarianisme. 
Mungkin masih pekat dalam ingatan bagaimana Reim Orde Baru dengan mapan 
mengandalkan seperangkat struktur ide untuk meligitimasi pemerintahannya yang 
otoriter. 


H egemoni: Perampasan 

Anders Uhlin menyatakan bahwa budaya Indonesia, khusunya budaya Jawa, acap 
dianggap sebagai pendukung otoriterianisme.(1J) Uhlin mencirikan tiga aspek budaya 
Indonesia yang melanggar hak asasi manusia (HAM ), yaitu pertama, kepercayaan 
terhadap hirarki sosial berdasar pada gagasan Jawa tentang hubungan kawula dan gusti, 
kedua, obsesi terhadap keselarasan dan keteraturan, dan ketiga penekanan pada kewajiban 
yang melampaui pemenuhan haknya. Juga, AS Hikam (1996) dalam “Civil Society dan 
Demokrasi” menjedaskan bahwa Orde Baru dengan kebijakan politik “masa 
mengambang'nya (floating mass) telah efektif memarjinalisasi partisipasi masyarakat. 
Argumennya adalah masyarakat perlu dilindungi dari konflik politik dan ideologis yang 
bakal memecah belah solidaritas tradisional mereka. Keberhasilan negara di bawah orde 
baru dalam mempeopori proses restrukturisasi sosial, ekonomi dan politik, telah 
menempatkannya sebagai kekuatan dominan yang nyaris tanpa interupsi. 

Birokrasi negara, terutama lembaga eksekutif, berkembang sebagai 'aparat efektif" 
yang berkemampuan mengedola dan menangani mobilisasi politik untuk mendukung 
kebijakan negara. Selain itu, negara juga sukses mengontrol warga melalui berbagai 
korporatis dan mendapatkan konsensus politik melalui hegemoni ideologi. H egemoni ini 
juga dilakukan dengan alasan bahwa pluralitas ideologi dipandang sebagai konsep Barat 
dan merupakan sumber pertentangan politik, oleh karena kecenderungannya 
dimanipulasi untuk puspa-ragam kepentingan kelompok. Persatuan ideologi 
dimaksudkan untuk membuat konflik ideologi dalam politik Indonesia di masa-masa 
mendatang sebagai irrdevan dan usang. 

H egemoni negara atas warganya tidak saja tampak dalam pengertian konstruksi 
ideologis negara yang formal, tetapi juga dalam proses produksi dan reproduksi sosial. Ini 
jelas terlihat dalam diskursus tentang modernitas. Artinya, negara menguasai diskursus 
tersebut, khususnya menyangkut pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Dus, 
negara tampil sebagai penerjemah dominan mengenai proses modernisasi, sedangkan 
warga masyarakat tertinggal dalam diskursusnya sendiri, dan ujungnya pengaruh negara 
menjadi tak tertandingi dalam proses sosial, ekonomi dan politik. H egemoni tersebut 
diperkuat melalui jejaringan dan perangkat birokratis dan teknoratis. Pengaruh negara 
tersebut di bawah orde baru terjadi selama lebih dua dasarwarsa, yang mengakibatkan 
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ketergantungan masyarakat terhadap negara. Pada gilirannya, perkembangan civil society 
cenderung mengalami distorsi-distorsi dan akhirnya meemah. Singkatnya, orde baru 
sukses memobilisasi hegemoninya sehingga berakar dalam masyarakat. 


Pergulatan di Arena Publik 

Arena publik selalu menarik untuk didiskusikan. John Friedman (1987) dalam 
Planning in The Public Domain menyatakan bahwa arena publik meliputi praktek 
administrasi, birokrasi, politik, sistem transformasi sosial dan sistem nilai. D engan lingkup 
tersebut, Friedman mengajukan tiga tipe sistem perencanaan dan penyelenggaraan urusan 
publik, yaitu perencanaan alokasi (alocative planning), perencanaan inovatif (innovative 
planning), dan perencanaan radikal (radical planning). Perencanaan alokasi berfokus pada 
pengaturan sumber daya yang terbatas seperti dana, lahan, pekerjaan dan sebagainya, 
perencanaan inovatif berfokus pada perubahan institusional pada sistem sosial, dan 
perencanan radikal berfokus pada semangat pengorganisasian kekuatan rakyat agar dapat 
memperkuat posisinya kearah transformasi sosial. Lebih jauh, menurut Friedman, bahwa 
sebenamya perencanaan merupakan akumulasi dari perkembangan tiga konsep dasar, 
yaitu political philosophy yang dihantarkan oleh Arendt (1858), macro sociology yang 
dihantarkan oleh Etzoni (1968) dan Social Transformation yang diwarnai oleh M arxisme 
dan Utopian T radition. 

Terlepas dari konsepsi diatas, praktek penyelenggaraan urusan publik acap menciut 
ke arena-arena teknis atau -banyak orang menyebutnya sebagai- blue print oriented yang 
tidak sensitif terhadap norma kemanusiaan. Selain itu, banyak pihak meragukan apakah 
perencanaan publik itu benar-benar pernah ada di negeri ini. M engingat dalam realitanya, 
urusan publik acap menjadi bahan lobi-lobinya para elit saja, yang kadang-kadang hanya 
tefokus pada pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Prosesnya sendiri nyaris 
tidak 'terjamah' oleh kalangan masyarakat luas, khususnya kelompok marjinal. 
Sebagaimana yang dipaparkan di atas, seluruhnya adalah manifestasi dari siklus politik- 
ekonomi dan ideologi yang terjadi. 


Terbangunnya Ruang H arapan? 

Banyak pihak yang optimis terhadap perubahan besar dalam beberapa tahun 
terakhir ini. Indonesia berada di masa yang sangat bersejarah dalam kehidupan sebuah 
bangsa. Setelah bertahun-tahun di bawah dominasi penguasa, kini proses demokrasi telah 
dimulai. Harapan masyarakat agar suatu masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis 
dapat diwujudkan, sangatlah besar. M emang, mahal harganya yang harus ditebus bangsa 
ini untuk sampai pada siklus saat ini. Meskipun demikian, kondisi tersebut telah 
memberikan celah bagi setiap pihak di negeri ini untuk memulai perubahan. Fokus 
perhatian, dalam hal ini, banyak dicurahkan kepada usaha-usaha perubahan untuk 
memperkuat posisi rakyat atau publik yang selama ini hanya menjadi objek alineasi 
negara. Sebuah perubahan yang dapat menjamin rakyat, terlebih kelompok marjinal, 
memiliki 'tempat' yang adil dalam struktur sosial dan politik-ekonomi. 
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Dalam penyelenggaraan urusan publik, tantangan terbesarnya adalah bagaimana 
meningkatkan partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan publik. Melalui proses 
partisipasi warga diharapkan tercipta pembelajaran sosial, yang menghasilkan komitmen 
perubahan-perubahan sosial (social change). Selain itu, proses partipasi tersebut dapat 
memperkuat dan memobilisasi masyarakat sebagai aktor dalam proses pembangunan 
mereka sendiri. Sekali lagi, ketika masyarakat miskin (marjinal) berpartisipasi dalam 
proses pembangunan, mereka dapat meningkatkan kemampuan serta membangun prilaku 
yang menjadi modal untuk menyatu dalam interaksi sosial yang lebih luas. 

Dalam kondisi ini, wacana demokratisasi menjadi salah satu alternatif strategi. D r. 
Amartya Sen, penerima Nobel Ekonomi tahun 1998, terang-terangan menyatakan “hal 
paling penting yang terjadi dalam abad XX adalah meluasnya fenomena demokrasi sebagai 
bentuk yang diterima oleh banyak pihak” (lihat catatan refleksinya Helen Lok, 1999). 
M asih dalam catatan refleksinya tersebut, H elen Lok memberikan dukungannya dengan 
menyatakan: “meskipun tak ada satu pun sistem yang bisa sempurna, dapat dikatakan 
bahwa demokrasi adalah bentuk paling memungkinkan untuk menjadi basis bagi sebuah 
masyarakat yang manusiawi, dimana dalam hal ini, masyarakat yang melindungi hak-hak 
individual yang menjamin akses pertanggung jawaban dari para pemimpinnya, yang dapat 
meningkatkan ketahanan sosial, politik dan ekonomi seluruh warga negara, serta yang 
memperbolehkan dan bahkan berkepentingan pada dialog terbuka bagi kestabilan 
pembangunan dalam hal prioritas dan nilai-nilai sosial”.I2) 

M enanggapi hal ini, M ansour Fakihf3J menggarisbawahi bahwa “setiap perubahan 
sosial selalu ada persoalan, ke mana visi perubahan sosial tersebut serta mengapa 
perubahan sosial terjadi: yang lebih penting lagi, atas dasar kepentingan siapa perubahan 
terjadi, serta siapa yang akan menikmati perubahan sosial tersebut'. Ketika masalah 
tersebut dikaitkan dengan derasnya tuntutan demokratisasi, maka persoalan perubahan 
sosial adalah bagaimana membuat rakyat sebagai pusat perubahan sosial?. Ini 
mengisyaratkan adanya suatu proses perubahan mendasar dalam suatu formasi sosial, di 
mana rakyat menjadi subjek dan pusat perubahan, yang ujungnya perubahan sosial akan 
melindungi kepentingan mereka. 

Karenanya, wacana demokrasi dengan agenda perubahan penyelenggaraan urusan 
publik menjadi relevan ketika ada semangat untuk mengembalikan 'ruang' yang luas bagi 
publik dalam pemutusan kebijakan publik. Mengapa publik penting dalam proses 
penentuan kebijakan publik, John Clayton T homas (1995) menjawab : 

“when successful, public participation can bring substantial benefits more effective 
public decision, a setisfied and supportive public, and most important, a stronger 
democracy : but when it fals, and it has freguently failed, public participation can leave in 
its wake a dissatisfied and even restrive public, ineffentual decision, and a weakend if not 
faltering democracy" 

Benjamin Barber (1984, 151) menambahkan bahwa pemerintahan baru dapat 
difungsikan jika terjadi demokrasi yang kuat. Barber's menyatakan: 

“strong democracy is defined by politics in the participatory mode : literally, it is 
self-government by citizen rather than representative govememt in the name citizens. 
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Active citizens govenm themselves directly here not necessarily at every level and every 
instance, but freguently enough and in particular when basic policies are being desided 
and when significant power is being deployed” 

Di lain kesempatan, Barber juga menekankan bahwa “strong democracy should 
promote strong citizenship and strong society”. 

Karenanya, keterlibatan rakyat dalam proses penentuan kebijakan publik, terutama 
menyangkut permasalahan yang strategis bagi mereka, tidak dapat ditawar-tawar lagi. 
Perumusan kebijakan publik harus lah dengan matang mempertimbangkan partisipasi 
rakyat. Dengan demikian, pertimbangan pelibatan masyarakat tidak saja terbatas dalam 
proses penyusunan kebijakan, tetapi juga dalam hal kebijakan tersebut dapat 
diimplementasikan untuk kepentingan mereka. 

Pertanyaan lain yang perlu dicarikan jawabannya adalah seberapa besar otoritas 
(keterlibatan) dibagi antara pemerintah dengan warga? dan bagaimana bentuk-bentuk 
keterlibatan publik tersebut?. Jawaban atas pertanyaan pertama sangat lah bergantung 
kepada variasi isunya sendiri. Karena masing-masing isu memiliki keuntungan dan biaya 
yang berbeda-beda ketika publik turut terlibat. Jadi konsekuensinya, langkah pertama 
yang harus diambil adalah mengidentifikasi isu yang muncul sesuai dengan kepentingan 
dan kebutuhan warga serta mengukur sejauh mana warga dapat terlibat dalam setiap isu 
tersebut. 

Menurut Cleveland (1975), Cupps (1977) dam Neikin (1984) ketepatan 
penentuan keterlibatan publik sangat tergantung pada kebutuhan relatif antara kualitas 
dan penerimaan. Karena beberapa isu menekankan pada kebutuhan kualitas, seperti 
konsistensi pada profisional standar, mandat legislatif, batasan anggaran dan sebagainya. 
Sementara itu dilain pihak ada juga isu-isu yang lebih concern pada penerimaan publik, 
seperti preferensi kebutuhan, kualitas pelayanan, dan sebagainya. Dalam hal ini John 
Calyton Thomas (1995) pun menambahkan:”varying in their extent of public 
involvement and influence : autonomous management decision, modified autonomous 
managerial decision, segmented public consultation, unitary public consultation dan 
public decision”. 

M engenai jawaban atas pertanyaan yang kedua, harus lebih awal dipertanyakan 
siapa sebenarnya 'publik' yang relevan terlibat dalam penentuan kebijakan pada isu 
tertentu. John Clayton Thomas(1995) memberikan pandangannya, bahwa yang 
dimaksud dengan relevant public pada suatu isu tersebut adalah warga yang teroraganisir 
maupun yang tidak terorganisir. M ereka merepresentasikan: pertama, sumber informasi 
mengenai preferensi konsumen (warga yang terlayani), atau kedua, potensi-potensi yang 
dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. 


Strategi Penguatan O rganisasi Rakyat: Kontekstual-Sosial sebagai Basis 

Dalam kontek seperti itu, keterlibatan rakyat relatif lebih mudah dan posisinya 
lebih kuat ketika mereka terorganisir dalam satuan institusi sosial. Karena dalam kondisi 
yang terorganisir, maka di satu sisi komunikasi sosial lebih manageable, dan padasisi yang 
lain posisi tawar publik pun relatif lebih kuat. Karenanya, mapannya institusi-institusi 
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sosial tersebut, kekuatan-kekuatan individual dapat terakumulasi menjadi kekuatan publik 
secara kolektif, begitu juga biaya-biaya individual dapat ditanggung secara kolektif. 

Contohnya, pada kondisi relevant public yang hanya terdiri dari satu institusi, 
maka pertemuan rutin di antara mereka menjadi bentuk yang relevan sebagai arena 
keterlibatan mereka dalam mempengaruhi keputusan publik, selain menjadi arena 
komunikasi sesama mereka. Pada kondisi relevant public terdiri dari satu institusi atau 
lebih, pertemuan rutin di masing-masing institusi masih cukup relevan dilakukan sebagai 
arena keterlibatan warga. Tetapi, harus diingat, arena yang berbeda juga akan 
menghasilkan rekomendasi yang berbeda pula. Karenanya, dalam kondisi seperti itu 
sebaiknya ada 'arena bersama yang dapat digunakan sebagai “arena transaksi' dari berbagai 
institusi sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kejadiannya akan menjadi 
rumit ketika tidak ada institusi atau organisasi sosia pada relevant public, oleh karena 
dalam kondisi seperti itu tidak ada 'arena' untuk keterlibatan rakyat dalam mempengaruhi 
keputusan publik. Selain itu, juga dikarenakan tidak adanya saluran komunikasi di antara 
mereka. Dalam kondisi seperti itu, public hearing menjadi pilihan yang relevan. 

Nilai strategis keberadaan sebuah organisasi rakyat, sebagai satu institusi sosial, 
adalah untuk menjamin (mempermudah) keterlibatan rakyat dalam proses penentuan 
kebijakan publik. Selanjutnya, yang penting adalah bagaimana mendorong lahirnya (atau 
memperkuat keberadaan) institusi-institusi yang berbasis pada warga. Untuk memperoleh 
jawaban atas pertanyaan tersebut, permasalahan social contect perlu difahami terlebih 
dahulu. Karena, kalau kita hendak membangun institusi berbasis rakyat, maka langkah 
pertama adalah memahami kontekstual-sosial di mana kita akan mendorong lahirnya 
(kuatnya) institusi-institusi tersbut. 

Karena begitu luasnya variasi konteks sosial di Indonesia, maka saya hanya akan 
mengulas prinsip-prinsip atau karakteristik dasar untuk memahami hal tersebut, sejak dari 
pemahaman atas stuktur sosial, determinan-determinan sosial, integrator-integrator sosial, 
dinamika sosial, sampai pada persepsi sosial terhadap lingkungannya. 


Struktur Sosial 

Struktur di dalam suatu komunitas terdiri dari individu-individu yang tergabung 
dalam keluarga-keluarga, kedompok-kelompok dan tergabung lagi dalam institusi- 
institusi. Institusi tersebut bersama-sama dan secara menyeluruh membentuk apa yang 
dinamakan komunitas. Namun dalam konteks pembangunan, posisi dan peranan masing- 
masing unsur dari Struktur tersebut akan mengarah kepada tujuan-tujuan tertentu pula, 
atau dikatakan bahwa seluruh sistem sosialnya adalah goal oriented. M aka jika mengacu 
pada tujuan masyarakat seperti dimaksudkan, diperlukan pengelompokan kembali 
elemen-elemen struktural yang tadi disebut. Pengelompokan baru ini harus dapat 
mencerminkan suatu konsistensi dalam interrelasinya, agar terwujud suatu model sistem 
sosial dengan bentuk dan fungsi sebagai (semacam) management-models yang menjamin 
tercapainya pemenuhan kebutuhan kolektif. Sudah jelas bahwa posisi dan peranan 
masing-masing individu keluarga, keompok, institusi tidak berkurang dalam arti dan 
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maknanya, akan tetapi peranan-peranan institusional, yang terutama terarah dalam 
pembangunan. 

Dalam hal ini, yang harus menjadi fokus perhatian adalah apa saja determinan- 
determinan yang mempengaruhi struktur sosial tersebut. John S. Nimpoeno (1980) 
menyatakan bahwa determinan tersebut adalah input atau masukan kepada sistem sosial 
yang diperlukan untuk berfungsinya sistem, seperti aspek ideologis, yang menjadi dasar 
pendorong landasan tata nilai dan norma yang menunjang, aspek teknis, yang mendorong 
dan memotivasikan kegiatan-kegiatan supaya berjalan secara efektif, dan aspek 
administartif, yang mendorong dan memperlancar usaha-usaha ke arah efisiensi. 


Integrator-integrator Sosial 

Komunitas sebagai sistem teritorial dan sosial menunjukan adanya interaksi antara 
komponen-komponennya yang bermakna dan berarti. Kelancaran dan komponennya ini 
dicapai melalui intergrator-integrator sosial. Yaitu berbagai macam bentuk dan 
komunikasi sosial yang terlembaga dalam masyarakat yang bersangkutan, cara dan bentuk 
lain yang secara kultural menjadi kedaziman untuk mengekspresikan diri sebagai pelaku 
dalam sistem sosial yang ada. Integrator-integrator ini banyak berakar dalam kebudayaan, 
sehingga tidak mungkin diabaikan sebagai faktor penyatu dari masyarakat setempat. Jika 
integrator tersebut berakar dalam kebudayaan, maka tidak mungkin integrator yang 
berlaku ini dengan sengaja atau paksaan dirubah sekaligus, oleh karena mungkin akan 
melahirkan social chaos. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penting juga untuk menyoroti tingkah laku sosial, 
oleh karena tingkah laku tersebut selalu mempunyai penyebab, motif dan tujan tertentu, 
seperti di atas tadi sudah dijelaskan. M aka, perubahan-perubahan pada sebab, motif atau 
tujuannya akan berpengaruh juga pada formasi sosial yang terjadi secara otomatis, yang 
akan berpengaruh juga pada strategi penguatan institusi dalam sistem sosial tersebut. 
Motif dan tujuan tersebut dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal, oleh karena 
kondisi internal dan eksternal berhubungan timbal balik dari suatu sistem sosial. Pada 
umumnya faktor internal merujuk pada kebutuhan-kebutuhan tertentu pada suatu saat, 
khsususnya menurut tingkat desakannya. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksudkan dapat 
bersifat fisik-biologis, sosial maupun psikologis. Faktor eksternal pada umumnya 
menggambarkan tantangan dan ancaman yang berasal dari lingkungan. Stimulan yang 
kompleks ini juga dapat bersifat fisik-biologis, sosial maupun psikologi. 

Faktor-faktor internal dan eksternal itu akan memberikan arah kepada tingkah 
laku si pelaku, sebab obyek yang menjadi tujuannya itu tentunya merupakan fungsi dari 
kebutuhan yang ada berserta tantangan lingkungan yang mendesaknya. N amun, seberapa 
jauh si pelaku dapat maju ke dapan menedekati objek tujuan, itu masih tergantung dari 
potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya (social self), dimana social self sendiri 
tergantung pada struktur dan kondisi territorial, serta struktur dan dinamika sosial. 
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Persepsi Sosial Terhadap Lingkungan 

Secara kualitatif dan kuantitatif, meluasnya tantangan lingkungan yang disertai 
peningkatan kebutuhan menuntut pula suatu peningkatan dari social self. Perubahahan 
identitas sosial tersebut akan merubah persepsi sosial terhadap lingkungannya. 
Lingkungan masyarakat tidak saja merupakan sumber segala macam tantangan, tetapi 
juga sekaligus menjadi wilayah sumber-sumber yang dapat memenuhi kebutuhannya. 
Bagaimana lingkungan tersebut dipersepsikan sangat tergantung pada social self. Persepsi 
atas lingkungan penting ketika mempengaruhi formasi modal sosial yang terjadi. Karena 
formasi modal sosial pada akhirnya juga mempengaruhi pilihan strategi penguatan 
institusi-institusi yang berada di dalam lingkungan yang dipersepsikan tersebut. D alam 
hal ini, John S. Nimpoeno (1980) mengklasifikasi persepsi sosial terhadap lingkungannya 
menjadi empat klasifikasi sebagai berikut: 

a. Lingkungan 'seadanya' (randinized, placid environment): di dalam lingkungan ini 
segala tantangan dan sumber kebutuhan tidak berubah dan terdistribusikan 'at 
random'. Justru karena situasi “seadanya' ini dan yang berstruktur tenang, maka 
masyarakat pada tingkat persepsi ini cenderung untuk bergerak maju 'at random' 
pula atau tanpa memerlukan pemikiran dan perencanaan. 

b. Placid, clustered environment. Lingkungan ini dapat dipersepsikan oleh 
masyarakat yang dapat membedakan faktor-faktor lain di samping adanya sumber- 
sumber pendapatan dan tantangan-tantangan. Sumber dan tantangan dilihat 
sebagai cluster/pengelompokan yang memiliki nilai tertentu, misalanya : “wilayah 
yang menghasilkan dengan aman”, “ wilayah yang tidak menghasilkan walaupun 
aman”, “wilayah yang menghasilkan tetapi berbahaya” dan “wilayah yang tidak 
menghasilkan dan tidak aman”. Untuk bergerak maju dalam lingkungan seperti ini 
diperlukan pemikiran, pertimbangan dan juga organisasi. Atau dengan kata lain, 
diperlukan konsentrasi sumber daya operasional, ketaatan terhadap rencana umum 
dan pengembangan sistem-wewenang yang jelas, agar dapat mencapai tujuan. 
Masyarakat akan bertendensi untuk menyusun dirinya dalam pengorganisasian 
yang cukup rumit, dengan hirarki yang ketat dan dengan kontrol serta kondisi 
yang dipusatkan secara sentral. 

c. Distrubed-reaktive environment: corak ini agak sama dengan tipe b, namun 
adanya kelompok-kelompok sosial lain, yang bergerak di dalam lingkungan yang 
sama. Gerakan kelompok-kelompok lain dapat dipersepsikan sebagai gangguan. 
Khususnya sebagai saingan kalau mempunyai tujuan sama dengan masyarakat itu 
sendiri. Jadi lingkungan tersebut tidak bersifat statis tenang meainkan 
memperlihatkan juga reaksi-reaksi terhadap gerakan masyarakat itu oleh 
kelompok-kelompok saingan tadi. Dengan demikian, gerakan maju masyarakat 
tidak hanya ditentukan oleh lokasi-lokasi lingkungan yang menguntungkan atau 
membahayakan, meainkan juga dipengaruhi oleh kapitalis dan kekuatan 
masyarakat itu untuk bergerak menurut rencana tertentu, yang mengindahkan 
saingan-saingan yang mempunyai kekuatan dan rencana juga. 
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d. Distrubed Turbulent Field : lingkungan dipersepsikan sebagai sesuatu yang sangat 
kompleks dan dinamis. Berbeda dengan tipe c, dimana dinamika ditimbulkan oleh 
adanya intraksi antar kelompok-kelompok yang saling bersaing, maka tipe ini 
lingkunganya sendiri yang selalu berubah dan bergolak, disamping adanya 
interaksi antar berbagai kelompok sosial. 


Mengingat pelbagai pertimbangan kontekstual-sosial tersebut, maka strategi 
pendekatan untuk peguatan institusi berbasis warga tidak bisa digeneralisir. Yang jelas 
(jangan sampai terlupakan), langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperkuat 
institusi berbasis warga adalah mengi dentifikasi dan memahami situasi kontektual-sosial 
dimana penguatan institusi tersebut dilakukan. Secara lebih sistematis, Norman U phoff 
(1986) menjelaskan aspek-aspek (strategi) yang dapat dilakukan untuk mendorong 
penguatan institusi lokal, sangat tergantung pada kontekstual-sosial yang ada. Aspek-aspek 
tersebut diantaranya adalah :Pertama, Dukungan (Support), dimana bentuk dukungan 
terhadap sistem sosial yang ada sangat bervariasi. M enurut U phoff, setidak-tidaknya ada 
tiga model dukungan yang bisa dilakukan, yaitu: Pertama, 'Existing Local Institutional ': 
Source of Initiative Strong - Weak, Local - Asistance, Shared - Facilitation, Outside - 
Promotion. Kedua, M endorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bentuk dan 
aspek ini sangat beragam, mulai dari pendidikan, pelatihan sampai pada pembelajaran dari 
proses (learning by doing) yang mungkin akan terjadi peningkatan kapasitas ketika 
dihadapkan pada benturan-benturan "yang dialaminya. Ketiga, Penguatan legitimasi dan 
kapasitas institusi, seperti penguatan responsibilitas dan transparansi pada konstituennya, 
'chanelling dari berbagai pihak yang mempunyai hubungan kepentingan baik secara 
langsung maupun tidak langsung, penguatan jaringan informasi dan komunikasi, dan 
sebagainya. Keempat, Penguatan manajemen mobilisasi sumber daya (resources 
mobilization management).IJ 
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H and-O ut 03 
TEHNIK AGITASI, PROPAGANDA & RETORIKA 


(1) Pemikiran Plekhanov & Lenin: Tentang Agitasi & Propaganda? 

Menurut kamus Oxford, mengagitasi adalah “membangkitkan perhatian 
(toexcite) atau mendorong (Stir it up)", sedangkan propaganda adalah sebuah “rencana 
sistematis atau gerakan bersama untuk penyebarluasan suatu keyakinan atau doktrin. 
Definisi ini bukan merupakan titik pijak yang buruk. Agitasi memfokuskan diri pada 
sebuah isu aktual, berupaya 'mendorong' suatu tindakan terhadap isu tersebut. 
Propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-gagasan secara terinci dan lebih 
sistematis. 

Seorang marxis perintis di Rusia, Plekhanov, menunjukkan sebuah konsekuensi 
yang penting dari pembedaan ini. “Seorang propagandis menyajikan banyak gagasan ke 
satu atau sedikit orang, seorang agitator menyajikan hanya satu atau sedikit gagasan, tetapi 
menyajikannya ke sejumlah besar orang (a mass of people)”. Seperti semua generalisasi 
yang seperti itu, pernyataan di atas jangan dipahami secara sangat harfiah. Propaganda, 
dalam keadaan yang menguntungkan, bisa meraih ribuan atau puluhan ribu orang. Dan 
'sejumlah besar orang' yang dicapai oleh agitasi jumlahnya sangat tidak tetap. Sekalipun 
demikian, inti dari pernyataan Plekhanov itu memiliki landasan yang kuat (sound). 


Banyak gagasan ke sedikit orang 
Lenin, dalam What is to be done mengembangkan gagasan ini: "Seorang propagandis 
yang, katakanlah, berurusan dengan persoalan pengangguran, mesti menjelaskan watak 
kapitalistis dari krisis, sebab dari tak terhindarkannya krisis dalam masyarakat modern, 
kebutuhan untuk mentransformasikan masyarakat ini menjadi sebuah masyarakat sosialis, 
dsb. Secara singkat, ia mesti menyajikan “banyak gagasan”, betul-betul sangat banyak, 
sehingga gagasan itu akan dipahami sebagai suatu keseuruhan yang integral oleh (secara 
komparatif) sedikit orang. M eskipun demikian, seorang agitator, yang berbicara mengenai 
persoalan yang sama, akan mengambil sebagai sebuah ilustrasi, kematian anggota keluarga 
seorang buruh karena kelaparan, peningkatan pemelaratan (impoverishment) dsb., dan 
penggunaan fakta ini, yang diketahui oleh semua orang, akan mengarahkan upayanya 
menjadi penyajian sebuah gagasan tunggal ke “massa”. Sebagai akibatnya, seorang 
propagandis bekerja terutama dengan mamakai bahasa cetak: seorang agitator dengan 
memakai bahasa lisan." 

Mengenai pokok pikiran yang terakhir, Lenin keliru, karena ia terlalu berat- 
sebelah. Seperti yang ia sendiri nyatakan, sebelum dan sesudah ia menulis pernyataan di 
atas, sebuah surat kabar revolusioner bisa dan mesti menjadi agitator yang paling efektif. 
Tetapi ini merupakan masalah sekunder. H al yang penting adalah bahwa agitasi, apakah 
secara lisan atau tertulis, tidak berupaya menjelaskan segala sesuatu. Jadi kita menyatakan, 


diberi tanda baca oleh Einde OCallaghan untuk Marxists Internet Archive. Oleh: Duncan Hallas 
(September 1984) 
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dan mesti menyatakan, bahwa para individu buruh tambang yang menggunakan 
pengadilan kapitalis untuk melawan NUM adalah buruh pengkhianat, bajingan (villains), 
dipandang dari segi perjuangan sekarang ini: betul-betul terpisah dari argumen umum 
tentang watak negara kapitalis. Tentu kita akan mengajukan argumen, tetapi kita 
berupaya "membangkitkan perhatian”, 'mendorong', "membangkitkan rasa tidak senang 
dan kemarahan' terhadap pengadilan di sebanyak mungkin buruh. Ini mencakup mereka 
(mayoritas besar) yang belum menerima gagasan bahwa negara, negara apapun dan 
pengadilannya, pasti merupakan sebuah instrumen dari kekuasaan kelas. 

Atau ambil sebuah contoh lain. Lenin berbicara tentang “ketidakadilan yang 
amat parah” (crying injustice). Namun, sebagai seorang pengikut M arx yang mendalam, 
ia betul-betul mengetahui bahwa tidak ada “keadilan” atau 'ketidakadilan' yang terlepas 
dari kepentingan kelas. Di sini, ia menunjuk dan berseru pada kontradiksi antara konsep 
'keadilan' (justice or “fairness) yang dipromosikan oleh para ideolog masyarakat kapitalis 
dengan realitas yang terekspos dalam perjalanan perjuangan kelas. Dan hal itu mutlak 
benar dari sudut pandang agitasi. 

Seorang propagandis, tentu saja, mesti menyelidiki secara lebih mendalam, mesti 
meneliti konsep keadilan, perkembangan dan transformasinya melalui berbagai 
masyarakat berkelas yang berbeda, isi kelasnya yang tak terhindarkan. Tetapi hal itu 
bukan merupakan tujuan utama dari agitasi. Para 'marxis yang tidak memahami 
pembedaan ini menjadi korban dari ideologi borjuis, menjadi korban dari generalisasi 
yang lepas dari konteks waktu (timeless generalisations), yang mencerminkan masyarakat 
berkelas yang diidealisasikan. Yang paling penting, mereka tidak memahami secara 
konkrit bagaimana sebenarnya sikap kelas buruh berubah. M ereka tidak memahami peran 
pengalaman, sebagai contoh, pengalaman tentang peran polisi dalam pemogokan para 
buruh tambang. M ereka tidak memahami perbedaan antara agitasi dan propaganda. 

Kedua hal itu penting, sangat diperlukan, tetapi keduanya tidak selalu bisa 
dikerjakan. Agitasi memerlukan kekuatan yang lebih besar. Tentu saja seorang individu 
terkadang bisa mengagitasi sebuah keluhan tertentu secara efektif, katakanlah, keluhan 
mengenai kurangnya sabun atau tissue toilet yang layak di sebuah tempat kerja tertentu, 
tetapi sebuah agitasi yang luas dengan sebuah fokus yang umum tidaklah mungkin tanpa 
sejumlah besar orang yang ditugaskan dengan pantas untuk melaksanakannya, tanpa 
sebuah partai. 

Jadi apa pentingnya pembedaan tersebut sekarang ini? Untuk sebagian besar, 
para sosialis di Inggris tidak berbicara ke ribuan atau puluhan ribu orang. Kita sedang 
berbicara ke sejumlah kecil orang, biasanya berupaya meyakinkan mereka (to win them) 
melalui politik sosialis yang umum, dan bukan melalui agitasi massa. Jadi apa yang kita 
usulkan (arguing) pada dasarnya adalah propaganda. Tetapi di sinilah kebingungan 
muncul. Karena terdapat lebih dari satu jenis propaganda. Ada sebuah pembedaan antara 
propaganda abstrak dan jenis propaganda yang diharapkan dapat mengarah ke suatu 
aktivitas, yaitu propaganda yang konkrit atau realistik. 

Propaganda abstrak memunculkan gagasan yang secara formal benar, tetapi tidak 
terkait dengan perjuangan atau dengan tingkat kesadaran yang ada di antara mereka yang 
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menjadi sasaran dari penyebaran gagasan itu. Sebagai contoh, menyatakan bahwa di 
bawah sosialisme sistem upah akan dihapuskan adalah mutlak benar, menempatkan 
usulan yang seperti itu kepada para buruh sekarang ini bukanlah agitasi, melainkan 
propaganda dalam bentuk yang paling abstrak. Begitu pula, usulan terus-menerus 
(constant demand) untuk sebuah pemogokan umum, terlepas dari apakah prospek untuk 
melakukannya bersifat riil dalam situasi yang sekarang, mengarah tidak ke agitasi, 
melainkan kepenarikan diri (abstaining) dari perjuangan yang riil di sini dan sekarang. 

Di sisi lain, propaganda realistis berpijak dari asumsi bahwa kelompok-kelompok 
sosialis yang kecil tidak dapat secara meyakinkan mempengaruhi kedompok-kelompok 
buruh yang besar sekarang ini di hampir setiap keadaan. Tetapi hal itu juga 
mengasumsikan bahwa terdapat argumen tentang isu-isu spesifik, yang dapat dicoba 
untuk dibangun oleh para sosialis. Jadi seorang propagandis realistis di sebuah pabrik 
tidak akan mengusulkan penghapusan sistem upah. Ia (laki-laki atau perempuan) akan 
mengusulkan serangkaian tuntutan yang diharapkan dapat mengarahkan perjuangan ke 
kemenangan, dan sudah tentu melebihi kemenangan kecil (tokens) yang diberikan oleh 
bikorasi serikat buruh. Jadi mereka akan mengusulkan, misalnya, peningkatan ongkos 
rata-rata setiap produk (a flat rate increase), pemogokan mati-matian dengan tuntutan 
penuh (the full claim, all out...strike) dan bukan pemogokan yang selektif, dsb. 

M enyembangkan agitasi dengan propaganda secara benar (Getting the balance 
right). Semua ini bukanlah agitasi dalam arti yang dibicarakan oleh Lenin, hal itu adalah 
satu atau dua orang sosialis yang memunculkan serangkaian gagasan tentang bagaimana 
untuk menang. Tetapi hal itu juga bukan propaganda abstrak karena hal itu terkait 
dengan sebuah perjuangan yang riil dan karenanya bisa terkait dengan minoritas buruh 
yang cukup besar di suatu wilayah. Ini berarti bahwa propaganda realistis dapat 
membangun hubungan (strike a chord) dengan sekelompok orang yang jauh lebih besar 
daripada mereka yang sepenuhnya terbuka untuk gagasan-gagasan sosialis. Bahwa 
sekarang ini hanya sekelompok orang yang sangat kecil yang akan terbuka untuk semua 
gagasan-gagasan sosialisme. Kelompok yang lebih besar tidak akan seperti itu, tetapi masih 
bisa menerima banyak propaganda dari kaum sosialis untuk tidak mempercayai para 
pejabat, untuk mengorganisir di lapisan bawah (the rank and file) dan sebagainya. 

Pentingnya pembedaan ini ada dua (twofold). Para sosialis yang mempercayai 
bahwa mereka harus melakukan propaganda di kelompok-kelompok diskusi mereka yang 
kecil, dan mengagitasi di tempat kerja mereka, sangat mungkin menaksir terlalu tinggi 
(overestimate) pengaruh mereka di sejumlah besar buruh dan dengan demikian 
kehilangan kesempatan untuk membangun basis di sekitar sejumlah kecil pendukung. 
M ereka yang percaya bahwa mereka hanya harus melakukan propaganda abstrak dalam 
diskusi-diskusi mereka dengan para sosialis yang lain dan di tempat kerja mereka bisa 
mengambil sikap menarik diri ketika perjuangan yang riil benar-benar meletus. 

Dengan melakukan propaganda realistis pada sebuah periode di mana agitasi 
massa secara Umum tidak mungkin, kaum sosialis akan jauh lebih mungkin untuk dapat 
menghindari kedua jebakan tersebut. 
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(21 Teknik Agitasi & Propaganda 
Pengantar 

Istilah agitasi, propaganda, dan retorika atau orang sering menyebutnya AGITOP 
(Agitasi, Orasi dan Propaganda) adalah bagian dari “cara” berkomunikasi. Sebetulnya ada 
banyak cara berkomunikasi lainya seperti penerangan, jurnalistik, humas, publisitas, 
pameran, dil. Seperti apa yang menjadi tujuan umum dari komunikasi maka AGITOP 
ditujukan juga untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang lain seperti yang 
diharapkan oleh komunikator (pengirim pesan). 

Karena terkait masalah perilaku individu dalam situasi sosial, AGITOP tidak 
lepas dari masalah psikologi sosial. AGIT OP akan menjadi efektif apabila disertai dengan 
pemahaman atas faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi sikap, 
maupun perilaku individu maupun kelompok. Faktor internal seperti kepribadian, sistem 
nilai, motivasi, serta sikap terhadap sesuatu yang ada disekitarnya, sedangkan secara 
eksternal dipengaruhi oleh sistem nilai yang hidup ditengah masyarakat, kondisi 
lingkungan alam, tata ruang dan kondisi sosial ekonomi. 

AGITOP menjadi penting bagi organisasi masyarakat (ormas) maupun partai 
politik (parpol) hingga perusahaan komersial sekalipun karena menyangkut upaya-upaya 
untuk mecapai kemenangan maupun mempengaruhi sikap, pendapat maupun perilaku 
dari pihak-pihak lain baik itu pihak musuh (politik, ideologi, saingan bisnis), pihak netral 
maupun kawan. Bagi ormas atau Parpol, muara dari AGITOP ditujukan bagi sasaran 
pencapaian ke arah cita-cita perubahan sosial dari ideologi ormas, atau parpol yang 
bersangkutan. 

Seorang Komunikator (agitator, propagandator, ataupun orator) yang baik, 
setidak-tidaknya harus mengerti unsur-unsur dasar komunikasi. Pakar komunikasi H arold 
Lasswell (1972) menyebutnya dalam pertanyaan: W ho Says What In Which Channed To 
Whom With What Effect ?. (Siapa mengatakan apa mealui apa untuk siapa dan 
pengaruhnya apa ?). Siapa (Komunikator), mengatakan apa (Pesan), melalui apa (M edia), 
untuk siapa (komunikan/penerima pesan), pengaruhnya apa (efek). Analisa yang 
mendalam terhadap unsur-unsur komunikasi diatas juga akan turut mempertajam strategi 
komunikasi bagi sebuah organisasi. 


Agitasi 

Dalam makna denotatifnya, agitasi berarti hasutan kepada orang banyak untuk 
mengadakan huru-hara, pemberontakan dan lain sebagainya. Kegiatan ini biasanya 
dilakukan oleh tokoh/aktivis partai politik, ormas dan lain sebagainya dalam sesi pidato 
maupun tulisan. Dalam praktek, dikarenakan kegiatan agitasi yang cenderung 
“menghasut” maka seringkali disebut sebagai kegiatan “provokasi” atau sebagai perbuatan 
untuk membangkitkan kemarahan. Bentuk agitasi sebetulnya bisa dilakukan secara 
individual maupun dalam basis kedompok (massa). 

Beberapa perilaku kolektif yang dapat dijadikan sebagai pemicu dalam proses 
agitasi adalah : 
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1. Perbedaan kepentingan, seperti misalnya isu SARA (Suku, Agama, Ras). Perbedaan 
kepentingan ini bisa menjadi titik awal keresahan masyarakat yang dapat dipicu 
dalam proses agitasi 

2. Ketegangan sosial, ketegangan sosial biasanya timbul sebagai pertentangan antar 
kelompok baik wilayah, antar suku, agama, maupun pertentangan antara 
pemerintah dengan rakyat. 

3. Tumbuh dan menyebarnya keyakinan untuk melakukan aksi, ketika kelompok 
merasa dirugikan oleh kelompok lainya, memungkinkan timbul dendam kesumat 
dalam dirinya. H al ini bisa menimbulkan keyakinan untuk dapat mdakukan suatu 
aksi bersama, 


Dalam politik, ketiga perilaku kolektif diatas akan menjadi ledakan sosial apabila 
ada faktor penggerak (provokator)nya. Misalnya ketidakpuasan rakyat kecil terhadap 
kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada mereka juga bisa menjadi sebuah alat 
pemicu yang efektif untuk mendongke sebuah rezim. Dalam tahap selanjutnya, 
mobilisasi massa akan terbentuk apabila ledakan sosial yang muncul dapat memancing 
solidaritas massa. H ingga pada eskalasi tertentu mebisa munculkan kondisi collaps. D alam 
proses agitasi pemahaman perilaku massa menjadi penting. Agar agitasi dapat dilakukan 
secara efektif maka perlu diperhatikan sifat orang-orang dalam kelompok(massa) seperti : 
massa yang cenderung tidak rasional, mudah tersugesti, emosional, lebih berani 
mengambil resiko, tidak bermoral. Kemampuan seorang agitator untuk mengontrol emosi 
massa menjadi kunci dari keberhasilan proses agitasi massa. Sedangkan pendekatan 
hubungan interpersonal merupakan kunci sukses dalam agitasi individu. 


Propaganda 
Propaganda sendiri berarti penerangan ( paham, pendapat, dsb) yang benar atau 
salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang lain agar menganut suatu 
aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Kegiatan propaganda ini banyak dipakai oleh 
berbagai macam organisasi baik itu orgnisasi massa, parpol, hingga perusahaan yang 
berorientasi profit sekalipun baik kepada kawan, lawan maupun pihak netral. Propaganda 
juga merupakan inti dari kegiatan perang urat syaraf (nerve warfare) baik itu berupa 
perang ideologi, politik, ide, kata-kata, kecerdasan, dll. Kegiatan propaganda menurut 
bentuknya seringkali digolongkan dalam dua jenis, yaitu propaganda terbuka dan 
tertutup. Propaganda terbuka ini dilakukan dengan mengungkapkan sumber, kegiatan 
dan tujuannya secara terbuka. Sebaliknya, propaganda tertutup dilakukan dengan 
menyembunyikan sumber kegiatan dan tujuannya. 
Para pakar organisasi menggolongkan 3 (tiga) jenis model propaganda. M enurut 
W illiam E Daugherty, ada 3 (tiga) jenis propaganda : 
1. Propaganda putih (white propaganda ), yaitu propaganda yang diketahui 
sumbernya secara jelas, atau sering disebut sebagai propaganda terbuka. M isalnya 
propaganda secara terang-terangan melalui media massa. Biasanya propaganda 
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terbuka ini juga dibalas dengan propaganda dari pihak lainya (counter 
propaganda). 


. Propaganda Hitam (black propaganda), yaitu propaganda yang menyebutkan 


sumbernya tapi bukan sumber yang sebenarnya. Sifatnya terselubung sehingga 
alamat yang dituju sebagai sumbernya tidak jelas. 


. Propaganda abu-abu (gray propaganda), yaitu propaganda yang mengaburkan 


proses indentifikasi sumbernya. 


Penerbit Harcourt, Brace and Company menyebarkan publikasi berjudul The 


Fine Art of Propaganda atau yang sering disebut sebagai the Device of Propaganda 
(muslihat propaganda) yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis propaganda sebagai berikut : 
1. Penggunaan nama ejekan, yaitu memberikan nama-nama ejekan kepada suatu ide, 


kepercayaan, jabatan, kelompok bangsa, ras dil agar khalayak menolak atau 
mencercanya tanpa mengkaji kebenaranya. 


. Penggunaan kata-kata muluk, yaitu memberikan istilah muluk dengan tujuan agar 


khalayak menerima dan menyetujuinya tanpa upaya memeriksa kebenaranya. 


. Pengalihan, yaitu dengan menggunakan otoritas atau prestise yang mengandung 


nilai kehormatan yang dialihkan kepada sesuatu agar khalayak menerimanya. 


. Pengutipan, yaitu dilakukan dengan cara mengutip kata-kata orang terkenal 


mengenai baik tidaknya suatu ide atau produk, dengan tujuan agar publik 
mengikutinya. 


. Perendahan diri, yaitu teknik propaganda untuk memikat simpati khalayak dengan 


meyakinkan bahwa seseorang dan gagasannya itu baik. 


. Pemalsuan, yaitu dilakukan dengan cara menutup-nutupi hal-hal yang faktual atau 


sesungguhnya dengan mengemukakan bukti-bukti palsu sehingga khalayak 
terkecoh. 


. Hura-hura, yaitu propaganda dengan melakukan ajakan khalayak secara beramai- 


ramai menyetujui suatu gagasan atau program dengan terlebih dahulu meyakinkan 
bahwa yang lainya telah menyetujui. 


Seperti halnya komunikasi lainya maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 


dalam melakukan propaganda : 


1. 
Z 


Siapa yang dijadikan sasaran propaganda, kawan, lawan, atau pihak netral 

Media apa yang akan dipergunakan, surat kabar, radio, majalah, televisi, sms, 
buku, film, pamlet, poster dll. Untuk musuh misalnya melalui desas-desus dan 
pihak netral dengan negosiasi atau diplomasi 


. Pesan apayang akan disebarkan 
. Apa yang menjadi tujuan dari propaganda, misalnya ketakutan, kekacauan, 


ketidakpercayaan dsb. 
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(31 Tehnik Retorika 

Retorika menurut arti katanya adalah ilmu bicara (rhetorica). M enurut Cleanth 
Brooks dan Robert Penn Warren adalah seni penggunaan bahasa secara efektif. Namun 
sebagian besar pakar komunikasi mengartikan retorika tidak hanya menyangkut pidato 
(public speaking), tapi juga termasuk seni menulis. M enurut A. H itler hakekat retorika 
adalah senjata psikis untuk untuk memelihara massa dalam keadaan perbudakan psikis. 
Retorika sebagai seni berbicara sudah dipelajari sejak abad ke lima sebelum masehi, yaitu 
sejak kaum Sophis di Yunani mengajarkan pengetahuan mengenai politik dan 
pemerintahan dengan penekanan utama dalam kemampuan berpidato. Georgias (480-370 
SM ) sebagai tokoh aliran Sophisme menyatakan kebenaran suatu pendapat hanya dapat 
dibuktikan jika tercapai kemenangan dalam pembicaraan. 

Namun karena dalam praktek retorika lebih cenderung dimaksudkan untuk 
memutarbalikan fakta demi kemenangan, maka Plato mendirikan akademia sebagai proses 
pencarian kebenaran dengan pengembangan thesa dan antithesa. M enurut Plato sendiri 
retorika bertujuan untuk memberikan kemampuan menggunakan bahasa yang sempurna 
dan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan dalam 
terutama dalam bidang politik. Menurut Effendy, dengan mencontohkan pada figur 
Bung Karno, seorang orator politik yang baik setidak-tidaknya harus memiliki tiga 
prasyarat sebagai berikut: Ethos, kredibilitas sumber. Pathos, menunjukan imbauan 
emosional. Logos, menunjukan imbauan logis. Menurut teori, setidaknya ada empat 
bagian dalam pidato: 

1. Exordium (kepala), adalah bagian pendahuluan. Fungsinya sebagai pengantar ke arah 
pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk menyiapkan mental para 
hadirin. Yang terpenting adalah membangkitkan perhatian. Beberapa cara untuk 
mengundang perhatian adalah sebagai berikut : M engemukakan kutipan, mengajukan 
pertanyaan, menyajikan ilustasi yang spesifik, memberikan fakta yang mengejutkan, 
menyajikan hal yang mengundang rasa manusiawi, mengetengahkan pengalaman yang 
ganjil. Tentu dari sekian cara tersebut juga harus disesuaikan dengan latar belakang 
kebudayaan dan pendidikan. 

2. Proteis (Punggung), adalah bagian pokok pembahasan yang ditampilkan dengan 
terlebih dahulu mengemukakan latar belakangnya. 

3. Argumenta (Perut), adalah batang tubuh dari pidato yang merupakan satu kesatuan 
dengan punggung atau pokok pembahasan. Argumenta adalah alasan yang 
mendukung hal-hal yang dikemukakanpada bagian protesis. 

4. Conduso (ekor), adalah bagian akhir dari naskah pidato yang merupakan kesimpulan 
dari uraian keseluruhan sebelumnya. Konklusia adalah merupakan sebuah penegasan, 
hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi si orator. Ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dalam menyusun conclusio: jangan mengemukankan fakta baru, 
jangan menggunakan kata-kata mubazir, jangan menampilkan hal-hal yang 


menimbulkan antiklimaks.IJ 

Catatan: Pidato dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan teks dan tanpa teks. Namun semuanya 
harus tetap dipersiapkan dengan baik. Pepatah tua mengatakan “Gui agendit sine labore desendit sine honore" 
(siapa yang naik tanpa kerja, akan turun tanpa penghormatan". 
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H and-O ut 04 
TEHNIK ADVOKASI DASAR 


D efinisi Advokasi 


Advocate dalam bahasa Inggris dapat berarti menganjurkan, memajukan (to promote), 
menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan 
melakukan “perubahan' secara terorganisir dan sistematis. 

M enurut M ansour Fagih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir 
untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik 
secara bertahap-maju (incremental). 

Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses 
atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil 
akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. 

Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis 
dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu 
masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan 
publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. 


Pijakan Advokasi 


Dalam literature sosial, advokasi secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian 
gerakan sistemik, terorganisir, yang dilakukan dengan sadar, untuk mendorong 
perubahan sosial dalam kerangka system yang ada. 

Yang menjadi pusat pijakan advokasi adalah nilai-nilai keadilan, kebenaran, 
accountability, transparansi, dan nilai-nilai luhur lainnya. 


Jenis Advokasi 


Advokasi secara umum dibagi menjadi dua, pertama advokasi litigasi. Kedua, advokasi 
nonlitigasi. 

Yang dimaksud dengan advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan sampai ke 
pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti atau resmi. Advokasi 
litigasi memiliki beberapa bentuk seperti class-action, judicial review, dan legal 
standing. 

Sedangkan advokasi nonlitigasi dapat berupa pengorganisasian masyarakat, negosiasi, 
desakan massa (demosntrasi, mogok makan, pendudukan, dan lainnya) untuk 
memperjuangkan haknya 


Sistem H ukum D alam Advokasi 


Pertama, isi hukum (content of law) yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu 
kebijakan yang tertuang dalam bentuk UU, PP, Keppres dan lain sebagainya atau 
karena adanya “kesepakatan umum' (konvensi) tidak tertulis yang dititikberatkan pada 
naskah (teks) hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku. 
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Kedua, tata laksana hukum (structure of law) yang merupakan seperangkat 
kelembagaan dan peaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini 
tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi, partai politik dll) 
dan para aparat peaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat 
pemerintah, anggota parlemen). 

Ketiga, adalah budaya hukum (culture of law) yakni persepsi, pemahaman, sikap 
penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran, penafsiran terhadap dua aspek 
hukum diatas, isi dan tata-laksana hukum. Oleh karena itu idealnya suatu kegiatan 
atau program advokasi harus mencakup sasaran perubahan ketiga-tiganya. D engan 
demikian, suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis 
didesain untuk mendesakkan terjadinya perubahan, baik dalam isi, tata-laksana 
maupun budaya hukum yang berlaku. Perubahan itu tidak harus selalu terjadi dalam 
waktu yang bersamaan, namun bisa saja bertahap atau berjenjang dari satu aspek 
hukum tersebut yang dianggap merupakan titik-tolak paling menentukan. 


Kerangka Kerja Advokasi 


Proses-proses legislasi dan juridiksi, yakni kegiatan pengajuan usul, konsep, 
penyusunan academic draft hingga praktek litigasi untuk melakukan judicial review, 
class action, legal standing untuk meninjau ulang isi hukum sekaligus membentuk 
preseden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya. 
Proses-proses politik dan birokrasi, yakni suatu upaya atau kegiatan untuk 
mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan mealui berbagai strategi, mulai dari 
lobi, negoisasi, mediasi, tawar menawar, kolaborasi dan sebagainya. 

Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi, yakni suatu kegiatan untuk membentuk 
pendapat umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye siaran pers, unjuk 
rasa, boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, 
pelatihan dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik, dalam 
pengertian mampu menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak 
ramai, keahlian dan ketrampilan untuk mengolah, mengemas isu mealui berbagai 
teknik, sentuhan artistik sangat dibutuhkan. 


Aspek-Aspek Strategi Advokasi 


Pertama, bahwa dalam advokasi kita harus menentukan target yang jelas. M aksudnya 
kita harus menentukan kebijakan publik macam apa yang akan kita ubah. Apakah itu 
UU, Perda atau produk hukum lainnya. 

Kedua, kita juga harus menentukan prioritas mengingat tidak semua kebijakan bisa 
diubah dalam waktu yang cepat. Karena itu, kita harus menentukan prioritas mana 
dari masalah dan kebijakan yang akan diubah. 

Ketiga, realistis. Artinya bahwa kita tidak mungkin dapat mengubah seluruh kebijakan 
public. O leh karena itu kita harus menentukan pada sisi-sisi yang mana kebijakan itu 
harus dirubah. M isalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan 
atau yang lainnya. 
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Keempat, batas waktu yang jelas. Alokasi waktu yang jelas akan menuntun kita dalam 
melakukan tahap-tahap kegiatan advokasi, kapan dimulai dan kapan akan selesai. 
Kelima, dukungan logistik. Dukungan sumber daya manusia dan dana sangat 
dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi. 

Keenam, analisa ancaman dan peluang. 


Kebutuhan Sebelum Melakukan Advokasi 


M emiliki jumlah anggota aktif yang memadai 

M ampu menjangkau ke banyak kelompok massa 

M ampu membangun aliansi dengan kelompok lain yang kuat 

M emiliki kelompok inti yang terdiri dari orang-orang yang berpengaruh dan dikenal 
luas 

M emiliki kredibilitas 

M empunyai legitimasi 

M emiliki informasi yang cukup dan memadai 

M ampu merumuskan issu 

M emiliki kemampuan dan kewenangan yang diakui dan dihormati 
M emiliki keteguhan moral 


Riset Advokasi dan Riset Akademis 


Keterangan Riset Akademis Riset Advokasi 


Tujuan Pembuktian teori/ hipotesa Pembuktian kasus/kejadian 
Kebenaran ilmiah Kebenaran issu yang 
diadvokasi 


Manfaat » Pengakuan akademis » Pengakuan hak atau 
» Pengembangan teori pelayanan publik yang lebih 
baik bagi masyarakat 
» Umpan-balik perubahan 
kebijakan publik 
Isidan Objek | " Teori/hipotesa ilmiah " Kebijakan publik 
» Fakta/data berkaitan » Fakta/data tentang 
dengan teori atau hipotesa pelaksanaan dan dampak 
tersebut kebijakan publik 
Metodologi » Nomotetik (harus objektif, | " Ideografis (subjektif, 
netral, sistematika baku, memihak, tidak ada kaidah 
umumnya kuantitatif baku, umumnya kualitatif 
Pelaksana » Pakar, professional s Campuran dengan melibatkan 
rakyat 
Penyajian s Sangat rinci, dingin, penuh Singkat, padat, jelas, tegas 
hasil data, pakai istilah teknis Gaya bahasa populer 


Sistematika baku, 
hipotesa, data 
pembuktian, baru 


Statistik seperlunya saja 
Sedikit istilah teknis 
Sistematika terbalik, 


kesimpulan kesimpulan, pernyataan 
» Bentuk resmi/formal sikap/tuntutan, baru data dan 
» Harus disajikan oleh ilustrasi 

peneliti " Bisa disajikan oleh orang lain 
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Tahapan Advokasi 


M embentuk lingkar inti: Langkah pertama dari proses advokasi adalah memebentuk 
lingkar inti, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas serta 
pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sedemikian pentingnya posisi ini, 
sehingga orang atau organisasi yang berada didalamnya haruslah memiliki kesamaan 
visi dan analisis (bahkan ideologi) yang jelas terhadap issu yang diadvokasi. 

Memilih issu strategis: Tugas pertama dari lingkar inti adalah merumuskan issu 
tertentu yang diadvokasi. Issu yang dirumuskan tersebut dapat dikatakan menjadi 
suatu issu Strategis jika: Aktual, Penting dan mendesak, Sesuai dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat, Berdampak positif pada perubahan sosial yang lebih baik, Sesuai 
dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar. 

Merancang sasaran dan strategi: Dalam merancang sasaran dan strategi dapat 
digunakan metode SM ART, yaitu: Spesfik: dalam arti rumusan sasaran memang 
spesifik, kongkrit, dan jelas. M easurable, dalam arti hasilnya punya indikator yang jelas 
sehingga dapat dipantau dan diketahui. Realistis dalam arti apakah sasaran mungkin 
dapat dicapai. Time Bound: dalam arti punya batas waktu yang jelas. 

Mengolah data dan mengemas informasi: Salah satu cara yang dikenal dalam 
mengolah data dalam proses advokasi adalah dengan melakukan riset advokasi. Riset 
advokasi sebenarnya lebih merupakan riset terapan, terutama dalam bentuk kajian 
kebijakan dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya 
sebagai informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam 
proses advokasi: dalam rangka memilih dan merumuskan issu strategis, sebagai bahan 
proses legislasi, untuk keperluan lobby dan kampanye, dan sebagainya 


Ciri Dan Unsur Aliansi Yang Efektif 


Fokus pada tujuan dan sasaran advokasi yang disepakati bersama 

Tegas dalam menetapkan dan menggarap satu atau beberapa issu yang disepakati 
bersama 

Ada pembagian peran dan tugas yang jelas antara para pihak yang terlibat 

Terbentuk sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat 
Memanfaatkan konflik yang muncul sebagai upaya konstruktif dalam menjaga 
dinamika dan perimbangan (perlu fleksibilitas) 

Ada kemungkinan lahir bentuk-bentuk kerjasamabaru yang lebih berkembang di masa 
mendatang 

Ada mekanisme komunikasi yang baik dan lancar 

Dibentuk dengan jangka waktu yang jelas 


Langkah T aktis Advokasi 
1. MENGUPAYAKAN ADANYA KEPEMIMPINAN ORGANISASI YANG KUAT 


DAN KREDIBEL 


2. MELAKUKAN INVESTIGASI ISU YANG MENDESAK 
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PEM BACAAN, ANALISIS DATA ATAU ISU/ PENCARIAN DAN PENELITIAN 
FAKTA 

MERUMUSKAN STRATEGI DINAMIS: (1) Statement missi (Mision statement), 
(2) Tujuan dan sasaran advokasi, (3) Rancangan stragi dan tindakan, (4) Rencana aksi 
(plan of actiong) 

MENCARI DUKUNGAN YANG BESAR DARI KONSTITUEN ATAU 
KELOMPOK PENDUKUNG 

MOBILISASI DAN AKSI YANG TERLIBAT: (1) Pertemuan para pembuat 
keputusan, (2) Pertemuan para pelanggar H AM , (3) Interview media massa, (4) Public 
H earing, (5) Public M eeting, (6) Parlementary H earing, (7) Kesaksian Pengadilan, (8) 
Pengajuan Petisi, (9) Boikot, Pawai Protes, Aksi M assa. 


Bagaimana mengemas informasi untuk advokasi? 


Keperluan Jenis data/informasi yang Bentuk, cara, dan media penyajian 
dibutuhkan 
Litigasi " Kronologis kasus » Laporan tertulis resmi dan rinci 
» Rekaman pernyataan " Kompilasi data dan informasi 
(wawancara) narasumber » Rekaman suara, gambar 
» Data statistik/informasi yang foto/video 
mendukung " Barang bukti asli dan salinan atau 
peragaannya 
Legal " Naskah RUU/Raperda » Laporan tertulis resmi dan rinci 
drafting/cou | » Contoh RUU/Perda sejenis " Kompilasi dan anotasi naskah 
nter draft dari daerah/negara lain RUU/UU/Perda/Raperda 
" Naskah UU/Perda yang ada " Kompilasi hasil riset/kajian 
kaitannya, hasil riset/kajian kebijakan 
kebijakan yang berkaitan 
" Data statistik/informasi lain 
yang mendukung 
Lobby » Kronologi kasus » Laporan tertulis resmi dan rinci 
pejabat dan | “ Laporan investigasi lapangan | “ Ringkasan (executive summary) 
politisi » Laporan kajian kebijakan kasus/hasil investigasi/laporan 
" Guntingan pemberitaan kajian 
media massa yang berkaitan |“ Surat-surat pernyataan resmi 
" Pernyataan pendapat/sikap " Kompilasi data statistik 
berbagai pihak dan kalangan | » Kompilasi informasi (guntingan 
» Hasil jajak pendapat berita, hasil jajak pendapat, dll) 
» Data statistik dan informasi » Rekaman foto/slide/video 
lain yang mendukung " Brosur, leaflket, lembar fakta 
» Profil organisasi/jaringan » Surat-surat elektronik 
Kampanye/ |" (sama dengan diatas) » Rekaman foto/slide/video 
pendapat " Brosur, leaflet, selebaran, 
umum factsheet 
» Pernyataan dan siaran pers 
» Poster, spanduk, baliho, stiker, 
kaos, komik, kartu pos, dan 
kalender 
» Pertunjukkan teater, musik, 
pameran lukisan/senirupa 
instalasi 
» Surat-surat elektronik berantai 
Galang (sama dengan diatas) (sama dengan diatas) 
sekutu dan 
pendukung 
Pelatihan (sama dengan diatas) » (sama dengan diatas) 
kader dan » Panduan pelatihan 
pendidikan 
berbasis 
massa 
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H and-O ut 05 
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT 


Prawacana 

Proses membangun organisasi masyarakat disebut pngorganisasian masyarakat . 
Pengorganisasian dalam masyarakat mungkin bagi sebagian warga merupakan istilah yang 
baru, tetapi konsep ini sudah dikenal luas di kalangan organisasi umum yang lain. 
Pengorganisasian bisa menjadi kebutuhan ketika realitas kehidupan sosial masyarakat 
sudah berkembang sedemikian kompleksnya, sehingga sebuah usaha tidak bisa dilakukan 
secara individual lagi (warga-perwargaan) melainkan harus menjadi usaha bersama dalam 
bentuk kelompok. Dengan demikian, pada pengertian yang paling sederhana, Konsep 
serba bersama ini merupakan batas pembeda antara upaya pengorganisasian masyarakat 
dengan upaya perwargaan maupun strategi menyerahkan segala sesuatunya pada 
pemimpin yang sudah pasti dilakukan secara individual. Dalam membangun organisasi 
masyarakat ada beberapa penekanan dan pemisahan secara manajemen 
pengorganisasiannya. Pemisahan manajemen pengorganisasian ditujukan untuk 
mengahadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di tingkatan masyarakat . 
Permasalahan yang muncul bisa dibedakan dalam dua hal, secara internal dan eksternal. 
Begitu pula cara membangun organisasi masyarakat dengan internal dan eksternal dengan 
harapan organisasi mampu mengatasi dua persoalan ini secara baik. 


Landasan & Tujuan pengorganisasian 
« Landasan Pengorganisasian 

Landasan filosofis dari kebutuhan untuk membangun organisasi adalah 
membangun kepentigan secara bersama-sama pada seluruh masyarakat, karena 
masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan 
perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mendasar dari 
kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam konteks masyarakat, perubahan 
sosial juga menyangkut multidemensional. Dalam demensi ekonomi seringkali 
'dimimpikan' terbentuknya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga 
masyarakat . Dalam segi politik selalu diinginkan keleluasaan dan kebebasan bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi, berkompetisi serta diakui hak-hak sipil dan politiknya. 
Sedangkan dalam sisi budaya, dirasakan ada keinginan untuk mengekspresikan kearifan 
kebudayaan lokal. Landasan filosofis pengorganisasian lainnya adalah melakukan adalah 
pemberdayaan. Karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan 
menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial. Pengorganisasian masyarakat 
bertujuan agar masyarakat menjadi penggagas, pemrakarsa, pendiri, penggerak utama 
sekaligus penentu dan pengendali kegiatan-kegiatan perubahan sosial yang ada dalam 
organisasi masyarakat . 
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“ Tujuan Pengorganisasian 

Pengorganisasian dalam sebuah organisasi masyarakat — ditujukan untuk 
membangun dan mengembangkan organisasi. Pengorganisasian mempunyai peranan yang 
luar biasa bagi organisasi secara internal dan eksternal. Secara internal tujuan 
pengorganisasian adalah membangun organisasi masyarakat. Secara eksternal tujuan 
pengorganisasian adalah membangun jaringan antar organisasi masyarakat — untuk 
menghadapi masalah-masalah bersama atau lebih ditujukan untuk membangun kekuatan 
bersama yang lebih besar lagi. Selain itu, tujuan pengorganisasian adalah mnyelesaikan 
konflik-konflik atau masalah masalah yang terjadi di tengah warga masyarakat yang 
setiap saat muncul dan harus segera diselesaikan untuk menuju perubahan sosial yang 
lebih baik. 


Manfaat M elakukan Pengorganisasian 

Mengorganisir diri punya manfaat janorganisir diri punya manfaat janalam 
jangka pendek, mengorganisir diri adalah suatu alat effektif untuk membuat sesuatu 
terlaksana: memperbaiki pelayanan pada masyarakat, termasuk pedayanan dalam bidang 
ekonomi (modal-teknologi), menurunkan beban pajak, memastika jaminan lapangan 
kerja, perubahan kebijakan di tingkat masyarakat atau di luar, memperbaiki pelayanan 
angkutan umum dan kesehatan, melindungi lingkungan hidup dan alam sekitarnya, serta 
sebagainya. Intinya, banyak diantara masalah keseharian yang kita hadapi saat ini dapat 
dipecahkan dan dirubah dengan cara mengorganisir diri. 

M engorgansir diri juga punya manfaat jangka panjang yang mungkin jauh lebih 
penting. M elalui proses-proses pengorganisasian, masyarakat bisa belajar sesuatu yang 
baru tentang diri sendiri. Masyarakat akan menemukan bahwa harga diri dan martabat 
mereka selama ini selalu diabaikan dan diperdayakan. Dengan pengorganisasian, 
masyarakat, warga dapat menemukan bahwa kehormatan dan kedaulatan mereka selama 
ini justru tidak dihargai karena ketiadaan kepercayaan diri di antara warga masyarakat 
sendiri. Warga masyarakat dengan demikian akan mulai belajar bagaimana caranya 
mendayagunakan semua potensi, kemampuan dan ketrampilan yang mereka miliki dalam 
proses-proses pengorganisasian: bagiamana bekerja bersama dengan warga lain, 
menyatakan pendapat dan sikap mereka secara terbuka, mempengaruhi kebijakan resmi, 
menghadapi lawan atau musuh bersama. Akhirnya, mealui pengorganisasian, masyarakat 
mulai mengenal dan menemukan diri mereka sendiri. Warga masyarakat akan bisa 
menemukan siapa mereka sebenarnya selama ini, berasal dari mana, seperti apa latar 
belakang mereka, sejarah mereka, cikal-bakal mereka, akar budaya mereka serta 
kepentingan bersama mereka. Warga masyarakat akan menemukan kembali sesuatu yang 
bermakna dalam lingkungan keluarga mereka, kelompok suku atau bahasa asal mereka 
yang memberi mereka kembali martabat dan kekuatan baru. 


Kerja Pengorganisasian (Pengorganisiran) 


Salah satu kerja penting dari pengorganisasian adalah pengorganisiran. H al 
menakjubkan dalam keseluruhan proses mengorganisir adalah tenyata hal itu dapat 
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dilakukan oleh siapa saja. Pengorganisiran seringkali dikesankan sulit atau bahkan 
musykil. Tetapi dalam kenyataannnya, mengorganisir adalah suatu proses yang 
sebenarnya tidak ruwet. Itu tergantungan pada ketrampilan dasar yang sebagian besarnya 
sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dalam kadar yang sama dan memadai. Salah 
stau contoh yang cukup relevan dengan hal ini adalah ketrampilan sehari-hari untuk 
hidup bersama yang sudah dimiliki oleh masyarakat . Pelembagaan kerja bersama sudah 
terwujudkan ke dalam berbagai macam kerja organisasi asli seperti “upacara ", “gotong- 
royong”, dan sebagian. M emang tidak ada resep serba jadi dalam proses pengorganisiran, 
ada beberapa langkah tertentu yang perlu dilakukan dalam keadaan tertentu pula. T etapi 
semua langkah itu sebenarnya sederhana dan mudah dipelajari oleh warga sekalipun. 
Dengan demikian, semua warga dapat mengorganisir. Semua warga dapat belajar tentang 
asas-asas pengorganisasian. Tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. 


M engapa Warga M engorganisir D iri atau M enolak untuk itu? 

Warga-warga masyarakat mengorganisir diri karena beberapa alasan yang 
mungkin berbeda. Adakalanya diperlukan pendekatan agar alasan yang beragam itu bisa 
dijadikan satu landasan untuk menghimpun diri bersama-sama. D engan demikian salah 
satu landasan awal dari upaya mengorganisir diri adalah tersedianya landasan bersama 
(common platform), baik berupa nilai, institusi dan mekanisme bersama. M isalnya, 
pengorganisasian harus jelas visi dan misi yang ingin dicapai dari upaya pengorganisasian 
itu. Visi dan M isi itulah kemudian diturunkan ke dalam strategi dan program yang bisa 
menjawab kebutuhan anggota secara lebih jelas Mengapa sebagian warga tidak 
mengorganisir diri? Tidak semua warga yang mempunyai masalah lantas mengorganisir 
diri. Beberapa warga akan tetap berkutat mencoba menyeesaikannya sendirian, meskipun 
sudah terbukti berkali-kali gagal atau kurang berhasil. Ada banyak alasan mengapa warga 
menolak berhimpun dengan warga lain: ada sebagin warga pengorganisasian merupakan 
hal baru, merasa cemas karena akan dimintai sesuatu atau melakukan sesuatu yang mereka 
yakini belum pasti, takut dimintai pertanggungjawaban atau menyatakan pendapatnya di 
depan umum. Alasan lain adalah takut pada apa yang bakal terjadi jika pengorganisasi itu 
nanti sudah berjalan, mereka akan mendapatkan tantangan, rintangan ataupun akibat- 
akibat lain yang dirasakan memberatkan. Karena alasan-alasan tesebut di atas 
menyebabkan banyak warga lebih memilih untuk menggunakan cara-cara pemecahan 
persoalan secara perwargaan, terhadap banyak persoalan yang sebnarnya dirasakan oleh 
banyak warga. 


Dimana melakukan Kerja- Kerja Pengorganisasian 

Tempat terbaik untuk untuk memulai suatu pengorganisasian adalah suatu 
pengorganisasian adalah berada, dengan warga-warga yang ada di sekitar anda, tentang 
masalah yang memang oleh warga diprihatinkan bersama, tentang sesuatu yang oleh 
warga masyarakat menginginkan terjadi perubahan atasnya. M ulailah dengan bekerja dan 
hidup bersama warga, warga masyarakat seperti anda juga, mereka yang membagi minat 
dan perhatian yang sama dengan anda dan yang lainnya. Pengorganisasian tidak perlu 
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merupakan sesuatu yang serba besar pada awal mulanya, jika ingin berhasil. 
Pengorganisasian bisa dimulai dari sebuah kdompok yang kecil. 


Apa yang harus Kita Kerjakan dalam Pengorganisasian? 

Langkah Pertama, salah satu yang bisa dilakukan adalah mempelajari situasi sosial 
kemasyarakatan di masing-masing. sebagai entitas politik, ekonomi bisa dipilah 
berdasarkan kategori: region (dusun), profesi (petani-pengrajin-pengusaha), ataupun 
kekerabatan (trah). D'i sebuah masyarakat yang meletakkan konteks kewilayahan sebagai 
sesuatu yang penting, maka pengorganisasian bisa menggunakan pemilihan regional yang 
berbasisikan dusun. Demikianpula apabila, basis pengorganisasian lebih tepat 
menggunakan kreteri profesi maka strategi yang dipilih bisa menyesuaikan dengan 
keadaan sosial tersebut. 

Langkah Kedua, pengorganisasian juga seharusnya memperhatikan titik masuk 
institusional (kedembagaan). Pertanyaan yang relevan adalah apakah upaya 
pengorganisasian dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada, 
seperti kelompok masyarakat , assosiasi lembaga ekonomi atau lembaga lain resmi yang 
seringkali dalam pembentukannya “dibidani' oleh pemerintah. Atau upaya 
pengorganisasian dilakukan dengan membentuk wadah baru sama sekali. Tentu saja 
kedua jalan itu mempunyai sejumlah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penggunaan 
lembaga yang sudah ada adalah relatif tersedianya prasarana dan sarana bagi kerja-kerja 
pengorganisasian. Kelamahan jalan ini adalah bentuknya yang sangat kaku karena diin 
dari atas. Sedangkan jalan pembentukan wadah baru mempunyai kelebihan karena relatif 
lebih mandiri dan partispatif namun mempunyai kelemahan yang bersumber dari belum 
terlembaganya mekanisme organisasi sehingga bersifat trial and error. 

Langkah Ketiga, melakukan dan memperkuat kerja-kerja basis. Yang dimaksud 
dengan kerja-kerja basis adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh kelompok inti (yang 
mengorganisir diri terus menerus) secara internal berupa: 1) Upaya membangun basis 
warga masyarakat (melakukan rekruitmen dan pendekatan pada komunitas yang senasib 
agar mau bergabung dalam pengorganisasian): 2) Pendidikan pada anggota mengenai visi, 
misi, dan kepentingan bersama dari organisasi masyarakat: 3) Merumuskan strategi untuk 
memperjuangkan kepentingan bersama organisasi masyarakat. 


Membangun Jaringan 

Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah pengorganisasian memerlukan 
keterlibatan banyak pihak dengan berbagai spesifikasi yang berbeda dalam suatu 
koordinasi yang terpadu dan sistematis. Tidak ada satupun organisasi yang mampu 
mencapi tujuannya tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang juga mempunyai perhatian 
dan kepentingan yang sama. Semakin banyak warga masyarakat /organisasi menyuarakan 
hal yang sama maka, semakin kuat kepercayaan bagi timbulnya perubahan yang 
diinginkan. Hal ini secara sederhana disebut sebagai kebutuhan untuk membangun 
jaringan. 
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Secara garis besarnya kerja-kerja jaringan dapat dipilah menjadi tiga bentuk: 

. Kerja Basis Kerja basis merupakan kerja yang dilakukan oleh kdompok inti 
(pengorganisir) dengan melakukan langkah-langkah: membangun basis masa, 
pendidikan dan perumusan strategi. 

. Kerja Pendukung. Kerja pendukung ini dilakukan oleh kedompok-kdompok sekutu 
yang menyediakan jaringan dana, logistik, informasi data dan akses. Kelompok 
sekutu bisa berasal dari kalangan LSM, kelompok intelektual/ akademisi, Lembaga 
pendana (donor) dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai komitmen 
terhadap persoalan yang diperjuangkan. 

. Kerja Garis Depan. Kerja garis depan dilakukan terutama berkaitan dengan advokasi 
kebijakan, mobilisasi massa, mempeluas jaringan sekutu, lobbi dan melaksanakan 
fungsi juru runding. Kerja-kerja garis depan bisa dilakukan oleh keompok 
organisasi/invidual yang memiliki keahlian & ketrampilan tentang hal ini. 

. Dengan pembagian tugas maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari individu dan 
kelompok yang bersedia membantu warga dalam melakukan perubahan sosial, baik 
melalui strategi advokasi, maupun penguatan komunitas basis. Akhirnya, 
pembangunan jaringan merupakan salah satu cara untuk menambah “kawan”, 
sekaligus mengurangi “lawan” dalam memperjuangkan perubahan yang diinginkan.IJ 
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H and-O ut 06 
TEHNIK & MANAJEMEN AKSI MASSA 


Komunikasi Politik 


Adalah proses penyampaian politik dari komunikator kepada komunikan. 


Komunikasi politik dapat terjadi secara intern, ekstern , horisontal, vertikal. Tujuan 
komunikasi politik adalah mengkomunikasikan kehendak, kepentingan, tuntutan, 
aspirasi, nilai-nilai. 


Jenjang dan Jenis Komunikasi Politik 


Jenjang komunikasi politik terdiri dari: komunikasi politik vertikal dan horisontal 


dan dilihat dari jenisnya komunikasi politik internal dan eksternal. 


T eori Komunikasi Politik 


t, 


Teori Jarum Suntik hipodermik/ teori peluru. Mempunyai asumsi bahwa khalayak 
atau penerima tidak berdaya. D alam organisasi militer, birokrasi tero ini sangat efektif 
digunakan. Bentuk kegiatannya antara lain: indoktrinasi, perintah, instruksi, dll. 

Teori Khalayak Kepala Batu (The ordinate audience). Mempunyai asumsi bahwa 
khalayak sangat cerdas, kuat dan kritis. Khalayak meakukan reaksi keras, protes, 
pembangkangan dan penolakan, maka yang dilakukan adalah dengan persuasif. 

Teori Empati dan H emofili. Mempunyai asumsi bahwa khalayak dijasikan sahabat. 
Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada orang lain, seedangkan hemofili 
adalah kemampuan menciptakan kebersamaan (fisik dan mental). Kegiatan yang 
paling sesuai dengan teori ini adalah lobbiying atau komunikasi antar pribadi. 

Teori komunikasi non-verbal. Mempunyai asumsi bahwa bertindak sama dengan 
berkomunikasi. Kegiatan dalam teori ini: pakaian, panji-panji, umbul-umbul, spanduk 
dll. 


Bentuk Komunikasi Politik 


Ie 
2: 
3. 
4 


Dialog, Diskusi, Pelatihan Kader, Forum Interaktif. 

Agitasi, Propaganda, Perang Urat Syaraf. 

Komunikasi Politik Dua Arah. (public undertanding convidence image building) 
Kampanye (informaif, edukatif, persuasif, koersf) 


Efektifitas Komunikasi Politik 


1: 
2. 


M emberikan pengaruh pola pikir massa, dengan komunikasi politik yang efektif. 
M enyusun pesan politik secara taktis: AID DA: 
a. Attention (perhatian). 
b. Interet (kepentingan) 
c. Desre (hasrat, keinginan) 
. Decison (keputusan) 
Action (tindakan) 


D2» 
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3. Sifat komunikasi politik: informative, edukatif, persuasif, instruktif. 
4. Kesiapan psikologis massa. 
5. Kredibilitas komunikator. 


Tehnik O rasi Politik 
1. Orasi politik adalah kemampuan menyamoaikan gagasan dimuka umum (public 
speking/ retorika dengan melakukan Persiapan tehnis, fisik, mental. 
2. M emenuhi public speaing yang baik: 
a. pengetahuan 
penguasaan tema pokok 
kepercayaan publik 
semangat 
motivasi 
3. Langkah yang harus disiapkan: 
a. perkiraan situasi dan kondisi khalayak 
b. pilihan materi dan logika urutan pidato/ orasi 
C. garis besar pidato 
4. Hal-hal yang mempengaruhi: 
a. penampilan/ performance 
b. kata-kata yang lugas, jelas dan ritme yang tepat 
Cc. memastikan khalayak mendengar pesan 
5. Hambatan dalam orasi: 
a. bahasa yang berbeda dengan khalayak 
b. massa/ suasana yang tidak terkondisikan 


Dao 


Pengertian Aksi M assa 

Aksi massa adalah suatu metode perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa 
dalam menekan pemerintah/ pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan 
yang tidak dikehendaki massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam 
rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa, oleh karena aksi 
massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam 
masyarakat. 


Latar Belakang Psiko-Sosiologis Aksi M assa 

Dorongan terpokok yang meahirkan aksi massa adalah keinginan massa akan 
perubahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa demonstrasi mahasiswa, aksi rakyat, dan gerakan 
lain dari kelompok kepentingan dalam rangka mewujudkan mimpi perubahan. M anusia 
mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan pemenuhannya. 
Secara sosiologis ada tiga kategori kebutuhan: 1) Kebutuhan biologis/primer, yaitu 
kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan jasmani manusia. 
Tergolong kebutuhan ini adalah makanan dan minuman, pakaian, bernafas dan istirahat, 
dan lain-lain. 2) Tergolong kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang mendukung 
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terpenuhinya kebutuhan biologis/primer. Tergolong kedalam kebutuhan ini adalah 
pendidikan, rekreasi, komunikasi, hubungan sosial, dan lain-lain. 3) Kebutuhan spiritual, 
yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kerinduan manusia akan hal-hal yang 
bersifat kerohanian, supranatural, dan metafisik. Misalnya kebutuhan akan shalat, 
kebaktian, klenteng, dan lain-lain. Semua kebutuhan teersebut bisa dituntut sesuai 
dengan tuntutan yang didiskusikan sebelum melakukan aksi. 

Setiap manusia memiliki ketiga jenis kebutuhan tersebut, karenanya dalam 
pemenuhannya harus diatur supaya tidak terjadi penumpukan dan benturan. Peraturan 
mutlak diperlukan untuk tujuan keseimbangan dalam masyarakat. Peraturan atau 
hukumlah yang menentukan batasan antara hak dan kewajiban antara manusia yang satu 
dengan manusia lainnya. D alam kehidupan sosial pranata diperlukan untuk mengatur tata 
kehidupan antar manusia dalam masyarakat. Pranata sosial menjadi kebutuhan bersama 
dan karena itu pula harus disepakati bersama serta dilaksanakan secara konsisten secara 
bersama-sama pula. Namun demikian, walaupun perwakilan yang duduk pada institusi 
(trias politika dalam istilah M ontesgueu) dipilih rakyat, tidak mustahil dapat terhindar 
dari penyimpangan terhadap aturan-aturan, membuat aturan untuk kepentingannya 
sendiri dan kelompoknya, mempertahankan kelangsungan kekuasaan dan 
mempertahankan status guo. Kelemahan utama dari sistem demokrasi adalah fasifnya 
rakyat dalam kebijakan, seolah rakyat hanya terlibat dalam pemilihan umum semata. 
Kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah inilah yang menimbulkan jalan 
lain perjuangan aspirasi, yaitu jalan ekstra parlementer yang sering mengambil bentuk aksi 
massa atau demonttrasi. 


Bentuk-Bentuk Aksi M assa 

Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan sasaran aksi. 
Di lihat dari aktivitas, aksi massa dibedakan dalam dua bentuk, yaitu aksi aksi statis dan 
aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik tertentu dari 
awal hingga aksi berakhir. Aksi dinamis adalah aksi yang dimulai dari titik kumpul 
tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi: 
1) Rapat akbar, 
21 Rally/ long march, 
3) Mimbar bebas, 
4) Panggung kesenian, dll. 

Hampir tidak ada aksi massa yang berjalan spontan. Umumnya aksi massa 
dipersipkan secara matang, mulai dari kekuatan massa yang akan terlibat, perangkat aksi, 
isu dan tuntutan serta institusi yang dituju. 


Tahapan-T ahapan Aksi M assa 

1. Persiapan: Gagasan untuk melakukan aksi massa biasanya lahir dari adanya syarat 
objektif bahwa isntitusi/lembaga berwenang tidak tanggap terhadap persoalan yang 
dihadapi rakyat. Oleh karena itu diperlukan adanya tekanan (presure) massa untuk 
mendorong persoalan rakyat menjadi perdebatan luas dan terbuka di intra parlemen 
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maupun dimuka pendapat umum (public opinion) di luar parlemen. Semua hal yang 
berkaitan dengan tekanan mengandalkan kekuatan massa harus dipersiapkan sehingga 
dapat berjalan optimal. Persiapan aksi massa berjalan dalam lingkaran-lingkaran 
diskusi yang diorientasikan mampu memunculkan: 

Isu/ Tuntutan: Isu atau tuntutan yang akan diangkat dalam aksi massa harus 
dibicarakan dan diperdebatkan. Penentuan isu sangat penting karena akan memberi 
batasan gerak secara keseluruhan dari proses aksi massa di lapangan. 

Prakondisi aksi: Prakondisi aksi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum aksi massa 
berlangsung. Pra kondisi tersebut biasanya dalam bentuk aksi penyebaran selebaran, 
penempelan poster, grafiti action, dst. Tujuan pra kondisi aksi adalah untuk 
mensosialisasikan rencana aksi massa beserta isu/tuntutannya, serta memanaskan 
situasi pada sasaran kampanye atau sasaran aksi. 


Perangkat aksi massa 


Perangkat aksi adalah mbagian kerja partisipan aksi massa. Perangkat aksi massa 


disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya diperlukan perangkat sebagai berikut: 


Ia 


Koordinator Umum. Pemimpin umum dan penanggungjawab umum massa aksi. 
Kordum berfungsi sebagai pengendali utama jalannya aksi. Semua panitia aksi harus 
tunduk pada keputusan kordum saat aksi berjalan. 


. Koordinator lapangan. Korlap bertugas memimpin aksi di lapangan, berhak 


memberikan instruksi kepada peserta aksi/ massa. Keputusan untuk memulai ataupun 
membubarkan/mengakhiri aksi massa ditentukan oleh korlap. Korlap hendaknya 
orang yang mempunyai kemampuan agitasi, propaganda, orasi dan komunikatif. 


. Wakil koordinator lapangan. W akorlap adalah pembantu korlap di lapangan dan 


berfungsi sama dengan korlap. 


. Divisi Acara. Divisi acara bertugas menyusun acara yang berlangsung pada saat aksi 


massa dan bertugas mengatur dan mengemas jalannya acara agar massa tidak jenuh. 
Termasuk mencatat kronologi aksi. 


. Orator. Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan aksi 


massa dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yang membakar semangat massa. 


. Humas dan Jaringan Aksi. Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya 


perihal aksi massa kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers. 


. Negosiator, berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. M isalnya pendudukan 


gedung DPR/DPRD sementara target tersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi 
aparat keamanan, maka negosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan 
negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiator hendaknya 
memiliki kemampuan diplomasi. 


. Mobilisator. Bertugas memobilisasi massa, menyerukan kepada massa untuk 


bergabung pada aksi massa yang akan digelar. Kerja mobilisasi massa berlangsung 
sebelum aksi dilaksanakan. 


. Kurir. Berfungsi sebaga penghubung ketika sebuah aksi massa tidak bisa dipastikan 


hanya dimanfaatkan oleh satu komite aksi atau kelompok saja. Bisa jadi pada saat 
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10. 


11. 


1 


IS) 


13, 


14. 


bersamaan komite aksi lainnya sedang menggelar aksi massa, menuju sasaran yang 
sama. Oleh karena karena itu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman 
diperlukan fungsi kurir untuk menghubungkan kedua atau lebih komite aksi yang 
menggelar acara yang sama. Selain itu kurir juga berfungsi menjembatani komi aksi- 
komite aksi agar terjadi penyatuan massa atau aliansi taktis di lapangan. D alam hal ini 
kurir bertugas memberikan laporan pada korlap perihal aksi massa yang dilakukan 
komite aksi lain. 

Advokasi. Perbenturan antara kedua massa dengan aparat keamanan perlu dihindari, 
akan tetapi jika hal itu terjadi dan berakhir dengan penangkapan terhadap aktivis 
massa diperlukan peran tim advokasi yang bertugas membela dan memberikan 
perlindungan hukum terhadap korban. 

Asisten teritorial/ keamanan/ sweaper/ dinamisator lapangan. Sering terjadi aksi 
masa radikal menjadi aksi massa anarkis karena emosi terpancing untuk melakukan 
tindakan destruktif. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam ini dilakukan 
dengan melengkapi aksi massa dengan perangkat asisten teritorial (aster). Aster atau 
disebut juga keamanan atau sweaper bertugas mencegah terjadinya penyusupan oleh 
pihak luar yang bertujuan memperkeruh suasana. T ugasnya mengamati kondisi massa. 
Selain itu juga aster berfungsi mengagitasi massa dengan yel-yel dan lagu-lagu 
perjuangan agar aksi massa tetap tampil semangat. 


. Logistic dan medical rescue. Perangkat logistic bertugas menyediakan perlengkapan- 


perlengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, 
selebaran, pengeras suara, dan pernyataan sikap. Sedangkan medical rescue bertugas 
menyediakan obat-obatan dan memberikan bantan p3k terhadap masa yang kesehatan 
fisiknya terganggu ketika aksi massa berlangsung. 

Dokumentasi. Divisi ini bertugas mengabadikan penyelenggaraan aksi massa dalam 
bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan kronologi. 

Sentral informasi. Sentral informasi adalah nomor telepon yang dijaga oleh seseorang 
yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi masa, situasi 
lapangan, sampai dengan informasi-informasi lainya. 


Kelengkapan Aksi M assa 


Selain kelengkapan struktur berupa perangkat aksi massa, dibutuhkan pula 


kelengkapan material yang berupa instrumen aksi massa. 


1. 


Poster adalah kertas ukuran lebar yang bertuliskan tuntutan aksi massa 
dipermukaanya. Poster berisi tuntutan aksi yang ditulis tebal dengan spidol atau cat 
agar jelas dibaca oleh massa ditulis dengan singkat dan jelas. 


. Spanduk adalah bentangan kain yang ditulis tuntutan-tuntutan atau nama komite 


aksi yang sedang menggelar aksi massa. 


. Selebaran adalah lembaran kertas yang memuat informasi agitasi dan propaganda 


kepada massa yang lebih luas agar memberikan dukungan terhadap aksi massa. 


. Pengeras suara adalah perangkat keras elektronika yang berfungsi memperbesa suara. 
. Pernyataan sikap/ statemen adalah pernyataan tertulis yang memberikan gambaran 
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sikap massa terhadap satu kebijakan satu institusi/perorangan dibacakan dibagian 
akhir proses aksi massa. Penyusunannya dilakukan oleh humas atau dvisi logistik. 
6. Rute Aksi, harus dipersiapkan dan dipahami semuruh massa aksi. 


Nama Komite Aksi/ Organ T aktis 

Aksi massa meskipun bersifat temporer, tetap membutuhkan nama sebagai 
identitas pelaksana kegiatan. N ama komite aksi harus ditentukan, baik melalui perdebatan 
pada saat persiapan aksi massa. Apalagi kalau aksi massa merupakan tindakan bersama 
dari beberapa kelompok/orgaisasi, nama komite mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi 
klaim dan kesalahpahaman antar organisasi. Nama awal komite aksi yang lazim dipakai 
untuk mengidentifikasi diri massa, sebagai berikut: 


1. Forum 1. Jaringan 13. Serikat 

2. Front 8. Aliansi 14. Komite 

3. Barisan 9. Kodlisi 15. Liga 

4. Persatuan — 10. Gerakan 16. Gabungan 
5. Kesatuan — 11. Pergerakan 17. Asosiasi 

6. Solidaritas 12.H impunan 18. D ewan...dsb 


Langkah T aktis Selanjutnya 

Semua nama diatas sebenarnya mempuyai hakekat yang satu bahwa komite aksi 
yang sedang menyelenggarakan aksi massa mempunyai basis massa yang solid, bersatu, 
maju, dan tidak dapat dpecah oleh kekuatan dari luar organisasi komite bersangkutan. 

Namun demikian komite aksi yang profesional persoalan nama sudah tidak menjadi hal 

penting yang perlu dibicarakan apalagi diperdebatkan, karena hanya akan memakan 

waktu yang sia-sia saja. Beberapa organisasi yang namanya sudah populer dan mapan tak 
perlu merumuskan nama komite aksi karena hal yang demikian tidak lagi menjadi 
kebutuhan. 

1. Massa persiapan aksi. Kehadiran massa dalam jumlah yang massif dalam aksi massa 
merupakan faktor yang menentukan keberhasilan aksi massa. Semakin besar 
kemampuan aksi suatu komite aksi dalam hal mobilisasi massa untuk memberikan 
support akan semakin memberikan kontribusi positif terhadap aksi massa. M aka pada 
tahap persiapan aksi massa dipersiapkan perangkat aksi/divisi khusus bekerja 
memobilisasi sebelum aksi berlangsung. 

2. Target aksi. Target aksi adalah tujuan-tujuan minimal dan maksimal yang akan diraih 
dalam aksi massa tersebut. M isalnya aksi massa dengan target membangun persatuan 
dan solidaritas target mengkampanyekan isu/tuntutan, target memenangkan tuntutan 
dll. 

3. Sasaran dan waktu. M obilisasi massa akan diarahkan kemana senantiasa dibicarakan 
dalam pra aksi massa. Instansi atau lokasi yang dituju disesuaikan dengan isu isi 
tuntutan yang diangkat. Oleh karena itu ditentukan pula metode aksi massa yang 
diterapkan: rally dari satu titik awal menuju sasaran atau massa langsung memobilisasi 
kesasaran tujuan. Sasaran aksi massa adalah institusi perwakilan rakyat atau institusi 
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lain yang relevan dengan tuntutan massa. misalnya: tuntutan aksi massa tentang 
pencabutan dwi fungsi ABRI/TNI maka sasaran yang relevan untuk tuntutan tersebut 
adalah instansi militer. Sedangkan waktu aksi ditentukan berdasarkan kebutuhan yang 
paling mungkin dengan segala pertimbangan seperi basis massa, sasaran aksi massa, 
jika basis massa direncanakan mahasiswa, maka aksi diselenggarakan pada hari libu 
mahasiswa, begitu pula dengan sasaran kantor-kantor pemerintah indonesia aktif dari 
senin hingga jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00 maka aksi tidak menarik jika 
dilaksanakan diluar waktu tersebut misalnya pada hari sabtu dan minggu dan tanggal 
merah lainya.momentum aksi massa yang jelas sangat menentukan. Aksi pada satu 
momentum bersejarah akan membuka kembali memori massa akan satu peristiwa 
yang tidak dihendaki terjadi oleh semua. Maka momentum dapat dibagi 2 yaitu: 
a)M omentum yang dibuat sendiri (oursdf made momentum). Momentum pengajuan 
tuntutan terhadap pemerintah untuk mencabut atau mengukuhkan kebijakan saat 
tertentu yang tidak ada basis materialnya pada massa lalu, bahwa pernah terjadi suatu 
peristiwa penting yang diketahui orang banyak pada hari atau tanggal yang 
bersangkutan. b) Momentum yang disediakan (provided momentum). Yaitu saat 
penyelenggaraan aksi massa yang dipaskan dengan memperingati satu kejadian pada 
masa silam. M isalny aksi massa buruh pada tanggal 1 mei memperingati hari buruh 
sedunia. Aksi massa yang dilaksanakan pada momentum yang disediakan ini akan 
dapat mengingatkan kembali massa luas kepada peristiwa yang tragis atau bahkan 
monumental yang pernah terjadi pada masa lalu. 


Pelaksanaan Aksi M assa/ Demonstrasi 

Pada saat aksi massa dilakukan, segala tindakan massa di setting sesuai dengan 
persiapan yang telah dilakukan para perangkat yang teah diberi tugas. Semua bekerja 
sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama dalam persiapan sebelum aksi massa 
digelar penyimpangan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama akan 
dikoreksi pada saat forum evaluasi diadakan. 


Evaluasi 

Evaluasi adalah tahap akhir dari rangkaian aksi massa. Merupakan forum atau 
wadah tempat mengoreksi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi dilapangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan setting aksi massa yang telah 
disepakati bersama. Evaluasi ini berfungsi melahirka ide-ide baru yang dapat membagun 
struktur pemikiran alternatif terhadap pola aksi yang telah dilaksanakan oleh komite 
aksi.dialektika pola aksi massa justru dapat terungkap ketika evaluasi terhadap 
pelaksanaan aksi masa digelar. Aksi massa atau sering disebut demontsrasi telah marak di 
indonesia sejak periode akhir kejayaan rejim soeharto. Fenomena aksi massa ini tidaklah 
lahir secara spontanitas belaka, kemunculanya lebi dilatar belakangi oleh latar belakang 
sosiologis dan psikologis massa yang tidak puas terhadap keadaan sosial yang 
meligkupinya. Keadaan sosial tersebut disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, politik dan 
kompleksitas siste yang lain.IJ 
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PROVIDENT MOMENT 


BULAN JANUARI 

01 Januari -T ahun Baru M asehi 

O1 Januari -H ari Perdamaian Dunia 

03 Januari -H ari D epartemen Agama 

05 Januari -H ari Korps W anita Angkatan Laut (KO WAL) 

05 Januari -H ari Ulang Tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
10 Januari —-H ari Lingkungan H idup Indonesia 

10 Januari -H ari T ritura 

10 Januari —H ari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia (PD 1) 
15 Januari -—H ari Peristiwa Laut dan Samudera 

25 Januari -H ari Gizi dan M akanan 

25 Januari —H ari Kusta Internasional 

31 Januari -H ari Lahir N ahdlatul Ulama (NU) 


BULAN PEBRUARI 

02 Februari -H ari Lahan Basah Sedunia (Konvensi Ramsar) 
05 Februari - Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provincien) 
09 Februari -H ari Persatuan Wartawan Indonesia (PW |) 
09 Februari -H ari Kavaleri 

13 Februari -H ari Persatuan Farmasi Indonesia 

14 Februari —H ari Valentine 

14 Februari -H ari Peringatan Pembela Tanah Air (PETA) 
19 Februari -H ari KOH AN UDNAS 

20 Februari -H ari Pekerja Nasional 

21 Februari -H ari Bahasa Ibu Internasional 

22 Februari -H ari Istiglal 

23 Februari -H ari Rotary Club 

28 Februari -H ari Gizi Nasional Indonesia 


BULAN MARET 

O1M aret -H ari Kehakiman N asional 

01 Maret -Peristiwa Serangan Umum 1 M aret 1949 

06 Maret -H ari Konvensi CIT ES (Perdagangan Satwa Liar) 
06 Maret -H ari Komando Strategis Angkatan D arat (Kostrad) 
08 Maret -H ari W anita/Perempuan Internasional 

09 Maret -H ari Musik Nasional 

10 Maret -H ari Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) 

11 Maret -H ari Surat Perintah 11 M aret (SU PERSEM AR) 
18 Maret -H ari Arsitektur Indonesia 

20 Maret -H ari Kehutanan Sedunia 
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21 Maret -H ari Sindrom Down 

22 Maret -Hari Air Internasional 

23 Maret -Hari M eteorologi Sedunia 

24 Maret -H ari Peringatan Bandung Lautan Api 
24 Maret -H ari Tuberkulosis Sedunia 

21 Maret -H ari Women International Club (WIC) 
29 Maret —Hari Filateli Indonesia 

30 Maret -H ari Film Indonesia 


BULAN APRIL 

01 April -H ari Bank Dunia 

06 April -H ari Nelayan Indonesia 

07 April -H ari Kesehatan Sedunia 

09 April -Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI AU) 
15 April -Hari Zeni 

16 April -H ari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) 
18 April -Hari Peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung 
19 April -H ari Pertahanan Sipil (H ANSIP) 

21 April -Hari Kartini 

22 April -H ari Bumi/Earth Day/KTT Bumi 

23 April -H ari Buku Sedunia 

24 April -H ari Angkutan Nasional 

24 April —-H ari Solidaritas Asia-Afrika 

21 April —-H ari Lembaga Pemasyarakatan Indonesia 


BULAN MEI 

01Me -Hari Buruh Sedunia 

O1M ei -Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat 
02 Mei -Hari Pendidikan N asional 

03Mei -Hari Surya 

05 Mei -H ari Lembaga Sosial D esa (LSD) 

08 Mei -Hari Palang M erah Internasional 

10 Mei -H ari Lupus Dunia 

11Me -Hari POM -TNI 

15 Me -Hari Korps Resimen M ahadjaya/Jayakarta (M enwa Jayakarta) 
17 Me -Hari Buku Nasional 

19 Mei -Hari Korps Cacat Veteran Indonesia 

20 Mei -Hari Kebangkitan N asional 

21Mei -Hari Peringatan Reformasi 

29 Mei -Hari Lanjut UsiaN asional 

31 Me -Hari Anti Tembakau Internasional 
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BULAN JUNI 

O1 Juni -Hari Lahirnya Pancasila 

03 Juni -H ari Pasar M odal Indonesia 

05 Juni -H ari Lingkungan H idup Sedunia 
15 Juni -H ari Demam berdarah D engue ASEAN 
17 Juni —-H ari Dermaga 

21 Juni -H ari Krida Pertanian 

22 Juni -Hari Ulang Tahun KotaJakarta 
24 Juni -H ari Bidan Indonesia 

26 Juni -H ari Anti Narkoba Sedunia 

29 Juni -H ari Keluarga Berencana N asional 


BULAN JULI 

01 Juli -H ari Bhayangkara 

05 Juli -H ari Bank Indonesia 

09 Juli -H ari Peluncuran Satelit Palapa 

12 Juli -H ari Koperasi Indonesia 

15 Juli -Hari PT. Askes (Persero) 

22 Juli -Hari Kejaksaan 

23 Juli -H ari Komite N asional Pemuda Indonesia (KN PI) 
23 Juli -H ari Anak Nasional 

29 Juli -Hari Bhakti TNI Angkatan U dara 

31 Juli -Hari Lahir Korps Pelajar Islam Indonesia (PII) W ati 


BULAN AGUSTUS 

05 Agustus -H ari Dharma Wanita N asional 

08 Agustus -H ari Ulang Tahun ASEAN 

10 Agustus -H ari Veteran Nasional 

12 Agustus -H ari Wanita TNI Angkatan Udara (W ara) 
12 Agustus -H ari Remaja Internasional 

13 Agustus -H ari Peringatan Pangkalan Brandan Lautan Api 
14 Agustus -H ari Pramuka (Praja M uda Karana) 

17 Agustus -H ari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
18 Agustus -H ari Konstitusi Republik Indonesia 

19 Agustus -H ari D epartemen Luar N egeri Indonesia 
21 Agustus -H ari M aritim N asional 

24 Agustus -H ari Televisi Republik Indonesia (TVRI) 
24 Agustus -H ari Anak Jakarta M embaca 


BULAN SEPTEMBER 


01 September -H ari Polisi W anita (POLWAN ) 
03 September -H ari Palang M erah Indonesia (PM I) 
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04 September -H ari Pelanggan N asional 

08 September -H ari Aksara Internasional 

08 September -H ari Pamong Praja 

09 September -H ari Olah Raga Nasional 

09 September -H ari Ulang Tahun Partai Demokrat 

11 September -H ari Radio Republik Indonesia (RRI) 

14 September -H ari Kunjung Perpustakaan 

17 September -H ari Perhubungan N asional 

21 September -—H ari Perdamaian Internasional 

24 September -H ari Agraria N asional/H ari T ani 

26 September -H ari Statistik 

21 September -H ari PosT dekomunikasi T degraf (PTT) 
28 September -H ari Kereta Api 

29 September -H ari Sarjana Indonesia 

30 September -H ari Peringatan Pemberontakan G 30S/PKI 


BULAN OKTOBER 

01 Oktober -H ari Kesaktian Pancasila 

02 Oktober -H ari Batik Sedunia 

02 Oktober -Susu Nasional 

03 Oktober -H ari Arsitektur D unia-W orld Architecture D ay UIA 
05 Oktober -H ari Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

08 Oktober -H ari Tata Ruang Nasional 

09 Oktober -H ari Surat M enyurat Internasional 

10 Oktober -H ari Kesehatan Jiwa Sedunia 

14 Oktober -H ari Penglihatan Sedunia 

15 Oktober -H ari H ak Asasi Binatang 

16 Oktober -H ari Pangan Sedunia 

16 Oktober -H ari Parlemen Indonesia 

17 Oktober -H ari Pengentasan Kemiskinan Internasional 
20 Oktober -H ari Ulang Tahun Golongan Karya 

24 Oktober -H ari Dokter Indonesia 

24 Oktober -H ari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

21 Oktober -H ari Listrik N asional 

21 Oktober -H ari Penerbangan N asional 

28 Oktober -H ari Sumpah Pemuda 

29 Oktober -H ari Korps Pegawai Republik Indonesia (KO RPRI) 
30 Oktober -—H ari Keuangan 


BULAN NOVEMBER 


03 N ovember -H ari Kerohanian 
10 November -H ari Ganefo 
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10 November -H ari Pahlawan 

12 November -H ari Kesehatan N asional 

14 November -H ari Brigade M obil (BRIM OB) 
14 November -H ari Diabetes Sedunia 

16 November -H ari Konferensi W arisan Sedunia 
20 Nopember -H ari Anak Sedunia 

21 N ovember -H ari Pohon 

22 November -H ari Perhubungan D arat 

25 November -H ari Guru/H UT PGRI 


BULAN DESEMBER 

01 D esember -H ari AIDS Sedunia 

02 D esember -H ari Konvensi Ikan Paus 

03 D esember -H ari Penyandang Cacat Internasional 
04 Desember -H ari Artileri 

09 D esember -H ari Armada Republik Indonesa 

09 D esember -H ari Pemberantasan Korupsi Sedunia 
10 Desember -H ari H ak Asasi M anusia 

12 Desember -H ari Transmigrasi 

13 Desember -H ari Kesatuan N asional 

15 Desember -Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 
15 Desember -Hari Infantri 

19 Desember -H ari BdaN egara 

19 Desember -Hari Trikora 

20 Desember -H ari Kesetiakawanan Sosial Nasional 
22 D esember -H ari Korps W anita Angkatan Darat (KOWAD ) 
22 Desember -H ari Sosial 

22 Desember -H ari Ibu 

25 Desember -Hari Natal 

29 Desember -H ari Keanekaragaman H ayati 

29 D esember -H UT Koperasi Pegawai Perpustakaan Nasional (KO PTANAS) 
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TENTANG PENULIS 


Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A., Lahir di Cilacap, 27 Juli 1980, adalah 
anak terakhir dari empat bersaudara pasangan H. Nursayidi Bin H. Ahmad 
Syarif Ismail dan Hj. Khamidah Binti Bpk. Sanurji. Aktifitas sekarang selain 
terus menjadi aktivis, santri dan menulis berbagai karya bidang sial, filsafat, 
pendidikan, dan pemikiran keldam-an, juga menjadi Dosen di Universitas 
Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA) Cilacap, serta menjadi Direktur 
Institute for Philosophycal and Social Studies (INPHISOS) Jogjakarta- 
Cilacap, dan ikut mengasuh santri Pondok Pesantren Al-M adaniyyah As 
Salafiyyah Cilumpang Cilacap. Penulis memiliki hobby: M embaca, M aulis, 
" Digusi, Organisas, dan Traveling. Buku Favorit yang menjadi inspirasi untuk 
selalu menulis antara lain: Ihya “Ulumaddin-Imam Ghazali, T d&ralogi Buru- 
Pramoedya Ananta Toer, Madilog-Tan Malaka, Das Kapital-Karl Marx. 
M otto hidup yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk terus membentuk jati diri dan melahirkan karya: “Bunuhlah 
waktumu dengan aktivitas produktif dan progresif, jangan engkau terbunuh waktu karena aktivitas yang mengas ngkan 
rasonalitas" 


Pendidikan formal yang pernah ditempuh antara lain: SD Negeri Mertasinga III (1987-1993), SMP Negeri 5 
Cilacap (1993-1996), Madrasah Aliyah Ponpes Miftahussalam Banyumas (1996-1999) dipercaya oleh pengasuh 
ponpes K.H. Zaeni M uhajjat, B.A., untuk menjadi lurah pondok, kemudian penulis menempuh Studi S1 di UIN 
Sunan Kalijaga Jogjakarta (1999-2005) dengan Skripsi kontroversial dan dianggap keluar dari tradisi akademik 
Fakultas Tarbiyah UIN, dengan judul: “Emanspas Keteasngan Manusa Menurut Karl Marx: Tinjauan Filsafat 
Pendidikan Isdam”. Kemudian melanjutkan S2 Pascasarjana Sosiologi Fisipol UGM Jogjakarta (2008-2010) dengan 
Tesis ambisius berjudul: “Negara Marxis & Revolusi Proletariat: Studi Analiss Ajaran Marxis Tentang Negara & 
TugasT ugas Proletariat di dalam Revolus Sosal” yang kini menjadi buku diterbitkan Pustaka Pelajar Jogjakarta. 


Bersamaan dengan pendidikan formal juga penulis menempuh Pendidikan N on-Formal di beberapa Pesantren untuk 
mengkaji ilmu-ilmu Islam klasik seperti ilmu tafsir, hadits nahwu-sharaf, figih, tauhid, & kajian Idam kontemporer, 
antara lain di: Pondok Pesantren Miftahusalam Al-Idamiyyah Al-H aditsah Banyumas, Pondok Pesantren Al- 
Munawwir As-Salafiyyah Krapyak Jogjakarta, Pondok Pesantren Fatkhul "Ulum Kewagean Kediri Jawa Timur, dan 
Pondok Pesantren Al-M adani yyah As-Salafi yyah Cilumpang C ilacap. 


Selama menjadi mahasiswa organisasi kemahasiswaan yang pernah diikuti antara lain: Pergerakan M ahasi swa Islam 
Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta, Bidang Kaderisasi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PB PM II), Lembaga Pers M ahasiswa (LPM ) Paradigma UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Kelompok Studi 
Ilmu Pendidikan (KSIP) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Presidium M ahasiswa (Presma) Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga Jogjakarta, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Himpunan 
M ahasiswa Sunan Kalijaga Cilacap (HIM MAH SUCI) Jogjakarta, Himpunan Mahasiswa Cilacap (HIMACITA) Di 
Jogjakarta, Voulentir Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Jogjakarta, Direktur Institute for Philosophycal and 
Social Studies (IN PH ISO S) Jogjakarta. 


Kegemarannya berorganisasi, berdiskusi dan berdialektika melahap buku kiri, filsafat dan sogal sejak SMU teah 
menciptakan pemikiran dan pengaruh di lingkungan organisasi dan kelompok studi terus dilanjutkan selama 
menjadi mahasiswa di Jogjakarta. Di Intra kampus ia terlibat secara politik di PRM dan didelegasikan untuk 
menjabat posisi prestisius sebagai Sekretaris Jenderal DEMA UIN Sunan Kalijaga, dan karena nalar pemberontakan 
jalanan gerakan intra kampus, ia juga terlibat demonstrasi pembubaran Seminar Nasional dan penolakan konversi 
IAIN menjadi UIN, aksi penolakan SISDIKNAS dan aksi pembubaran partai Golkar setelah penumbangan R&im 
Orde Baru "98. Sebagai aktivis, penulis sering turun kejalan dalam berbagai aksi, unjuk rasa, untuk menentang 
berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Penulis pernah terlibat di pendampingan petani di 
Klaten Jogjakarta dengan Jaringan Petani Katolik, Pendampingan Anak Jalanan dengan Komunitas HUM AN A 
Jogjakarta dan Pendampingan Prostitusi dengan Komunitas Griya Lentara di Lokalisasi Sarkem Jogjakarta. Selama 
menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga selain aktif turun jalan dan lapangan, ia juga aktif di kancah pemikiran 
dengan membentuk dan mengikuti berbagai forum diskusi, seperti T-Visionary Club, Forum Diskusi KIPAS, 
Voulentir Kajian LKiS, Forum Lintas Organ Ektra dan Forum Diskusi Komunitas Kultural. 
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Jaringan intelektual yang pernah dan sedang digelutinya antara lain: Center for Asia Pasific Studies Gadjah M ada 
University (PSAP) Jogjakarta, Institute for Islamic and Social Studies (LKIS) Jogjakarta, Indonesia Sanitation Sector 
Development Program (WSP/ BAPPENAS) Jakarta, Institute for Human Resources Studies and Development 
(LKPSM ) Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan M asyarakat (LAPPERA) Jogjakarta, Institute for Women 
and Children's Studies & Development (LSPPA) Jogjakarta, Institute for Human Resources Studies and 
Development (LK PSM ) Cilacap, Forum Kerukunan U mmat Beragama (FKUB) Cilacap, Institute for Research and 
Empowerment (IRE) Jogjakarta, Institute Sosiologi Dialektis (IN SIDE) Gadjah Mada University, Institute for 
Philosophycal and Social Studies (INPHISOS) Yogyakarta, Forum Diskusi Eye on The Revolution # Revdem 
Yogyakarta. 


Sekarang penulis juga terlibat aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, antara lain: M ajdis Pembina Pergerakan 
M ahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cilacap, Lembaga Kajian & Pengembangan Sumber Daya M anusia 
(LAKPESDAM NU) Kabupaten Cilacap, Pimpinan Cabang Lembaga M a'arif N ahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, 
Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilacap Utara, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda 
Ansor Kabupaten Cilacap, Lajnah Bahsul M asail (LBM NU) Eks-Kotatip Kabupaten Cilacap, PC Lajnah T alif wan 
Nasr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Kabupaten Cilacap, Pimpinan Redaksi Buletin Tajalla LBM NU Eks-Kotatip 
Kabupaten Cilacap. 


Produktifitas menulis karya ilmiah berupa buku yang sudah dipublikasikan antara lain: (1) Negara M arxis& Revolusi 
Proletariat (Pustaka Pelajar-Jogjakarta, 2011), (2) Sgarah T eologi Idam & Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah 
(Pustaka Peajar-Jogjakarta, 2014): (3) Kapitalisme Negara & Masyarakat (Pustaka Pelajar-Jogjakarta): (4) M anifesto 
Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik (Pustaka Peajar-Jogjakarta): (5) Sgarah Ideologi Dunia (Lingkar 
M edia-Inphisos-Jogjakarta): (6) Revolusi & Manajemen Aksi (Inphisos-Jogjakarta): (7) Training of Fadilitator: 
M dodologi Peatihan Trangformatif (Inphisos-Jogjakarta): (8) Kepemimpinan D emokratik Transormatif (Inphisos- 
Jogjakarta): (9) Strategi Gerakan Sosial (Inphisos-Jogjakarta): (10) Sosiologi Pendidikan Kritis (Inphisos-J ogjakarta): 
(11) Gender, Gerakan Perempuan & Deveopmantalisme (Inphisos-Jogjakarta): (12) Marxisme untuk Revolusi 
Demokratik (Inphisos-Jogjakarta): (13) Pemikiran Marx tentang Kritik Ekonomi Politik (Inphisos-Jogjakarta): (14) 
Manifeto Ideologi Kiri: Melacak Akar Ideologi Dunia (Inphisos-Jogjakarta): (15) Paradigma & Sosologi Perubahan 
Sosial (Inphisos-Jogjakarta): (16) T eori Analisis G eo-E kosospol (Inphisos-J ogjakarta). 


Hingga sekarang masih tetap aktif M enulis, mengisi Workshop Penulisan Ilmiah, Seminar Nasional & Regional, 
Pelatihan/Training-Short Course, pembicara Forum-forum Ilmiah, Pembasisan Kader dan Gerakan Sosial. Secara 
formal dan kultural sampai sekarang juga terlibat aktif menjadi Narasumber & Fasilitator di berbagai seminar dan 
pelatihan ilmiah serta mediasi intelektual di lingkungan PM II antara lain: di MAPABA, PKD, PKL di wilayah PM II 
Jogjakarta, PKC PMII Jawa Timur, PKC PMII Jawa Tengah, PKC PMII Jawa Barat, dan bersentuhan secara 
kultural di Wilayah Bidang Kaderisasi PB PM II, serta PMII Wilayah Luar Jawa-Sulawesi, Kalimantan, Sumatra. 
H ingga kini penulis tetap aktif dalam perintisan pendidikan kritis antara lain: Sekolah M arxis, Pelatihan Basis Sekolah 
Ideologi Dunia, Sekolah Kritik Ideologi, Sekolah Tan Malaka, Sekolah Filsafat Barat & Idam, Sekolah Aswaja, Sekolah 
Pendidikan Kritis Sekolah Teori Sosal Klaik & Moden, Sekolah Analisis Sosial, Sekolah Gerakan Sogal, Sekolah 
Gerakan Perempuan, Sekolah Anti Globalisas, Sekolah Politik Islam, Pdatihan M anajemen Aks dan Revolus, Pdatihan 
Dasar Kepemimpinan, Training of Fadilitator (TOF), Pdatihan Pendidikan Politik, Pdatihan Advokas, Pdatihan 
Analiss Kebijakan, Pdatihan Jurnalisme Invetigatif, Pdatihan Karya Tulis Ilmiah, dan menginisiasi Lembaga 
Penerbitan Karya Ilmiah Ideologis. 


Penulis sekarang tinggal di Pondok Pesantren Al-M adaniyyah As-Salafiyyah Al-Idamiyyah Cilacap, Jl. Pucang D.37 
Gumilir Cilacap Jateng/ JI. Urip Sumoharjo 71 M ertasinga-Cilacap Jawa Tengah. Contac Person: H P.085 647 634 
312 (IM 3) / 087 838 178 226 (XL/ WA), E-M all: nurid.ugm@gmail.com / FB: nur sayyid santoso kristeva, PIN 
BBM: 5221 7134, Website www.negaramarxis.blogspot.com|J 
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TEKS KLH IKEA TI TAKE SEIKO PKI 
diterbitkan khusus untuk amunisi intelektual jaringan inti ideologis 


Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan diminta 
pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya 
(N abi Muhammad SAW) 


Bunuhlah waktumu dengan aktifitas produktif dan progresif, 
Jangan engkau terbunuh waktu karena aktifitas 
“yang mengasingkan rasionalitas 
(Nur Sayyid Santoso Kristeva) 


Revolusi harus tahu mana lawan mana kawan. Aku cita kaum nasionalis tetapi kaum nasionalis yang 
revolusioner. Aku cinta kaum agama tetapi kaum agama yang revolusioner Aku cinta kaum komunis 
tetapi kaum komunis yang revolusoner. 

(Ir. Soekarno) 


Dalam negeri ini akan terdapat tugu peringatan manusia najis, penghianat N egara, penjual rakyat, 
kusta masyarakat. Puluhan ya ratusan nama dan gelar manusia najis yang dituliskan di semua dg tugu 
“raya ini. Yang masuk golongan manusia najisnomor satu ialah mereka yang langsung membantu 

penjajah, penindas, penghisap, atau pembunuh rakyat Indonesa. 
(Tan Malaka) 


Sejarah dari setiap masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah pertentangan kelas Orang 
merdeka atau budak, bangsawan dan gembel, tuan dan pelayan, kepala tukang dan pekerja ahli, 
pendeknya yang menindas dan tertindas berada dalam pertentangan yang tiada akhirnya. 
(Kari Marx) 


Progresifitas sejarah akan berjalan dengan hukum-hukumnya sendiri. Progresifitas sejarah adalah gerak 
hidup manusa diselingkupan bumi, garis hidup kemanugaan. Yang menentang, apakah itu kelompok, 
suku, bangsa atau perorangan akan kalah. Dan aku tahu betul, itulah yang akan terjadi, 
| entah kapan, entah cepat, entah lambat. 

(Pramoedya Ananta T oer) 


| Anti-Copyright: dengan mencantumkan penulis sebagai hak dan pengakuan intelektual penulis, maka 
e penulis dan penerbit memperbolehkan untuk mengutip, mereproduksi atau memperbanyak, baik sebagian 
maupun keseluruhan isi buku ini dengan cara elektronik, mekanik, fotokopi, perekaman, scanner, '&x 
- microfilm, vcd & cd-room, rekaman suara atau dengan tehnologi apapun dengan izin atau tanpa seizin « 
penulis dan penerbit. Dokumen intelektual ini diterbitkan dan disebarkan demi kebutuhan gerakan .- 
sosial. Sebarkan dan berorganisasilah! baca & lawan! -N 


